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ASERSI PESERTA PEMILIHAN UMUM 



G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 
 

 
 

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 
 

DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BUOL 

 
Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

1. Nama                                                                      : 

Alamat                                                                     : 

Nomor Induk Kependudukan                                  : 

Jabatan                                                                   : 

AHMAD A. KOLOI 
 
Kel. Buol RT 022/RW 005 Kelurahan Buol Kecamatan Biau 

 
7205061307700002 

 
Ketua 

 

2. 
 

Nama                                                                      : 

Alamat                                                                     : 

Nomor Induk Kependudukan                                  : 

Jabatan                                                                   : 

 

SUDIRMAN, S.Pi 
 
Lingk. Bumi Nipa RT 021/RW 005 Kelurahan Buol Kecamatan Biau 

 
7205060408900001 

 
Bendahara 

 

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota. 
 

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut: 
 
 

 
 

NO 
 
 

1 

 
 

HAL 
 
 

2 

 
 

UNSUR KEPATUHAN 
 
 

3 

 
 

PERATURAN TERKAIT 
 
 

4 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 
 

5 

A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)   

1. Pembukaan            a.    Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama       Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) 

Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening   Peraturan Komisi Pemilihan 

Partai Politik Peserta Pemilu.                                             Umum tentang Dana                   

Kampanye Pemilihan Umum 

Nomor 18 Tahun 2023 

  b.    Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai     Pasal 37 ayat (3) Peraturan 

Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta           Komisi Pemilihan Umum 

Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum                   tentang Dana Kampanye 

dimulainya masa Kampanye                                              Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

 
 
 
    PATUH 

c.    Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor    Pasal 37 ayat (8) Peraturan 

RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU            Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota.                                                                tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

 
 
 

PATUH 

PATUH 



 
 

 
NO 

 

 
HAL 

 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

2. Pengelolaan Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang 

berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum 

digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. 

Pasal 36 ayat (2) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

 
 
 

PATUH 

3. Penutupan a.    Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari       Pasal 38 ayat (1) Peraturan 

setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan   Komisi Pemilihan Umum 

1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana          tentang Dana Kampanye 

Kampanye kepada KAP.                                                    Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

 
 
 

PATUH 

b.    Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan           Pasal 38 ayat (5) Peraturan 

rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum          Komisi Pemilihan Umum 

kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah          tentang Dana Kampanye 

menerima surat pernyataan dari Bank Umum.                  Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

 
 
 

PATUH 

B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) 

1. Muatan Informasi Kami menyusun LADK yang memuat informasi: Pasal 47 ayat (1) Peraturan  

a.    RKDK; Komisi Pemilihan Umum  

b.    Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber 

perolehan; 

c.    Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo 

hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk 

kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode 

pembukuan; 

d.    Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik 

Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; 
 
e.    Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik 

Peserta Pemilu; dan 
 
f.     Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 
 
18 Tahun 2023. 

 
 
 
 
 
 

PATUH 
 

2. Pembukuan a.    Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan        Pasal 47 ayat (2) Peraturan 

yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik        Komisi Pemilihan Umum 

ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu)   tentang Dana Kampanye 

Hari sebelum penyampaian LADK.                                    Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

 
 
 

PATUH 

b.    Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan   Pasal 43 ayat (3) Peraturan 

keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang                    Komisi Pemilihan Umum 

bersangkutan.                                                                    tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

 
 
 

PATUH 

c.    Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi           Pasal 43 ayat (6) Peraturan 

tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan                      Komisi Pemilihan Umum 

pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran  tentang Dana Kampanye 

yang dapat dipertanggungjawabkan.                                 Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

 
 
 

PATUH 



 
 

 
NO 

 

 
HAL 

 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

  d.    Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab    Pasal 43 ayat (7) Peraturan 

Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.             Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

 
 

 
PATUH 

3. Penyampaian a.    Kami menyampaikan LADK kepada KPU                          Pasal 51 ayat (3) Peraturan 

Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan                Komisi Pemilihan Umum 

dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;            tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

 
 
 
 
 
 

Laporan  
 

PATUH 

 b.    Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14   Pasal 51 ayat (4) Peraturan 

(empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal              Komisi Pemilihan Umum 

pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat         tentang Dana Kampanye 

umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;           Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

 
 
 

PATUH 

 c.    Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan   Pasal 51 ayat (7) Peraturan 

LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui    Komisi Pemilihan Umum 

Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima       tentang Dana Kampanye 

tanda pengembalian dan berita acara hasil                       Pemilihan Umum Nomor 18 

pencermatan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat    Tahun 2023. 

pukul 23.59 waktu setempat. 

 
 
 

PATUH 

4. Kelengkapan a.    Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri 

atas: 

  

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 
 

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN 

SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG 

DANA KAMPANYE; 

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN 

AWAL DANA KAMPANYE; 

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE 

PENCATATAN PENERIMAAN DAN 

PENGELUARAN; 

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG 

JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA 

KAMPANYE; 

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana 

Kampanye; dan 
 

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi 

pengeluaran. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATUH 

b.    Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh 

KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi 

dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud 

dengan LADK perbaikan yang terdiri atas: 

  



 
 

 
NO 

 

 
HAL 

 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

  1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;   

   

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN 

SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

  

  4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG 

DANA KAMPANYE; 

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN 

AWAL DANA KAMPANYE; 

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE 

PENCATATAN PENERIMAAN DAN 

PENGELUARAN; 

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG 

JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA 

KAMPANYE; 

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana 

Kampanye; dan 
 

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi 

pengeluaran. 

  
 
 

 
 
 

PATUH 

C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) 

1. Muatan Informasi Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU 

yang memuat informasi: 

Pasal 49 ayat (1) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023 

 

a.    Identitas penyumbang; dan 
 
b.    Jumlah sumbangan Dana Kampanye. 

N I H I L 

2. Penyampaian Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota, 

mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) 

Hari setelah masa Kampanye berakhir. 

Pasal 52 ayat (3) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

 

Laporan  
N I H I L 

3. Kelengkapan Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri 

atas: 

  

a.    LPSDK Pihak Lain Perseorangan; 
 
b.    LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan 

 
c.    LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha 

Nonpemerintah. 

 
 

 
N I H I L 

D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) 

1. Muatan Informasi Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: Pasal 50 ayat (1) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 

 

a.    RKDK;  
 

b.    Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber 

perolehan; 

 



 
 

 
NO 

 

 
HAL 

 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

  c.    Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo         18 Tahun 2023. 

hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk 

kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode 

pembukuan; 

d.    Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik 

Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; 
 
e.    Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik 

Peserta Pemilu; 
 
f.     Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat 

dipertanggungjawabkan; 

g.    Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK;  

dan 
 
h.    Asersi atas Laporan Dana Kampanye. 

 

  PATUH 

2. Pembukuan a.    Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari           Pasal 50 ayat (2) Peraturan 

setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan        Komisi Pemilihan Umum 

ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK        tentang Dana Kampanye 

kepada KAP yang ditunjuk KPU.                                       Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

 
 
 

PATUH 

b.    Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan   Pasal 43 ayat (3) Peraturan 

keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang                    Komisi Pemilihan Umum 

bersangkutan.                                                                    tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

 
 
 

PATUH 

c.    Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi           Pasal 43 ayat (6) Peraturan 

tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan                      Komisi Pemilihan Umum 

pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran  tentang Dana Kampanye 

yang dapat dipertanggungjawabkan.                                 Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

 
 

 

PATUH 

d.    Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab    Pasal 43 ayat (7) Peraturan 

Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.             Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

 
 
 

PATUH 

3. Penyampaian a.    Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang               Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) 

ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan             Peraturan Komisi Pemilihan 

dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.         Umum tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Umum 

Nomor 18 Tahun 2023 

 

Laporan  
 

PATUH 

 b.    Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima           Pasal 53 ayat (4) Peraturan 

belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling         Komisi Pemilihan Umum 

lambat pukul 23.59 waktu setempat.                                 tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

 
 
 

PATUH 

4. Kelengkapan Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri 

atas: 

  

1)   FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN 

PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

  



 
 

 
NO 

 

 
HAL 

 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

  2)   FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN 

DANA KAMPANYE; 

3)   FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

4)   FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA 

KAMPANYE; 

5)   FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM 

PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

6)   FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN 

PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN 

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATUH 

  7)   FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

8)   Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana 

Kampanye; 
 
9)   Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan 

bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang 

bersangkutan telah ditutup; dan 

10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi 

pengeluaran. 

  

E. Ketentuan Lainnya 

1. Sumber Dana Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, Pasal 31 ayat (1) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 
 
18 Tahun 2023. 

 

Kampanye DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh 

dari: 

 

 a.    Partai Politik;  

 b.    Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; 

dan 

c.    Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain 

PATUH 

2. Pembatasan/ Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan Pasal 34 Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Umum 

Nomor 18 Tahun 2023. 

 

Kesesuaian sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa  
Sumbangan yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon 

pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran 

transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, 

LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal 

sumbangan sebagai berikut: 

 

 a.    Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, 

dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari 

perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua 

miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye. 

b.    Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, 

dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok, 

perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah 

paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima 

miliar rupiah) selama masa Kampanye. 

PATUH 



 
 

 
NO 

 

 
HAL 

 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

3. Sumbangan yang Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 

116 ayat (2) Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum tentang 

Dana Kampanye Pemilihan 

Umum Nomor 18 Tahun 2023. 

 

Dilarang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang 

maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: 

 

 a.    Tidak menggunakan sumbangan tersebut; 
 
b.    Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada 

KPU; dan 
 
c.    Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara 

paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa 

Kampanye berakhir. 

 
 

PATUH 

4. Pengeluaran Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Pasal 41 Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Umum 

Nomor 18 Tahun 2023 

 

Dana Kampanye Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, 

pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai 

berdasarkan harga pasar yang wajar. 

Catatan: 

 

 a)   Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian 

barang dan/ atau pembayaran jasa. 

b)   Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas 

hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari 

pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung 

jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. 

c)    Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk 

membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam 

pemungutan dan penghitungan suara. 

 
 
 

PATUH 

 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

 

 
 

 

 
KETUA DEWAN PENGURUS CABANG 

KABUPATEN BUOL 

Buol, 28 Februari 2024 
 

BENDAHARA DEWAN PENGURUS CABANG 
KABUPATEN BUOL

 
 
 
 

(AHMAD A. KOLOI)                                                                                        (SUDIRMAN, S.Pi) 
 



 

 

 

 

 

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN  

DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM  

  



A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 
 

 
 

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 
 

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 

DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BUOL 
 

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

Periode 17 Desember 2022 s/d 22 Februari 2024 

 
 
NOMOR 

 
AKTIVITAS 

BENTUK DANA KAMPANYE 

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp) 

A.1 Penerimaan sebelum periode 
pembukuan 

0 0 0 

A.2 Penerimaan sumbangan    

1. Partai Politik    

 a.  Partai Politik Tingkat Pusat 0 0 0 

 b.  Partai Politik Tingkat Provinsi 0 0 0 

 c.  Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota 0 0 0 

2. Calon Anggota Legislatif    

 a.  Sumbangan Calon Anggota Legislatif 
kepada Parpol 

0 0 0 

 b.  Jasa Kampanye Calon Anggota 
Legislatif 

0 0 407.191.000 

3. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 0 0 0 

4. Sumbangan Pihak Lain Kelompok 0 0 0 

5. Sumbangan Pihak Lain Perusahaan 
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah 

0 0 0 

 JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN 0 0 407.191.000 

     

A.3 Penerimaan Lain-Lain    

1. Bunga Bank 0 0 0 

 JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN 0 0 0 

     

A.4 Penerimaan Barang Hasil Pembelian    

1. Penerimaan Barang Hasil Pembuatan 
Bahan/Design dan/atau Alat Peraga 
Kampanye 

0 0 0 

2. Barang Diterima Dimuka Hasil 
Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat 
Peraga Kampanye 

0 0 0 

 JUMLAH PENERIMAAN BARANG 
HASIL PEMBELIAN 

0 0 0 

     

 TOTAL PENERIMAAN 0 0 407.191.000 



 

 
NOMOR 

 
AKTIVITAS 

BENTUK DANA KAMPANYE 

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp) 

     

B Pengeluaran sebelum periode 
pembukuan 

0 0 0 

B.1 Pengeluaran    

1. Rapat Umum 0 0 0 

2. Pertemuan Terbatas 0 0 0 

3. Pertemuan Tatap Muka 0 0 0 

4. Pembuatan/Produksi Iklan di Media 
Massa Cetak, Media Massa Elektronik, 
Media Sosial, dan Media Dalam 
Jaringan 

0 0 0 

5. Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat 
Peraga Kampanye 

0 0 0 

6. Penyebaran Bahan Kampanye Partai 
Politik Kepada Umum dan/atau 
pemasangan Alat Peraga Kampanye 

   

 a.  Penyebaran Bahan Kampanye Partai 
Politik Kepada Umum 

0 0 0 

 b.  Pemasangan Alat Peraga Kampanye 
Partai Politik 

0 0 0 

7. Penyebaran Bahan Kampanye Calon 
Anggota Legislatif Kepada Umum 
dan/atau pemasangan Alat Peraga 
Kampanye 

   

 a.  Penyebaran Bahan Kampanye Calon 
Anggota Legislatif Kepada Umum 

0 0 0 

 b.  Pemasangan Alat Peraga Kampanye 
Calon Anggota Legislatif 

0 0 0 

8. Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar 
Larangan Kampanye dan Peraturan 
Perundang-undangan 

0 0 0 

9. Pengeluaran Lain-lain    

 a.  Administrasi Bank 0 0 0 

 b.  Pembelian Kendaraan 0 0 0 

 c.  Pembelian Peralatan 0 0 0 

 d.  Pembayaran Utang Pembelian 
Barang 

0 0 0 

 e.  Pengeluaran Lain    

 1)  Pengeluaran Lainnya 0 0 0 

 2)  Sumbangan ke Parpol Tingkat 
Provinsi/Kabupaten/Kota 

0 0 0 

 3)  Sumbangan ke Calon Anggota 
Legislatif 

0 0 0 

 4)  Jasa Kampanye Calon Anggota 
Legislatif 

0 0 407.191.000 

     

 TOTAL PENGELUARAN 0 0 407.191.000 

     

C Utang    

1. Utang Pembelian Barang 0 0 0 



 

 
NOMOR 

 
AKTIVITAS 

BENTUK DANA KAMPANYE 

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp) 

     

D Saldo    

1. Kas di Rekening Khusus Dana 
Kampanye 

0 0 0 

2. Kas di Bendahara 0   

3. Barang 0 0 0 
 
 
 

KETUA DEWAN PENGURUS CABANG 
KABUPATEN BUOL 

Buol, 28 Februari 2024 
 

BENDAHARA DEWAN PENGURUS CABANG 
KABUPATEN BUOL

 
 
 
 

(AHMAD A. KOLOI)                                                                                        (SUDIRMAN, S.Pi) 
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Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 

tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Laporan Dana Kampanye Partai 

Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) terdiri dari: 

lnformasi Hal Pokok 

Teknis Pembukaan dan Penutupati Rekening Khusus Dana Kampanye. 

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman 

Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum. 

3. 

Kami telah rnelakukan peri~;?tan ,clengan Kornisi Pemilihan Umum Provinsi 

Sulawesi Tengah ,berdas1;1rkan Surat Perjanjian (Kontrak) dengan Nomor: 

361/PL.01.7-SPK/72)~§}4 t;nggal· 26 Februari 2674 u~tuk melakukan Perikatan 

Asurans dengan keyakinan memadai dan rnemberikan kesimpulan terhadap 

kepatuhan Lap6'r~~ Dana Kampanye Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk 

periode 17 :;'D~sem6er 2022 sampai dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan -a.. - .. -· -· 

perundang- uridangan terkait pelaporan Dana Karnpanve'valtu : 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran 

Negara" Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, -Tarnbahan Lembaran 

Negara Republlk Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-(;Jndang 7 Tahun 2023 tentang Penetapa'n .Peraturan Pemerintah 
,._ ~- ~ '}' . ·~ 

Pengganti- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 teritang Perubahan atas 

Undang-:Ondang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemfi}han Umum menjadi 

Undang-Ucid~ng (Lembaran Negara Republik lndbnesia,,T;hun 2023 Nomor 54, 

Tambahan Lernb;:iran N~gara Republik lndonesia.No~_or 6863); 

Peraturan Komist}'Pemilihan Umum Nomon\;1'8. Tahun 2023 tentang Dana 
f. -~ ' ~< --· 

Kampanye Pemilinah Um.1,.1m. ,Ai 

Keputusan Komi~i Pemilf~'~n :LmLlrrf Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman 

2. 

Cakupan 

Nomor : 008/DMR/DAKAM-LAI.SULTENG/111/2024 

Kepada Yth, 
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol 

Di - 

Tempat 

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN 
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Kriteria 

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans -: ini adalah Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan 

dan diter:a(?~an oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra] dalam penyusunan 

Laporan Da;na Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Gerakan Indonesia 

Raya (Gerindra) dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah : 

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) 

a. Pembukaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1. ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai 

Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik 

Peserta Pemilu pada Bank Umum, 

2. ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui 

ketentuan Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum 

dimulainya masa kampanye. 

3. ayat (4), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar 

pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum. 

4. ayat (8), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan 

tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor 

RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai 

dengan tingkatannya. 

1 Laporan Awai Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat 

informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau 

saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang 

diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan 

penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai 

Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan 

sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian 

LADK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol; 

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pmbukuan yang 

memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK 

disampaikan sampai dengan 1 (satu) harl sebelum penyampaian LPSDK kepada 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol; dan 

3. Laporan Peneri.maan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah 

pernbukuan yang /memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana 
Kampanye yang dirnula! sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 
berakhirnya masa kampanye. 
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b. Pengelolaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1. ayat (6), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk 

mengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan 

Partai Politik. 

2. ayat (10), RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau 

dilakukan penggantian. 

3. Pasal 36 ayat (1), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang 

wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk 

kegiatan Kampanye Pemilu. 

c. Penutupan, Pasal 38 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1. ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank 

Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai 

dengan l (satu) Hari sebelum penyampaian LDK kepada KAP. 

2. ayat (2), Penutupan RKDK disarnpaikan dengan melampirkan surat 

perrilohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum, dan 

3. Pasal 37 ayat (5), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti 

penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) 

Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum. 

2. Laporan Awai Dana Kampanye (LADK) 

a. Muatan informasi, pasal 46 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023 yang 

memuat informasi : 

1. R!(DK ;, 

2. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan. 

3. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan 

sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima 

sebelum periode pembukuan. 

4. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu 

termasuk sebelum pembukaan RKDK. _ 

5. NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu. 

6. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. 

b. Periode Pembukuan, Pasal 47 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1. ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 

(tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan 

ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK. 
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2. ayat (6), LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, 

dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangan oleh Pimpinan Partai Politik 

sesuai dengan tingkatannya. 

3. ayat (7), LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan. 

4. ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat 

ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai 

Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. 

5. Ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan: 

a) meninggal dunia. 

b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. atau 

c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan. 

c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 51 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1. ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD 

Provinsi Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, 

dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui 

waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama 

jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling 

lambat pukul 23.59 waktu setempat. 

2. ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan 

:,mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka. 

3. ayat{7), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh 

Partaf Politik Peserta Pemilu kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 5 

(hari), Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil 

pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. 

4. ayat (5), apabila LADK yang disampaikan ~leh Partai Politik Peserta Pemilu 

dikembalikan oleh Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan 

tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau 

memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang yang 

terdiri atas: 

a) Formulir 1 Laporan Awai Dana Kampanye. 

b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 

c) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana 

Kampanye. 
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d) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye 

e) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana 

Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awai Dana Kampanye. 

f) Formulir 6 Laporan Awai Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan 

Pengeluaran. 

g) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awai Dana 

Kampanye. 

h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye. dan 

i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 

5. Pasal 47 ayat (4), Penyerahan LADK kepada Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota sesuai dengan flngkatannva, yang dilengkapi dengan: 

a) Formulir 1 Laporan Awai Dana Kampanye. 

b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 

c) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana 

Kampanye. 

d) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye. 

e) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana 

Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awai Dana Kampanye 

f) Formulir 6 Laporan Awai Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan 

Pengeluaran. ,, 

g) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awai Dana 

Ka"m,panye 

h) Salin-ah dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye. 

i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 

3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) 

a. Muatan lnformasi Pasal 49 ayat (1) PK0PU nomor 18 tahun 2023, LPSDK 
memuat informasi : 
1) identitas penyumbang. 

2) jumlah sumbangan dana kampanye. 

b. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 52 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1. ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan 

tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU dengan 

mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka. 
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' b. Periode Pembukuan, Pasal 50 PKPU nomor 18 tahun 2023: 
1. ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan 

LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai 

Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian 

LPPDf kepada KAP yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum. 

2. avaf (6), LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, 

dan DPRD. Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik 

sesuai dt:!nga·A tingkatannva. 

3. ayat (7), 'LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan. 

4. ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK 

dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART 

Partai Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan 

pendelegasian dari Partai Politik yang bersangkutan. 

5. ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan: 

a) meninggal dunia. 

b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen, atau 

c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan. 

2. ayat (4), Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye 

sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, dan 

3. Pasal 49 ayat (2), LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas: 

a) LPSDK Pihak Lain Perseorangan. 

b) LPSDK Pihak Lain Perseorangan. 

c) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Non Pemerintah. 

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) 

a. Muatan lnformasi Pasal 50 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik 

Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi: 

1) RKDK 

2) Saide awal atau saldo Saide awal atau saldo: Saide awal pembukuan yang 

merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran 

untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan. 

3) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu 

termasuk sebelurn pembukaan RKDK. 

4) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu. 

5) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. 

6) Saide akhir pada saat penutupan RKDK. dan 

7) Asersi atas Laporan Dana Kampanye. 
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c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 53 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1. ayat (3), Partai Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan 

mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka. 

1. ayat (4), Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, 

dan kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD 

menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) 

hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 23.59 waktu 

setempat. 

2. ayat (6), Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan 

LPPDK, Komisi Pemilihan Umum menyampaikan LADK dan LPSDK kepada 

KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit, dan 

3. Pasal 50 ayat (4), Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk 

oleh KPU, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan: 

a) Formulir 1 Laporan Penerimaan Dan Pengeluara Dana Kampanye. 

b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 

c) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana 

Kampanye. 

d) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye. 

e) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana 

Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Dan 

Pengeluaran Dana Kampanye. 

f) Formulir 6 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye 

Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran. 

g)' Formulir 7 Asersi Atas Laporan Penerimaan .Dan Pengeluaran Dana 

Karnpanve. 

h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye. 

i) Surat Pernyataan dari Bank UmuT yang menyatakan bahwa rekening 

Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan telah ditutup. 

j) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 

d. Sumber/Klasifikasi dan identitas Penyumbang, sebagaimana diatur dalam 

PKPU nomor 18 tahun 2023 : 

1. Pasal 31 ayat (1), Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD 

bersumber dari: 

a) Partai Politik. 

b) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari 

Partai Politik yang bersangkutan, dan 
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c} Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu 

Perseorangan, Kelompok, Perusahaan dan/atau Sadan usaha non 

Pemerintah. 

2. Pasal 32 ayat (8), Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta 

Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok 

berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan 

perundangundangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat. 

3. Pasal 33 ayat (1), Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat 

pernyataan penyumbang yang menurut informasi Penyumbang dan jumlah 

sumbangan. 

4. Pasal 33 ayat (2), Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, 

perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan 

informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan. 

5. Pasal 49 ayat (2)-·huruf b, Surnbangan vang berasal dari pihak lain Kelompok 

dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian Sadan Hukum 

Nonpemerintah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 

6. Pasal 49 ayat (2) huruf c, Sumbangan yang berasal dari pihak lain 

perusahaan atau Sadan Usaha Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta 

pendirian Perusahaan atau badan usaha. 

7. P~sa,I 36 ayat (3) huruf b, Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang 

dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening 

penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang. 

8. Pasal 36 ayat (5), ldentitas penyumbang dapat berupa surat keterangan 

dari bank yang bersangkutan; Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan 

melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan 

penyumbang. 

e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Pasal 34 PKPU nomor 18 tahun 2023: 
1 ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh 

sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan 

dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa 

yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima 

ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan, dan 

2 Pasal 37 ayat (1), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada 

RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. 
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Keterbatasan Laporan 

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas 

pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan 

kepada kami oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). 

f. Batasan/Kesesuaian Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 

tahun 2023 Pasal 34 ayat (1) dan (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi 

jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang 

dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang 

atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang 

dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini : 

1) Rp2.SOO.OOO.OOO,OO (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang 

perseorangan. dan 

2) Rp25.000.0000.000,00 (dua puluh lima milyar) untuk penyumbang kelompok 

dan/atau badan usaha non pemerintah. 

g. Sumbangan yang dilarang, Pasal 34 ayat (5) PKPU nomor 18 tahun 2023, 

Partai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, 

harus mematuhi ketentuan berikut: 

1) Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud; ,, 
2) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum; 

dan 
3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat 

belas) hari setelah masa Kampanye berakhir. 
h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 41 PKPU nomor 18 tahun 2023 : 

1. ayat (1), Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD 

provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu untuk: 

a) Pembiayaan aktivitas kampanye. 

b) Pembayaran hutang. dan 

c) Pengeluaran lain-lain yang dimiliki berdasarkan harga pasar yang wajar. 

2. Pasal 34 ayat (4), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas 

kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan 

sumbangan. 
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Tanggung Jawab Akuntan Publik 

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa 

pendapat dengan keyakinan memadai terhadap s. Laporan Dana Kampanye tersebut 

berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan' dan bukti-bukti yang kami 

peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 

(Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas lnformasi Keuangan 

Historis" yang ditetapkan oleh lnstitut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut 

mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan 

Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua 

personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga 

mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara 

memadai dalam mendukung kesimpulan kami. 

Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) bertanggungjawab atas penyusunan 

Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, 

asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam [aporan, serta perancangan, 

implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan 

laporan. 

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) juga bertanggung jawab atas kepatuhan 

terhadap Peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang 

telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana 

Kampanye Partai'Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tertanggal'If Februari 2024. 

Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat 

pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan 

Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye 

tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi 

yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), 

sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di 

dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan 

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) terhadap peraturan perundang-undangan 

yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye. 
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Dian Mayafaty Rauf. SE .• ME .• Ak., CA., CPA 

Nomor Register AP : 1646 

Kendari, 26 Maret 2024 

KANTOR AKUNTAN PUBLIK 
DIAN MAYAFATY RAUF 

Hormat karni, 

Pembatasan Penggunaan Laporan 

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan sesuai dengan Surat Perjanjian 

Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas 

penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya. 

Simpulan 

Menurut oprrn kami, Asersi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 

Kabupaten Buol dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh dalam 

semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. 

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang 

diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan pasal 102 ayat 

(1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023, kami melaksanakan 

perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima 

Laporan Dana Kampanye Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dari 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol. 
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G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 
 
 

 

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 

DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BUOL 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

 
1. Nama : LASALABI LM.RADJAK 

Alamat : DESA LABUTON 

Nomor Induk Kependudukan : 7205090606670001 

Jabatan : Ketua 

 
2. Nama : GUSMAINI ARSYAD,S.Sos 

Alamat : LINGK.TANJUNG 

Nomor Induk Kependudukan : 7205065008650003 

Jabatan : Bendahara 

 
adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota. 

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut: 

 
 

 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) 

1. Pembukaan a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama 

Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening 

Partai Politik Peserta Pemilu. 

Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) 
Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Umum 

Nomor 18 Tahun 2023 

PATUH 

b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai 

Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta 

Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum 

dimulainya masa Kampanye 

Pasal 37 ayat (3) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

PATUH 

c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor 

RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU 

Kabupaten/Kota. 

Pasal 37 ayat (8) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

PATUH 



 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

2. Pengelolaan Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang 

berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum 

digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. 

Pasal 36 ayat (2) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

PATUH 

3. Penutupan a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari 

setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 

1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana 

Kampanye kepada KAP. 

Pasal 38 ayat (1) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

PATUH 

b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan 

rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum 

kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah 

menerima surat pernyataan dari Bank Umum. 

Pasal 38 ayat (5) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

PATUH 

B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) 

1. Muatan Informasi Kami menyusun LADK yang memuat informasi: 

a. RKDK; 

b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber 

perolehan; 

c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo 
hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk 

kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode 

pembukuan; 

d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik 

Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; 

e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik 

Peserta Pemilu; dan 

f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Pasal 47 ayat (1) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 

18 Tahun 2023. 

PATUH 

2. Pembukuan a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan 

yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik 

ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) 

Hari sebelum penyampaian LADK. 

Pasal 47 ayat (2) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

PATUH 

b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan 

keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang 

bersangkutan. 

Pasal 43 ayat (3) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

PATUH 

c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi 

tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan 

pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran 

yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Pasal 43 ayat (6) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

PATUH 



 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

  d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab 

Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. 

Pasal 43 ayat (7) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

PATUH 

3. Penyampaian 

Laporan 

a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU 

Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan 

dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka; 

Pasal 51 ayat (3) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

PATUH 

b. Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14 

(empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal 

pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat 

umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat; 

Pasal 51 ayat (4) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

PATUH 

c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan 

LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui 
Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima 
tanda pengembalian dan berita acara hasil 
pencermatan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat 

pukul 23.59 waktu setempat. 

Pasal 51 ayat (7) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

PATUH 

4. Kelengkapan a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri 

atas: 

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN 

SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG 

DANA KAMPANYE; 

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN 

AWAL DANA KAMPANYE; 

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE 

PENCATATAN PENERIMAAN DAN 

PENGELUARAN; 

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG 

JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA 

KAMPANYE; 

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana 

Kampanye; dan 

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi 

pengeluaran. 

b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh 
KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi 
dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud 
dengan LADK perbaikan yang terdiri atas: 

 

PATUH 



 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

  1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 

 
2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN 

SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG 
DANA KAMPANYE; 

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN 

AWAL DANA KAMPANYE; 

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE 

PENCATATAN PENERIMAAN DAN 

PENGELUARAN; 

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG 

JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA 

KAMPANYE; 

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana 

Kampanye; dan 

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi 

pengeluaran. 

 

PATUH 

C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) 

1. Muatan Informasi Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU 

yang memuat informasi: 

a. Identitas penyumbang; dan 

b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye. 

Pasal 49 ayat (1) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023 

- 

2. Penyampaian 

Laporan 

Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota, 

mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) 

Hari setelah masa Kampanye berakhir. 

Pasal 52 ayat (3) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

PATUH 

3. Kelengkapan Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri 

atas: 

a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan; 

b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan 

c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha 

Nonpemerintah. 

 

PATUH 

D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) 

1. Muatan Informasi Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: 

a. RKDK; 

b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber 

perolehan; 

Pasal 50 ayat (1) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 

PATUH 



 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

  c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo 

hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk 

kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode 

pembukuan; 

d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik 

Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; 

e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik 

Peserta Pemilu; 

f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat 

dipertanggungjawabkan; 

g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; 

dan 

h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye. 

18 Tahun 2023. 

PATUH 

2. Pembukuan a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari 

setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan 

ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK 

kepada KAP yang ditunjuk KPU. 

Pasal 50 ayat (2) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

PATUH 

b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan 

keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang 

bersangkutan. 

Pasal 43 ayat (3) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

PATUH 

c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi 

tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan 

pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran 

yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Pasal 43 ayat (6) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

PATUH 

d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab 

Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. 

Pasal 43 ayat (7) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

PATUH 

3. Penyampaian 

Laporan 

a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang 

ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan 

dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka. 

Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) 
Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum tentang Dana 
Kampanye Pemilihan Umum 
Nomor 18 Tahun 2023 

PATUH 

b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima 

belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling 

lambat pukul 23.59 waktu setempat. 

Pasal 53 ayat (4) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

PATUH 

4. Kelengkapan Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri 

atas: 

1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN 

PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

 

PATUH 



 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

  2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN 

DANA KAMPANYE; 

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA 
KAMPANYE; 

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM 

PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN 

PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN 

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 

7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana 

Kampanye; 

9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan 

bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang 

bersangkutan telah ditutup; dan 

10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi 

pengeluaran. 

 

PATUH 

E. Ketentuan Lainnya 

1. Sumber Dana 

Kampanye 

Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, 

DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh 

dari: 

a. Partai Politik; 

b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; 

dan 

c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain 

Pasal 31 ayat (1) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 

18 Tahun 2023. 
PATUH 

2. Pembatasan/ 

Kesesuaian 

Sumbangan 

Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan 

sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa 

yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon 

pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran 

transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, 

LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal 

sumbangan sebagai berikut: 

a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, 
dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari 

perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua 

miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye. 

b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, 

dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok, 
perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah 
paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima 
miliar rupiah) selama masa Kampanye. 

Pasal 34 Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Umum 

Nomor 18 Tahun 2023. 

PATUH 



 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

3. Sumbangan yang 

Dilarang 

Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang 

dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang 

maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; 

b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada 

KPU; dan 

c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara 

paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa 

Kampanye berakhir. 

Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 

116 ayat (2) Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum tentang 

Dana Kampanye Pemilihan 

Umum Nomor 18 Tahun 2023. PATUH 

4. Pengeluaran 

Dana Kampanye 

Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran 

Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, 

pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai 

berdasarkan harga pasar yang wajar. 

Catatan: 

a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian 

barang dan/ atau pembayaran jasa. 

b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas 

hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari 

pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung 

jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. 

c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk 

membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam 

pemungutan dan penghitungan suara. 

Pasal 41 Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Umum 

Nomor 18 Tahun 2023 

PATUH 

 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

 
 
 
 
 

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH 

KABUPATEN BUOL 

BUOL, 16 Februari 2024 

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH 

KABUPATEN BUOL 

 
 

 

(LASALABI LM.RADJAK) (GUSMAINI ARSYAD,S.Sos) 



A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

 

 
 

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 
 

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 

DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BUOL 

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

Periode 17 Desember 2022 s/d 22 Februari 2024 

 

NOMOR AKTIVITAS 
BENTUK DANA KAMPANYE 

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp) 

A.1 Penerimaan sebelum periode 
pembukuan 

0 0 0 

A.2 Penerimaan sumbangan    

1. Partai Politik    

 a. Partai Politik Tingkat Pusat 0 0 0 
 b. Partai Politik Tingkat Provinsi 0 0 0 
 c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota 100.000 0 0 

2. Calon Anggota Legislatif    

 a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif 
kepada Parpol 

0 0 0 

 b. Jasa Kampanye Calon Anggota 
Legislatif 

0 0 57.235.000 

3. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 0 0 0 

4. Sumbangan Pihak Lain Kelompok 0 0 0 

5. Sumbangan Pihak Lain Perusahaan 
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah 

0 0 0 

 JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN 100.000 0 57.235.000 
     

A.3 Penerimaan Lain-Lain    

1. Bunga Bank 0 0 0 
 JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN 0 0 0 
     

A.4 Penerimaan Barang Hasil Pembelian    

1. Penerimaan Barang Hasil Pembuatan 
Bahan/Design dan/atau Alat Peraga 
Kampanye 

0 0 0 

2. Barang Diterima Dimuka Hasil 
Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat 
Peraga Kampanye 

0 0 0 

 JUMLAH PENERIMAAN BARANG 
HASIL PEMBELIAN 

0 0 0 

     

 TOTAL PENERIMAAN 100.000 0 57.235.000 



 

NOMOR AKTIVITAS 
BENTUK DANA KAMPANYE 

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp) 
     

B Pengeluaran sebelum periode 
pembukuan 

0 0 0 

B.1 Pengeluaran    

1. Rapat Umum 0 0 0 

2. Pertemuan Terbatas 0 0 0 

3. Pertemuan Tatap Muka 0 0 0 

4. Pembuatan/Produksi Iklan di Media 
Massa Cetak, Media Massa Elektronik, 
Media Sosial, dan Media Dalam 
Jaringan 

0 0 0 

5. Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat 
Peraga Kampanye 

0 0 0 

6. Penyebaran Bahan Kampanye Partai 
Politik Kepada Umum dan/atau 
pemasangan Alat Peraga Kampanye 

   

 a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai 
Politik Kepada Umum 

0 0 0 

 b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye 
Partai Politik 

0 0 0 

7. Penyebaran Bahan Kampanye Calon 
Anggota Legislatif Kepada Umum 
dan/atau pemasangan Alat Peraga 
Kampanye 

   

 a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon 
Anggota Legislatif Kepada Umum 

0 0 0 

 b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye 
Calon Anggota Legislatif 

0 0 0 

8. Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar 
Larangan Kampanye dan Peraturan 
Perundang-undangan 

0 0 0 

9. Pengeluaran Lain-lain    

 a. Administrasi Bank 7.500 0 0 
 b. Pembelian Kendaraan 0 0 0 
 c. Pembelian Peralatan 0 0 0 
 d. Pembayaran Utang Pembelian 

Barang 
0 0 0 

 e. Pengeluaran Lain    

 1) Pengeluaran Lainnya 0 0 0 
 2) Sumbangan ke Parpol Tingkat 

Provinsi/Kabupaten/Kota 
0 0 0 

 3) Sumbangan ke Calon Anggota 
Legislatif 

0 0 0 

 4) Jasa Kampanye Calon Anggota 
Legislatif 

0 0 57.235.000 

     

 TOTAL PENGELUARAN 7.500 0 57.235.000 
     

C Utang    

1. Utang Pembelian Barang 0 0 0 



 

NOMOR AKTIVITAS 
BENTUK DANA KAMPANYE 

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp) 
     

D Saldo    

1. Kas di Rekening Khusus Dana 
Kampanye 

92.500 0 0 

2. Kas di Bendahara 0   

3. Barang 0 0 0 

 
 
 

 
KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH 

KABUPATEN BUOL 

BUOL, 16 Februari 2024 

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH 
KABUPATEN BUOL 

 
 
 
 

(LASALABI LM.RADJAK) (GUSMAINI ARSYAD,S.Sos) 



    

 

 

 

 

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN (LAI) 

PUBLIKASI 

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) 

KABUPATEN BUOL 

PERIODE 17 DESEMBER 2022 S/D 22 FEBRUARI 2024 

 
 



G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

 

 

 

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 

DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BUOL 

 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 
 

1. Nama                                                                      : 

Alamat                                                                     : 

Nomor Induk Kependudukan                                  : 

Jabatan                                                                   : 

AHMAD T. TAKULOE 
 

DESA DUTUNO KECAMATAN PALELEH KABUPATEN BUOL 
 

7205052101730003 
 

Ketua 

 

2. 
 

Nama                                                                      : 

Alamat                                                                     : 

Nomor Induk Kependudukan                                  : 

Jabatan                                                                   : 

 

YUDDY PRIADI 
 

LINGK.PADANG DESA LEOK II KECAMATAN BIAU KABUPATEN BUOL 
 

7205062505740001 
 

Bendahara 

 

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota. 
 

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut: 
 

 
 

 

NO 
 

 

1 

 

 

HAL 
 

 

2 

 

 

UNSUR KEPATUHAN 
 

 

3 

 

 

PERATURAN TERKAIT 
 

 

4 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 
 

5 

A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)   

1. Pembukaan            a.    Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama       Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) 

Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening   Peraturan Komisi Pemilihan 

Partai Politik Peserta Pemilu.                                             Umum tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Umum 

Nomor 18 Tahun 2023 

  b.    Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai     Pasal 37 ayat (3) Peraturan 

Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta           Komisi Pemilihan Umum 

Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum                   tentang Dana Kampanye 

dimulainya masa Kampanye                                              Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

Patuh 

c.    Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor    Pasal 37 ayat (8) Peraturan 

RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU            Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota.                                                                tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

Patuh 



 

 

 

NO 

 

 

HAL 

 

 

UNSUR KEPATUHAN 

 

 

PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

2. Pengelolaan Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang 

berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum 

digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. 

Pasal 36 ayat (2) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

Patuh 

3. Penutupan a.    Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari       Pasal 38 ayat (1) Peraturan 

setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan   Komisi Pemilihan Umum 

1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana          tentang Dana Kampanye 

Kampanye kepada KAP.                                                    Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

Patuh 

b.    Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan           Pasal 38 ayat (5) Peraturan 

rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum          Komisi Pemilihan Umum 

kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah          tentang Dana Kampanye 

menerima surat pernyataan dari Bank Umum.                  Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

Patuh 

B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) 

1. Muatan Informasi Kami menyusun LADK yang memuat informasi: Pasal 47 ayat (1) Peraturan  

a.    RKDK; Komisi Pemilihan Umum Patuh 

b.    Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber 

perolehan; 

c.    Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo 

hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk 

kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode 

pembukuan; 

d.    Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik 

Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; 
 

e.    Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik 

Peserta Pemilu; dan 
 

f.     Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 
 

18 Tahun 2023. 

Patuh 

2. Pembukuan a.    Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan        Pasal 47 ayat (2) Peraturan 

yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik        Komisi Pemilihan Umum 

ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu)   tentang Dana Kampanye 

Hari sebelum penyampaian LADK.                                    Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

Patuh 

b.    Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan   Pasal 43 ayat (3) Peraturan 

keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang                    Komisi Pemilihan Umum 

bersangkutan.                                                                    tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

Patuh 

c.    Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi           Pasal 43 ayat (6) Peraturan 

tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan                      Komisi Pemilihan Umum 

pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran  tentang Dana Kampanye 

yang dapat dipertanggungjawabkan.                                 Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

Patuh 



 

 

 

NO 

 

 

HAL 

 

 

UNSUR KEPATUHAN 

 

 

PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

  d.    Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab    Pasal 43 ayat (7) Peraturan 

Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.             Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

Patuh 

3. Penyampaian a.    Kami menyampaikan LADK kepada KPU                          Pasal 51 ayat (3) Peraturan 

Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan                Komisi Pemilihan Umum 

dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;            tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

Patuh 

Laporan  

 b.    Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14   Pasal 51 ayat (4) Peraturan 

(empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal              Komisi Pemilihan Umum 

pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat         tentang Dana Kampanye 

umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;           Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

Patuh 

 c.    Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan   Pasal 51 ayat (7) Peraturan 

LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui    Komisi Pemilihan Umum 

Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima       tentang Dana Kampanye 

tanda pengembalian dan berita acara hasil                       Pemilihan Umum Nomor 18 

pencermatan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat    Tahun 2023. 

pukul 23.59 waktu setempat. 

Patuh 

4. Kelengkapan a.    Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri 

atas: 

 Patuh 

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 
 

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN 

SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG 

DANA KAMPANYE; 

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN 

AWAL DANA KAMPANYE; 

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE 

PENCATATAN PENERIMAAN DAN 

PENGELUARAN; 

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG 

JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA 

KAMPANYE; 

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana 

Kampanye; dan 
 

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi 

pengeluaran. 

 Patuh 

b.    Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh 

KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi 

dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud 

dengan LADK perbaikan yang terdiri atas: 

 Patuh 



 

 

 

NO 

 

 

HAL 

 

 

UNSUR KEPATUHAN 

 

 

PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

  1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;  Patuh 

  
 

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN 

SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

 Patuh 

  4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG 

DANA KAMPANYE; 

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN 

AWAL DANA KAMPANYE; 

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE 

PENCATATAN PENERIMAAN DAN 

PENGELUARAN; 

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG 

JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA 

KAMPANYE; 

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana 

Kampanye; dan 
 

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi 

pengeluaran. 

 Patuh 

C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) 

1. Muatan Informasi Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU 

yang memuat informasi: 

Pasal 49 ayat (1) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023 

Patuh 

a.    Identitas penyumbang; dan 
 

b.    Jumlah sumbangan Dana Kampanye. 

 

2. Penyampaian Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota, 

mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) 

Hari setelah masa Kampanye berakhir. 

Pasal 52 ayat (3) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

Patuh 

Laporan  

3. Kelengkapan Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri 

atas: 

 Patuh 

a.    LPSDK Pihak Lain Perseorangan; 
 

b.    LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan 
 

c.    LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha 

Nonpemerintah. 

 Patuh 

D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) 

1. Muatan Informasi Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: Pasal 50 ayat (1) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 

 

a.    RKDK; Patuh 

b.    Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber 

perolehan; 

Patuh 



 

 

 

NO 

 

 

HAL 

 

 

UNSUR KEPATUHAN 

 

 

PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

  c.    Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo         18 Tahun 2023. 

hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk 

kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode 

pembukuan; 

d.    Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik 

Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; 
 

e.    Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik 

Peserta Pemilu; 
 

f.     Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat 

dipertanggungjawabkan; 

g.    Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; 

dan 
 

h.    Asersi atas Laporan Dana Kampanye. 

Patuh 

  Patuh 

2. Pembukuan a.    Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari           Pasal 50 ayat (2) Peraturan 

setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan        Komisi Pemilihan Umum 

ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK        tentang Dana Kampanye 

kepada KAP yang ditunjuk KPU.                                       Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

Patuh 

b.    Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan   Pasal 43 ayat (3) Peraturan 

keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang                    Komisi Pemilihan Umum 

bersangkutan.                                                                    tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

Patuh 

c.    Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi           Pasal 43 ayat (6) Peraturan 

tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan                      Komisi Pemilihan Umum 

pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran  tentang Dana Kampanye 

yang dapat dipertanggungjawabkan.                                 Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

Patuh 

d.    Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab    Pasal 43 ayat (7) Peraturan 

Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.             Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

Patuh 

3. Penyampaian a.    Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang               Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) 

ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan             Peraturan Komisi Pemilihan 

dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.         Umum tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Umum 

Nomor 18 Tahun 2023 

Patuh 

Laporan  

 b.    Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima           Pasal 53 ayat (4) Peraturan 

belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling         Komisi Pemilihan Umum 

lambat pukul 23.59 waktu setempat.                                 tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

Patuh 

4. Kelengkapan Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri 

atas: 

  

1)   FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN 

PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

 Patuh 



 

 

 

NO 

 

 

HAL 

 

 

UNSUR KEPATUHAN 

 

 

PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

  2)   FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN 

DANA KAMPANYE; 

3)   FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

4)   FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA 

KAMPANYE; 

5)   FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM 

PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

6)   FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN 

PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN 

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 

 Patuh 

  7)   FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

8)   Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana 

Kampanye; 
 

9)   Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan 

bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang 

bersangkutan telah ditutup; dan 

10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi 

pengeluaran. 

 Patuh 

E. Ketentuan Lainnya 

1. Sumber Dana Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, Pasal 31 ayat (1) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 
 

18 Tahun 2023. 

Patuh 

Kampanye DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh 

dari: 

Patuh 

 a.    Partai Politik; Patuh 

 b.    Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; 

dan 

c.    Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain 

Patuh 

2. Pembatasan/ Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan Pasal 34 Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Umum 

Nomor 18 Tahun 2023. 

Patuh 

Kesesuaian sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa Patuh 

Sumbangan yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon 

pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran 

transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, 

LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal 

sumbangan sebagai berikut: 

Patuh 

 a.    Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, 

dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari 

perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua 

miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye. 

b.    Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, 

dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok, 

perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah 

paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima 

miliar rupiah) selama masa Kampanye. 

Patuh 



 

 

 

NO 

 

 

HAL 

 

 

UNSUR KEPATUHAN 

 

 

PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

3. Sumbangan yang Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 

116 ayat (2) Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum tentang 

Dana Kampanye Pemilihan 

Umum Nomor 18 Tahun 2023. 

Patuh 

Dilarang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang 

maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: 

Patuh 

 a.    Tidak menggunakan sumbangan tersebut; 
 

b.    Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada 

KPU; dan 
 

c.    Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara 

paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa 

Kampanye berakhir. 

Patuh 

4. Pengeluaran Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Pasal 41 Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Umum 

Nomor 18 Tahun 2023 

Patuh 

Dana Kampanye Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, 

pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai 

berdasarkan harga pasar yang wajar. 

Catatan: 

Patuh 

 a)   Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian 

barang dan/ atau pembayaran jasa. 

b)   Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas 

hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari 

pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung 

jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. 

c)    Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk 

membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam 

pemungutan dan penghitungan suara. 

Patuh 

 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 
 

 

 

BUOL, 26 Februari 2024
 

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH 

KABUPATEN BUOL 

 

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH 

KABUPATEN BUOL

 

 

 

Cap 
 

(AHMAD T. TAKULOE)                                                                                                (YUDDY PRIADI) 
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Kotabaru Ihiyorejo Gresik, Jawa Timur -61177

Telp. : (031) 7505507 -Email : kap.naufalcpa@gmail.com

LAPOFIAN ASURANS INDEPENDEN

Nomor : 00030/2.1424/11 /11942-1/1fl lv2024

K®pada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPu)
Kabupaten Buol

Cakupan

Kami telah melakukan perikafan dengan  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi tengah
berdasarkan Kontrak Nomor 362/PL01.7-SPK/72/2024 tanggal 29 Februari 2024, untuk mefakukan
Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan
Laporan Dana Kampanye Partai Demokrasi Indonesia Periuangan  (PDIP)   Kabupaten  Buol untuk
periode tanggal 17 Desember 2022 sampal dengan tanggal 22 FebTuari 2024 terhadap peiatul.en
perundang- undarigan teTkait pefaporan Dana Kampanye sebagai berikut:
1.  Undang-Undang  Nomor 7 Tahun  2017 tentang  Pemilihan  Umum  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia  Tahun  2017  Nomor  182,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
6109).

2.  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan alas Undarig-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemftinan Umum "enjadi U ndang-Undang q.embaran Negara Repu'b'ffk 1 ndones-ia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

3.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum  Nomor 18 Tahun 2023 tentang  Dana Kampanye Pemilihan
Umum.

4.  Keputusan   Komisi   Pemmhan   Umum   Nomor   1190   Tahun   2023   tentang   Pedoman   Teknis
Pembukaan dan Penutupan Rekening Khiisus Dana Kampanye.

5. «tpufusan Ktmist Ftenwhan `rfum ttc>iitGF t677 Tchm ae23 tentang i=edcffien Tthe
Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

6.  Keputusan   Komisi   Pemilihan   Umum   Nomor   1815   Tahun   2023   tentang   Pedoman   Teknis
Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum.

7.  Keputusan   Komisi   Pemilihan   Umum   Nomor   210   Tahun   2024   Tentang   Perubahan   Alas
Keputusan   Komisi   Pemilihan   Umum   Nomor   1815   Tahun   2023   tentang   Pedoman   Teknis
Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemi[ihan Umum.

Untuk selanjutnya peraturan di alas kami disebut sebagai "Peraturan Dana Kampany®".

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Dana  Kampanye  Laporan  Daina  Kampanye  Partai  Demokrasi
Indonesia Periuangan (PDIP)   Kabupaten Buol terdiri dari:
1.    Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening

tthusus  Dana  Kampanye,  sumber  perolet`an  saldo  aval  atau  saldo  pembukaan,   rincian
perhitungan  penerimaan  dan  pengeluaran  yang  diperoleh  sebelum  pembukaan  Rekening
Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbengan yang bersumber dari pasangan Colon
dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Poll(ik dan pihak lain yang dimulai sejak ditefapkan
sebagai  Peserfa  Pemilu sampai  dengan  1  (satu)  hari  sebelum  penyampaian  lADK kepada
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buol;

2.   Iaponn feiiTberi Sftynfoangan DaTia Kanpanye (lFIsex) edatati pendrdcoan yang memuat
selurilh penerimaan yang diterima Peserfa Pemilu setelah LJ\DK disampaikan sampai dengan
1  (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Buol; dan
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3.    Laporan  Penerimaan  dan  Pengeluaran  Dana Kampanye (LPPDK) adalah  pembukuan yang
memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan
sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhimya nasa kampanye.

I(rferia
Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Dane Kampanye. Kriteria
tersebutjuga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
Kabupaten  Buol  dalam  penyusunan  Laporan  Dana  Kampanye.  Kriteria yang wajib dipatiihi  oleh
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Buol dalam menyusun Laporan Dana
Kampanye adalah:
1.    Rokening KhusLie Dana Kampany® (RKDK)

1)    Pembukaan -Pasal 37 ayat (2), (3), (4) dan (8) PKPu Nomor 18 Tahun 2023:
(a)  Parf8i Politjk Peserta Pemjlu membuka RKDK alas nama Portal Politik Peserta Pemilu

yang terpisah deri rokening pribadi Partai Ftolitik pada Bank umum.
(b)  Partai Politik Peseha Pemilu membuka RKDK tidek melampaui ketentuan pembukaan

RKDK yaitu paling lambat 1  (sotu) hari sebalum dimulainya masa kampanys.
(c)  Pembukaan   RKDK  dilengkepi   dengan   surat   pengantar  pembukaan   RKDK  yang

dilerbitkan oleh KPu.
try  Parlai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupatenA<ota

membuka dan melapohan henya  1  (satu) rlomor RKDK kepada  KPU,  KPU Provinsi,
dawlatau KPU Kabupatonh<ote sesuai dengan tingkatannya.

2)    Pengelolaan -Pasal 37 ayat (6), Pasal 36 aya( (1), dan Pasal 37 ayat (10) PKPu Nomor 18
Tahun 2023:
(a)  Part8i Politik Peserta Pemilu dapat menurtyuk petugas untuk mengelola RKDK

dilengkapi dengan surat pemyataan dari PaTtai Politik.
(b)  Penerirnaan Dane Kampenye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK

terfebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye PeTnilu.
(c)  RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidek dapat ditarik dawlatau dilakukan penggantiE\n.

3)   Penutupan -Pasal 38 ayat (1) ayat (2), dan Pasal 37 ayat (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2023:
(a)  Parfai  Polttik  Peseria  Pemilu  waifib  menutup  RKDK  pada  Bank  Umum  1  (satu)  Hari

setelah   penutupan   pembuk\ian   LPPDK   s8mpei   dengan   1   (satu)   Hari   sebelum
penyampeian LDK kepeda KAP.

(b)  Penutupan  RKDK  disempaikan  dengan  melampirkan  surat  permohonan  penutupan
RKDK kepada Bank Umurrl.

(c)  Partai  Politik  Peserto  Pemilu waifib  menyampeikan  bukli  penutupan  rekening berupa
surat pemyataan dari Bank umum 1 (satu) h8ri setelah menerima surat pemyataan deri
Bank umum.

2.  LaEioran Awal Dane Kampanye (LADK);
1)    Muatan lnformasi -Pasal 46 ayat (1), 3, 4 dan 8 PKPU Nomor 18 Tahun 2023, Partai Politjk

Peserta Pemilu menyusun tADK yang memuat infomasi:
(a)  RKDK;
(b)  S8Ido awol RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan:
(c)  Saldo awol pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan

pengeluaran unluk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
(d)  C8latan penerimaen dan pengeluaren PaTfai Politik P®seTta Pemilu tormasuk sebelum

pembukaan RKDK,
(e)  NI"lp masingrmasing Partai Ftolitik Peserta Pemilu;
(I)   Bukti penerimaan dan pengeluaran yang depat dipertanggungjowabkan.

2)    Periode Pembukuan -Pasal 47 ayat (2), (6). (7), (8) dan (10) PKPU Nomor 18 Tahun 2023,
Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi:
(a)  Partai Politik Peserta  Pemilu mematuhi pembukuen LADK y8itu 3 (tiga)  H8ri setelan

Partai  Polilik  difetapkan  sebagai  Peserfe  Pemilu  dan  ditutup  1   (satu)  Hari  sebelum
penyampaian LADK;
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(b)  LADK  Partai   Politik  Peserta   Pemilu   anggcta  DIR,   DPRD   Provinsi,   dan   DPRD
Kabupaterwh<ota    ditandatangani    oleh    Pimpinan    Partai    Politik    sesuai    dengan
lingkatannya;

(c)  LADK oalon anggota DPR, DPRD provinei, dan DPRD kabupatenArota ditandatarigani
oleh calon yang bersangkutan.;

(rty  Dalam hal Pimpinan PaTtai Politik bethalangan tetap, LADK dapat ditandatangani oleh
pihak  yang  berwenang  sesuai  deng8n  ADVART  Ffartai  Politik  Peserta  Pemilu  yang
bersangkutan;

(e)  Bemalang8n tetep melipi)ti keeda8n:
1) meninggal dunia;
2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
3) sedeng melaksanakan ibadah keagamaan.

3)    Kelengkapan Dan Penyampaian - Pasal 51 ayat (4), (3). (7), dan Pasal 47 ayat (4) dan
(10) PKPu Nomor 18 Tahun 2023:
(a)  Partai Politik Peserta Pemilu dan Caton Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan Partai

Politik   Peserta   Pemilu   tingkat   pusat,    provinsi,   dan    kabupateM<ota   mematuni
penyerahan LADK tidak mel8mp8ui walrfu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari
sebelllm  hari  peTtama  jadwal  pelaksanaan  Kampanye  Pemilu  defam  bentuk  rapat
umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;

(b)  Parfai  Politik  Peserta  ltemilu  menyampaiken  LADK  dengan  mengirimkan  data  dan
dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;

(c)  Ap8bila terdapat perbaiken, rrraka LADK perbaikan disempaikan oleh Pas8ng8n Calon
dan Tim Kampany tingkat nasion8I kepeda KPu rnelalui Sikadeka peling lambat 5 (lima)
hari sej8k menerima t8nda pengembalian dan berite acara hasil pencermatan dari KPU,
paling lambat puklil 23.59 walct\i setempat;

(d)  Penyerahan  lADK  kepade  KPU,  KPu  Provinsi,  dan  KIItJ  Kabupeteiunota  sesuai
dengan tingk8tannya, yang dilengkapi dengan:
1)    Formi)fir 1  Leporan Awal Dane Kamp8nye;
2)   Formu[ir 2 Dafter Penerimaan Sumbangan Dana Kampenys;
3)   Formulir 3 Leporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dane Kampanye;
4)   Fomulir 4 Daftar Persediaan Barang Dane Kampanye;
5)   Formulir 5 Laporan Aktwitas Penerimaan Danpenge[uaran Dane Kampanye

Sebelum Periode Pembukuan Leporan Awol Dana Kampanye;
6)    Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan t2enerimaan Dan

Pengeluaran;
7)   Formulir 7 Surat Pemyataan Tanggung Jawab Atas Leporan Awol Dane

Kampanye;
8)   Salin8n den Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye: dan
9)   Bukti-bukti tTansaksi penerimaan dan transaksi pengeluar8n.

(e)  Apchila IADK yang disampaikan olch Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh
KPu, KPu PTovinsi, dawlatau KPu Kabupetenh<ota seslJai dengan tingkatannya, make
Partai Politik Peseta Pemilu wajib melengkapi danlatau memperbaikj dokumen LADK
dimaksud dengan lADK peitiaikan yang yang terdiri atas:
1)    Formulir 1  Laporan Awal Dane Kampanyo;
2)   Formulir 2 Daffar Penerimaen Sumbangan Dane Kampanye;
3)   Formulir 3 Laporan Aktivilas Ffenerimaan Dan Pengeluaren Dana kampanys;
4)   Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dane Kampanye:
5)   Formulir 5  Laporan  Aktivitas Penerimaan Dan Pengelu8ran Dana Kampanye

Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
6)   Formulir 6 Laporan Awol Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan

Pengeluaran;
7)   Forrnulir 7 Surat Pemyataan Tanggung Jawab Alas Laporan Awal Dane

Kampanye;
8)   Salinan dan Rekening Koran Rckening Khusus Dane Kampanye;
9)    Bukttoukti transaksi penerimaen dan transaksi pengeluaran.



MUHAMMAD NAUFAL
Registered Public Accountant

3.   Laporan Pelierimaan Sumbangan Daira lfampanye (LPSDK)
1)    Muatan  lnformasi  -Pasal  49  ayat  (1)  PKPU  Nomor  18  Tahun  2023,  LPSDK  memuat

i nformasi sebagai berikut:
(a)  identitas penyumbang;
(b)  jumlah sumbangan Dana Kampanye.

2)   Kelengkapan  dan  Penyampaian  Laporan - Pasal 52 ayat (2),  (4), dan  Pasal 49 ayat (2)
PKPU Nomor 18 Tahun 2023:
(a)  Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupatonn{ota

menyampaikan LPSDK kepade KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK
yang diunggah melalui Sikadeka.

(b)  Penyampalan  LPSDK  dil8kukan  mulai  dari  awal  masa  K8mpanye  sampai  dengan  1
(satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.

(c)  LPSDK disamp8iken secara lengkap yang terdiri alas:
1)   LPSDK pihak Lain perseorangarl;
2)    LPSDK FThak lain Kelompok; den
3)   LPSDK Pihak Lain Perusahaan dawlatau Baden usaha Nonpemerintah.

4.   Laporan Ponerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
1)    Muatan lnformasi -Pasal 50 ayat (1) PKPU  Nomor 18 Tahun 2023,  Partai Politik Peserta

Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi:
(a)  RKDK;
(b)  Saldo awal atau saldo pembukaan den sumber perolehan;
(c)  Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan

pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan ;
(d)  Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum

pembukaan RKDK;
(e)  NF"lp masing-masing Partai Politik PeseTta Pemilu;
(f)   Bukti pengeluaran yang clapat diperlanggurigjowabkan.,
(g)  Saido akhir pada seat penutupen RKDK; dan
(h)  Asersi alas Laporan Dana Kampanye.

2)    Periode Pembukuan -Pasal 50 ayat (2). (6), (7), (8) dan ayat (10) PKPU Nomor 18 Tahun
2023:
(a)  Partal Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai seifak

3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Poljtik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tryuh)
hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang diturtyuk KIW;

(b)  LPPDK  Partai  Politik  Peserta   Pemilu  anggota  DPR,   DPRD  Provinsi,   dan   DPRD
KabupeteM<ota    ditandatangani    oleh    Pimpinan    Partai    Politik    sesuai    dengan
tingkatBnnya.

(c)  LPPDK colon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD KabupatenAtofa ditandatangani
oleh calon yang bersangkutan.

(d)  Dalam hal Pimpinan Partei Politik beThalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani oleh
pihak  yang   berwenang  sesuaj  dengan  ADAART  Partai  Politjk  yang  bersangkutan
dibuktikan    deng8n    surat    ketorangan    pendelegasian    deri    Partai    Politik    yang
bersangkutan.

(e)  Beinalangan tetap meliputj keadaan:
1) meninggal dunia;
2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
3) sedang melaksanak8n ibadarl ke8gamaan.

3)    Kelengkapan Dan Penyampaian - Pasal 53 ayat (3), (4), (6) dan Pasal 50 ayat (4) PKPu
Nomor 18 Tahun 2023:
(a)  Parfai Politik Pesotta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data

dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka;
(b)  Pimpinan  Partai  Politik  Peserfe  Pemilu  tingkat  pusat,  prwinsi,  dan  kebupaten/kota

Peserta  Pemilu  Anggcta  DPR dan  DPRD  rnenyampaikan  Laporan  Dana  Kampanye
paling lambat 15 qima belas) hari setelah pemungutari suara paling lambat pukul 23.59
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waktu setempat;
(c)  Peny8mpaian  LPPDK  kepade  KAP  yang  tel8h  diturtyuk  oleh  KPU,  dilampiri  dengan

LADK dan LPSDK seria dilengkapi dengan:
1)    FOTmulir 1  Laporan Penerimaan Dan Pengeluara Dana Kampanye;
2)   Formulir 2 Dafter Penerimaan Sumbengan Dane Kampanye;
3)   Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
4)   Formulir 4 Datlar Persediaan Barang Dana Kampanye;
5)   Formulir  5   Laporan   Aktivitas  Penerimaan   Dan   Pengeluaran   Dane  Kampanye

Sebelum   Periods   Pembukuan   Leporan   Perrerimaan   Dan   Pengeluaran   Dane
Kampanye:

6)   Formulir  6  LapoTan  Penerimaan  Dan  Pengeluaran  Dana  Kampanye  Pencatatan
Penerimaan Dan Pengeluaran;

7)   Formulir 7 Asersi Alas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
8)   Salinan den Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
9)   Surat Pemyataan dari Bank umum yang menyatakan bchwa rekening Pasengan

Calon bersangkutan tefah ditiltup;
10) Bukti-bukli transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

(d)  Dalam    hal    Partai    Politik    Peserta    Pemilu    tidak   menyampaikan    LPPDK,    KPU
menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit

4)    Somber/Klasifikasi dan  ldentitas Penyumbang -Pasal 31  ayat (1),  Pasal 33 ayat (1),  (2),
Pasal 32 ayat (8), Pasal 49 ayat(2), Pasal 36 ayat (3), (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2023:
(a)  Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:

1)    Partai politik;
2)   Calon anggota DPR, DPF`D provinsi, dan DPRD kabupatennccta dari Partai Politik

yang bersangkutan; dan
3)   Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu:

a.    Perscorangan;
b.    Ketompok;
c.    Perusahaan; dan/atau
d.    Badan usaha nonpernerint8h.

(b)  Sumbeng8n  deri  pihak  lain  harus  dilengkapl  dengan  surat  pemyataan  penyumbang
yang menunlt informasi identitas ldenyumbang dan jumlah sumbangan;

(c)  Sumhangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dawlatau badan
usaha nonpemerfnfah harus mencantumkan informasi identitas yElng jelas dan jumlah
sumbangen;

(d)  Kelompok yang memberikan sumhangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk liang,
bareng,   dan/atau  jasa   meTupaken   kelompok  berbadan   hukum   selain   organisasi
masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang mengatur mengenai
organis&si masyarekat;

(e)  Sumbangan   yang   berasal  dari   pihak  lain   Kelompok   dilampiri   salinan   keputusan
pengesahan     pendirian     Badan     Hukum     Nonpemerintah     dari     Menteri     yang
menyelenggarakan urusan pemerinfahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

(I)   Sumbangan yang berasal deri pihak lain perus8ha8n afau Badan Usaha Nonpemerintah
wajib dilampiri salinan akta pendiri8n Perus8haan atau badan usaha.

(g)  Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakuk8n dengan care memindahkan
dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang;

(h)  Identitas penyumbang dapat benlpe surat keterangan dari bank yang bersangkutan;
(i)   Sumbangan D8n8 Kampanye yang dilal<ukan rnelalui setoran tun8i ped8 bank, disertai

dengan surat pemyatoan penyumbang.
5)   Pencatatan Penerimaan Sumbangan -Pasal 34 ayat (4), Pasal 37 ayat (1),  PKPU Nomor

18 Tahun 2023:
(a)  Parfai Politik Pesena Pemilu mencafat dan melaporkan seluruh sumbangan (meneakup

uang, barang, dawlctau jasa yang dikonversikan dengan nilal uang, termasuk utang dan
diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi bates kewajaran hansaksi jual beli
secara umum) yang diterim8 ke dalarrl Dafter Penerimaan Sumbangan;

(b)  Dane  K8mpanye  yang  berupa  uang,  wajib  difempatkan  pada  RKDK  terfebih  dahulu
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sebelum digunakan unfuk kegiatan kampanye pemilu.
6)    Batasan/Kesusuaian Sumbangan -Pasal 34 ayat (1) dan (2), PKPU Nomor 18 Tahun 2023,

Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumfah penerimaan sumbangan (mencakup uang,
barang,  dan/atau jasa yang dikonversikan dengan niLai uang, termasuk utang dan diskon
pembelian barang atau jasa yang me[ebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum)
yang dilapoTkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bzlwah ini:
(a)  Rp2,500.000.000,00    (duo    milyar    lima    ratus   jiite    rupiah)    untuk    penyumbang

perscorangan;
(b)  Rp25.000.000.000,00 (due puluh lima milyar rupiah) untuk penyumbang kelompok

dan/atau badan usaha non pemerintah.
7)    Sumbangan Yang Dilarang -Pasal 34 ayah (5), PKPU Nomor 18 Tahuri 2023, Partai Politik

Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harms mematuhi ketentuan
berikut:
(a)  Dilarang menggunakan kelebihan dane dimaksud;
(b)  waifib mefapotfan sumhangan teTsebut kepada KPU; dan
(c)  menyerchkan sumbangan tersebut ke kas Neg8ra paling lambat 14 (ernpat belas) hari

setelah masa Kampanye berakhir.
8)    Batasan Pengeluaran Dana Kampanye -Pasal 41  ayat (1), pasal 34 ayat (4) PKPU Nomor

1 8 Tahun 2023:
(a)  Pengeluaran Kampanye Peseha Pemilu colon anggota DPR, DPRD provinsi, den

DPRD kabupatelthccha yaitu untuk:
1)   Pembiayaan aktivltas kampanye;
2)   Pembayaran huteng; dan
3)   Pengelualan lainlain yang dinilai berdasarkan harga p8sar yang w8jar

(b)  Setiap djskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual bell yang berlaku
secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan

Keterbatasan Lai)oman

Kami melaksanakan  proeedur dan  pemerolehan  buktj yang  relevan dan terbatas pada  informasi
yang   terfuang   pada   Laporan   Dana   Kampanye  yang  disampaikan   kepada   kami   oleh   Partai
Demokrasi Indonesia  Periuangan (PDIP)   Kabupaten  Buol.  Pada suatu pelaksanaan  Perikatan
Asurans, terdapat keterbafasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan
memungltinkan adanya kegagafan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang teriadi.
Terdapat keteTbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana
sebagai  asal  usul  Dana  Kampanye, sehingga ada kemungkinan  Dana Kampanye tidak tercakup
secara  menyelumuh  dalam  laporan  Dana  Kampanye  tersebut.  Pemeriksaan  kami  juga  terbatas
hanya   pada  dokumen   dan/atau   informasi  yang  diserahkan   dan/atau  disediakan   oleh   Partai
Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  (PDIP)    Kabupaten  Buol,  sehingga  kami  tidak  meLakukan
pemeriksaan   atas  hal-hal  yang  tidak  diungkapkan  di  dalam  Laporan.   Kami  tidak  memberikan
penentuan legal atas kepatuhan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Buol
terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Partai Demokrasl lhdone8ia PedtJangan (PDIP) Kabupaten BLlol

Partai   Demokrasi   Indonesia   Perjuangan   (PDIP)   Kabupaten   Buol   bertanggungjawab   atas
penyusunan  Laporan  Dana Kampanye yang sesLiai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.  Tanggung  jawab  tersebut  juga  mencakup  penerapan  metode  penilaian,  asumsi,  dan
perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem,
dan  pToses  yang  relevan  untuk  penyusunan  laporan.  Partai  Demokl.asi  Indonesia  Periuangan
(PDIP)   Kabupaten Buol juga beTtanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang tefah dinyatakan dalam Asersi Atas Laporan
Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
Kabupaten Bilol Tanggal 26 Februari 2024.
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Tanggung Ja`rab Akiintan PubL]k

Tanggung  jawab  kami,  Akuntan  Publik,  adalah  untuk  menyatakan  simpulan  berupa  pendapat
dengan  keyakinan  memadai terhadap  Laporan  Dana  Kampanye tersebut berdasarkan  prosedur-
prosedur  yang  kami  lakukan  dan  bukti-bukti  yang  kami  peroleh.  Kami  melakukan  perikafan  ini
berdasarkan Sfandar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain Audit atau
Reviu  atas  lnformasi  Keuangan  Historis"  yang  ditetapkan  oleh  lnstitut Akuntan  Publik Indonesia.
Standar tersebut rnewajibkan kami untuk memenuhi ketenfuan Standar Pengendalian Mutu  1  dan
Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang
terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga men/ajibkan kami untuk merencanakan
dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesirnpulan kami,
Seluruh  personel  profesional  kami  memiliki  kompetensi  dan  pengalaman  yang  diperlukan  dalam
melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia  NomoT  1815 Tahun  2023 tentang  Pedoman  Teknis  Pelaksanaan  Audit  Laporan  Dana
Kampanye  Peserta  Pemilihan  Umum dan  Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor 210 Tahiin
2024  Tentang  Perubahan  Afas  Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  1815  Tahun  2023
tentang Pedoman Teknis Pelakcanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum,
kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung seiak kami menerima
Laporan Dana Kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Buol dari
Komisi Pemilihan Umum (KPu) Kabupaten Buol.

Simpulan

Menurut  opini  kami.  Asersi  Paitai  Demokrasi  Indonesia  PeTjuangan  (PDIP)    Kabupaten  Buol
dalam  Laporan  Dana  Kampanye  tersebut  di  alas,  telah  patuh  dalam  semua  hal  yang  material,
terhadap kriteria sebagaimana diatur da[am Peraturan Dana Kampanye.

P®mbatasan Pengg unaan Laporan

Tanggung jawab  kami  dalam  mefakukan  Perikatan  Asurans  ini  hanya  kepada  Komisi  Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten Buol dan sesuai dengan Surat Perianjian Kontrak yang telah disepakati.
0leh karena itu kami tidak bertanggung jawab alas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau
untuk tujuan lainnya.

Kantol. Akuntan Publlk
Muhammad Naufal

Ivluhammad l\laufal. SEE.  CPA
Ilzin Akuntan Publik AP.1942

Tanggal 28 Maret 2024



A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

 

 

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PEMILIHAN 

UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 
 

DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BUOL 

 

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

Periode 17 Desember 2022 s/d 22 Februari 2024 

 

 

NOMOR 
 

AKTIVITAS 
BENTUK DANA KAMPANYE 

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp) 

A.1 Penerimaan sebelum periode 

pembukuan 

0 0 0 

A.2 Penerimaan sumbangan    

1. Partai Politik    

 a.  Partai Politik Tingkat Pusat 0 0 0 

 b.  Partai Politik Tingkat Provinsi 0 0 0 

 c.  Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota 510.000 0 0 

2. Calon Anggota Legislatif    

 a.  Sumbangan Calon Anggota Legislatif 

kepada Parpol 

0 0 0 

 b.  Jasa Kampanye Calon Anggota 

Legislatif 

0 0 0 

3. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 0 0 0 

4. Sumbangan Pihak Lain Kelompok 0 0 0 

5. Sumbangan Pihak Lain Perusahaan 

dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah 

0 0 0 

 JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN 510.000 0 0 

     

A.3 Penerimaan Lain-Lain    

1. Bunga Bank 0 0 0 

 JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN 0 0 0 

     

A.4 Penerimaan Barang Hasil Pembelian    

1. Penerimaan Barang Hasil Pembuatan 

Bahan/Design dan/atau Alat Peraga 

Kampanye 

0 0 0 

2. Barang Diterima Dimuka Hasil 

Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat 

Peraga Kampanye 

0 0 0 

 JUMLAH PENERIMAAN BARANG 

HASIL PEMBELIAN 

0 0 0 

     



 

 

NOMOR 
 

AKTIVITAS 
BENTUK DANA KAMPANYE 

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp) 

 TOTAL PENERIMAAN 510.000 0 0 

     

B Pengeluaran sebelum periode 

pembukuan 

0 0 0 

B.1 Pengeluaran    

1. Rapat Umum 0 0 0 

2. Pertemuan Terbatas 0 0 0 

3. Pertemuan Tatap Muka 0 0 0 

4. Pembuatan/Produksi Iklan di Media 

Massa Cetak, Media Massa Elektronik, 

Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan 

0 0 0 

5. Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat 

Peraga Kampanye 

0 0 0 

6. Penyebaran Bahan Kampanye Partai 

Politik Kepada Umum dan/atau 

pemasangan Alat Peraga Kampanye 

   

 a.  Penyebaran Bahan Kampanye Partai 

Politik Kepada Umum 

0 0 0 

 b.  Pemasangan Alat Peraga Kampanye 

Partai Politik 

0 0 0 

7. Penyebaran Bahan Kampanye Calon 

Anggota Legislatif Kepada Umum 

dan/atau pemasangan Alat Peraga 

Kampanye 

   

 a.  Penyebaran Bahan Kampanye Calon 

Anggota Legislatif Kepada Umum 

0 0 0 

 b.  Pemasangan Alat Peraga Kampanye 

Calon Anggota Legislatif 

0 0 0 

8. Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar 

Larangan Kampanye dan Peraturan 

Perundang-undangan 

0 0 0 

9. Pengeluaran Lain-lain    

 a.  Administrasi Bank 0 0 0 

 b.  Pembelian Kendaraan 0 0 0 

 c.  Pembelian Peralatan 0 0 0 

 d.  Pembayaran Utang Pembelian 

Barang 

0 0 0 

 e.  Pengeluaran Lain    

 1)  Pengeluaran Lainnya 0 0 0 

 2)  Sumbangan ke Parpol Tingkat 

Provinsi/Kabupaten/Kota 

0 0 0 

 3)  Sumbangan ke Calon Anggota 

Legislatif 

0 0 0 

 4)  Jasa Kampanye Calon Anggota 

Legislatif 

0 0 0 

     

 TOTAL PENGELUARAN 0 0 0 

     

C Utang    

1. Utang Pembelian Barang 0 0 0 



 

 

NOMOR 
 

AKTIVITAS 
BENTUK DANA KAMPANYE 

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp) 

     

D Saldo    

1. Kas di Rekening Khusus Dana 

Kampanye 

510.000 0 0 

2. Kas di Bendahara 0   

3. Barang 0 0 0 

 

 

 

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH 

KABUPATEN BUOL 

BUOL, 26 Februari 2024 
 

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH 

KABUPATEN BUOL

 

 

Cap 
 

(AHMAD T. TAKULOE)                                                                                       (YUDDY PRIADI) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPORAN DANA KAMPANYE 

PESERTA PEMILU TAHUN 2024 

PARTAI GOLONGAN KARYA 
KABUPATEN BUOL  
 
DAN  
 
LAPORAN ASURANS INDEPENDEN 
 



 

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN 
00018/2.0655/SPA3000/DK/0779-1/1/III/2024 

 
 
Kepada Yth. 
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol 
Di Tempat 
 
Cakupan 
Kami telah ditugaskan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan 
Kontrak Nomor 363/PL.01.7-SPK/72/2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan 
keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana 
Kampanye Partai Golongan Karya Kabupaten Buol untuk periode 16 November 2023 sampai 
dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana 
Kampanye yang terdiri dari: 
a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum. 
b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis 

Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum. dan 
c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis 

Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye. 
 
Informasi Hal Pokok 
Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang 
Dana Kampanye Pemilihan Umum, Laporan Dana Kampanye Partai Golongan Karya 
Kabupaten Buol terdiri dari: 
1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi 

Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo 
pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum 
pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang 
bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan 
pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) 
hari sebelum penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol. dan 

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang 
memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan 
sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Buol. dan 

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan 
yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak 
ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye. 

 
 



 

Kriteria 
Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan ketentuan 
pelaksanaannya. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Politik 
Peserta Pemilu dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi 
oleh Partai Golongan Karya Kabupaten Buol dalam menyusun Laporan Dana Kampanye 
adalah: 
1. Rekening Khusus Dana Kampanye 

a) Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu 
yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank Umum. 

b) Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan 
Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa 
kampanye. 

c) Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang 
diterbitkan oleh KPU. 

d) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat 
kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, 
KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. 

e) Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK 
dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik. 

f) Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK 
terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. 

g) RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan 
penggantian. 

h) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari 
setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum 
penyampaian LDK kepada KAP.  

i) Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan 
RKDK kepada Bank Umum. 

j) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa 
surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan 
dari Bank Umum. 

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) 
a) Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi: 

1) RKDK. 
2) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan. 
3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan 

sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima 
sebelum periode pembukaan. 

4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk 
sebelum pembukaan RKDK. 

5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu. 



 

6) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. 
b) Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah 

Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum 
penyampaian LADK. 

c) LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 
Kabupaten/Kota ditandatangan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan 
tingkatannya. 

d) LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 
ditandatangani oleh calon yang bersangkutan. 

e) Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani 
oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu 
yang bersangkutan. 

f) Berhalangan tetap meliputi keadaan: 
1) meninggal dunia. 
2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. atau 
3) sedang melaksanakan ibadah keagamaan. 

g) Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan 
Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi 
penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) 
Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk 
rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. 

h) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan 
dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka. 

i) Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Partai Politik 
Peserta Pemilu kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 5 (hari) Hari sejak 
menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling 
lambat pukul 23.59 waktu setempat 

j) Penyerahan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai 
dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan: 
1) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye. 
2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 
3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye. 
4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye 
5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye 

Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye. 
6) Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan 

Pengeluaran. 
7) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana 

Kampanye. 
8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye. dan 
9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 



 

k) Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan 
oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan 
tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau 
memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas: 
1) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye. 
2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 
3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye. 
4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye. 
5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye 

Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye 
6) Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan 

Pengeluaran. 
7) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana 

Kampanye  
8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye. 
9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 

3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) 
a) LPSDK memuat informasi sebagai berikut: 

1) identitas penyumbang. 
2) jumlah sumbangan dana kampanye. 

b) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat 
kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU dengan mengirimkan data dan 
dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka. 

c) Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 
(satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir. 

d) LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas: 
1) LPSDK Pihak Lain Perseorangan. 
2) LPSDK Pihak Lain Perseorangan. 
3) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Non Pemerintah. 

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) 
a) Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi: 

1) RKDK 
2) Saldo awal atau saldo Saldo awal atau saldo: Saldo awal pembukuan yang 

merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk 
kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan. 

3) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk 
sebelum pembukaan RKDK. 

4) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu. 
5) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. 
6) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK. dan 
7) Asersi atas Laporan Dana Kampanye. 



 

b) Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai 
sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan 
ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU. 

c) LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 
Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan 
tingkatannya. 

d) LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 
ditandatangani oleh calon yang bersangkutan. 

e) Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani 
oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan 
dibuktikan dengan surat keterangan pendelegasian dari Partai Politik yang 
bersangkutan. 

f) Berhalangan tetap meliputi keadaan: 
1) meninggal Dunia. 
2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. atau 
3) sedang melaksanakan ibadah keagamaan. 

g) Pengurus Partai Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan 
data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka. 

h) Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota 
Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye 
paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 
23.59 waktu setempat. 

i) Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU, dilampiri dengan 
LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan: 
1) Formulir 1 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye. 
2) Formulir Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 
3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye. 
4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye. 
5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye 

Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana 
Kampanye. 

6) Formulir 6 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan 
Penerimaan Dan Pengeluaran. 

7) Formulir 7 Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye. 
8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye. 
9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai 

Politik Peserta Pemilu bersangkutan telah ditutup. 
10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 

j) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, KPU 
menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan 
audit. 

 



 

k) Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari: 
1) Partai Politik. 
2) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai 

Politik yang bersangkutan. dan 
3) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu Perseorangan, 

Kelompok, Perusahaan dan/atau Badan usaha non Pemerintah. 
l) Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang 

yang menurut informasi Penyumbang dan jumlah sumbangan. 
m) Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau 

badan usaha non pemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas 
dan jumlah sumbangan. 

n) Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk 
uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain 
organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang 
mengatur mengenai organisasi masyarakat. 

o) Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampiri salinan keputusan 
pengesahan pendirian Badan Hukum Non Pemerintah dari Menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 

p) Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha Non 
Pemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha. 

q) Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara 
memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas 
penyumbang. 

r) Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan. 
s) Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, 

disertai dengan surat pernyataan penyumbang. 
t) Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan 

(mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, 
termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas 
kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar 
Penerimaan Sumbangan. 

u) Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu 
sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. 

v) Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup 
uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang 
dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual 
beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah 
di bawah ini. 
1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang 

perseorangan. dan 
2) Rp25.000.0000.000,00 (dua puluh lima milyar) untuk penyumbang kelompok 

dan/atau badan usaha non pemerintah. 



 

w) Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan 
DPRD kabupaten/kota yaitu untuk: 
1) Pembiayaan aktivitas kampanye. 
2) Pembayaran hutang. dan 
3) Pengeluaran lain-lain yang dimiliki berdasarkan harga pasar yang wajar. 

x) Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang 
berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan. 

 
Keterbatasan Laporan 
Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada 
informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh 
Partai Golongan Karya Kabupaten Buol. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, 
terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan 
memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang 
terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat 
pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana 
Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. 
Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan 
dan/atau disediakan oleh Partai Golongan Karya Kabupaten Buol, sehingga kami tidak 
melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak 
memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Golongan Karya Kabupaten Buol 
terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye. 
 
Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Golongan Karya Kabupaten Buol 
Partai Golongan Karya Kabupaten Buol bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana 
Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung 
jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang 
digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan 
proses yang relevan untuk penyusunan laporan. 
 
Partai Golongan Karya Kabupaten Buol juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan 
dalam Asersi Partai Golongan Karya Kabupaten Buol tanggal 12 Januari 2024. 
 
Tanggung Jawab Akuntan Publik 
Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat 
dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan 
prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan 
perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): “Perikatan Asurans 
selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut 
Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan 
Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan 



 

independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar 
tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans 
secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami. 
 
Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan 
dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, kami 
melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami 
menerima Laporan Dana Kampanye Partai Golongan Karya Kabupaten Buol dari Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Buol. 
 
Basis adanya Ketidakpatuhan 
Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap 
kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye dalam 
melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Partai Golongan Karya Kabupaten Buol 
selama periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024, antara lain: 
 
1. Aspek Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) 

 
Kriteria: 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum: 
a. Pasal 50 ayat (2) menyatakan Periode pembukuan LPPDK sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik Peserta 
Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang 
ditunjuk KPU. 

b. Pasal 50 ayat (4) menyatakan LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir MODEL-LPPDK 
PARPOL. 
 

Kondisi: 
a. Tanggal penutupan LPPDK yang disampaikan oleh Partai Politik adalah sebagai 

berikut: 
1) LPPDK Formulir 2 ditutup pada tanggal 6 Januari 2024 
2) LPPDK Formulir 3 ditutup pada tanggal 31 Desember 2023 
3) LPPDK Formulir 4 ditutup pada tanggal 31 Desember 2023 

b. Partai politik tidak menyampaikan LPPDK Formulir 1 sesuai ketentuan yang berlaku 
dan tidak ditandatangani oleh ketua dan bendahara. 

 
 
 
 



 

Simpulan 
Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas dalam 
semua hal yang material, Asersi Partai Golongan Karya Kabupaten Buol dalam Laporan Dana 
Kampanye tersebut di atas, tidak patuh terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum dan peraturan pelaksanaannya. 
 
Pembatasan Penggunaan Laporan 
Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Buol dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah 
disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh 
pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya. 
 
Hormat kami, 
Kantor Akuntan Publik 
Drs. Supriadi Laupe 
 
 
 
 
 
Dr. Supriadi Laupe, M.Si, Ak, CA, CPA 
NRAP: 0779 
 
25 Maret 2024 



G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

PARTAI GOLONGAN KARYA

DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BUOL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ABDULLAH BATALIPU, S.Sos, M.Si

Alamat : KEL. LEOK 1 KEC. BIAU KAB. BUOL

Nomor Induk Kependudukan : 7205060803600001

Jabatan : Ketua

2. Nama : HARUN PONTOH

Alamat : KEL. KALI KEC. BIAU KAB. BUOL

Nomor Induk Kependudukan : 7205122308500001

Jabatan : Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT
PATUH/
TIDAK
PATUH

1 2 3 4 5

A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

1. Pembukaan a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama
Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening
Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Komisi Pemilihan
Umum tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023

b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai
Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta
Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum
dimulainya masa Kampanye

Pasal 37 ayat (3) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor
RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU
Kabupaten/Kota.

Pasal 37 ayat (8) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
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2. Pengelolaan Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang
berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum
digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

Pasal 36 ayat (2) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

3. Penutupan a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari
setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan
1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana
Kampanye kepada KAP.

Pasal 38 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan
rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum
kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah
menerima surat pernyataan dari Bank Umum.

Pasal 38 ayat (5) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

1. Muatan Informasi Kami menyusun LADK yang memuat informasi: Pasal 47 ayat (1) Peraturan

a. RKDK; Komisi Pemilihan Umum

b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber
perolehan;

tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor

c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo
hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk
kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode
pembukuan;

18 Tahun 2023.

d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik
Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;

e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik
Peserta Pemilu; dan

f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan.

2. Pembukuan a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan
yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik
ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu)
Hari sebelum penyampaian LADK.

Pasal 47 ayat (2) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan
keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang
bersangkutan.

Pasal 43 ayat (3) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi
tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan
pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran
yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 43 ayat (6) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT
PATUH/
TIDAK
PATUH

1 2 3 4 5
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d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab
Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Pasal 43 ayat (7) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

3. Penyampaian
Laporan

a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU
Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan
dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;

Pasal 51 ayat (3) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

b. Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14
(empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal
pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat
umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;

Pasal 51 ayat (4) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan
LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui
Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima
tanda pengembalian dan berita acara hasil
pencermatan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat
pukul 23.59 waktu setempat.

Pasal 51 ayat (7) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

4. Kelengkapan a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri
atas:

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye; dan

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh
KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi
dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud
dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:
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1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye; dan

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

1. Muatan Informasi Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU
yang memuat informasi:

Pasal 49 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum

a. Identitas penyumbang; dan tentang Dana Kampanye

b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023

2. Penyampaian
Laporan

Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota,
mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu)
Hari setelah masa Kampanye berakhir.

Pasal 52 ayat (3) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

3. Kelengkapan Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri
atas:

a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan;

b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan

c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha
Nonpemerintah.

D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

1. Muatan Informasi Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: Pasal 50 ayat (1) Peraturan

a. RKDK; Komisi Pemilihan Umum

b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber
perolehan;

tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT
PATUH/
TIDAK
PATUH

1 2 3 4 5

Dell
Typewritten text
Patuh

Dell
Typewritten text
Patuh

Dell
Typewritten text
Patuh

Dell
Typewritten text
Patuh

Dell
Typewritten text
Patuh



c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo
hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk
kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode
pembukuan;

18 Tahun 2023.

d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik
Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;

e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik
Peserta Pemilu;

f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan;

g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK;
dan

h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.

2. Pembukuan a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari
setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan
ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK
kepada KAP yang ditunjuk KPU.

Pasal 50 ayat (2) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan
keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang
bersangkutan.

Pasal 43 ayat (3) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi
tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan
pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran
yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 43 ayat (6) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab
Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Pasal 43 ayat (7) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

3. Penyampaian
Laporan

a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang
ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan
dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.

Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3)
Peraturan Komisi Pemilihan
Umum tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023

b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima
belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling
lambat pukul 23.59 waktu setempat.

Pasal 53 ayat (4) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

4. Kelengkapan Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri
atas:

1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
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2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN
DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA
KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM
PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan
bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang
bersangkutan telah ditutup; dan

10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

E. Ketentuan Lainnya

1. Sumber Dana
Kampanye

Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh
dari:

Pasal 31 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye

a. Partai Politik; Pemilihan Umum Nomor

b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan;
dan

18 Tahun 2023.

c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain

2. Pembatasan/
Kesesuaian
Sumbangan

Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan
sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa
yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon
pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran
transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK,
LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal
sumbangan sebagai berikut:

Pasal 34 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023.

a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari
perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua
miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.

b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok,
perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah
paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima
miliar rupiah) selama masa Kampanye.
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3. Sumbangan yang
Dilarang

Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang
dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang
maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:

Pasal 34 ayat (5) dan Pasal
116 ayat (2) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum tentang

a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; Dana Kampanye Pemilihan

b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada
KPU; dan

Umum Nomor 18 Tahun 2023.

c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara
paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa
Kampanye berakhir.

4. Pengeluaran
Dana Kampanye

Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran
Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye,
pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai
berdasarkan harga pasar yang wajar.

Pasal 41 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023

Catatan:

a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian
barang dan/ atau pembayaran jasa.

b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas
hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari
pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung
jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk
membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam
pemungutan dan penghitungan suara.
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A. FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN

PARTAI GOLONGAN KARYA

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BUOL

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

Periode 17 Desember 2022 s/d 06 Januari 2024

NOMOR AKTIVITAS
BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)

A.1 Penerimaan sebelum periode
pembukuan

0 0 0

A.2 Penerimaan sumbangan

1. Partai Politik

a. Partai Politik Tingkat Pusat 0 0 0

b. Partai Politik Tingkat Provinsi 0 0 0

c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota 200.133.000 0 0

2. Calon Anggota Legislatif

a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif
kepada Parpol

0 0 0

b. Jasa Kampanye Calon Anggota
Legislatif

0 0 42.149.500

3. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 0 0 0

4. Sumbangan Pihak Lain Kelompok 0 0 0

5. Sumbangan Pihak Lain Perusahaan
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah

0 0 0

JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN 200.133.000 0 42.149.500

A.3 Penerimaan Lain-Lain

1. Bunga Bank 0 0 0

JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN 0 0 0

A.4 Penerimaan Barang Hasil Pembelian

1. Penerimaan Barang Hasil Pembuatan
Bahan/Design dan/atau Alat Peraga
Kampanye

0 0 0

2. Barang Diterima Dimuka Hasil
Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat
Peraga Kampanye

0 0 0

JUMLAH PENERIMAAN BARANG
HASIL PEMBELIAN

0 0 0

TOTAL PENERIMAAN 200.133.000 0 42.149.500



B Pengeluaran sebelum periode
pembukuan

0 0 0

B.1 Pengeluaran

1. Rapat Umum 0 0 0

2. Pertemuan Terbatas 93.000 0 0

3. Pertemuan Tatap Muka 0 0 0

4. Pembuatan/Produksi Iklan di Media
Massa Cetak, Media Massa Elektronik,
Media Sosial, dan Media Dalam
Jaringan

0 0 0

5. Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat
Peraga Kampanye

0 0 0

6. Penyebaran Bahan Kampanye Partai
Politik Kepada Umum dan/atau
pemasangan Alat Peraga Kampanye

a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai
Politik Kepada Umum

0 0 0

b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Partai Politik

0 0 0

7. Penyebaran Bahan Kampanye Calon
Anggota Legislatif Kepada Umum
dan/atau pemasangan Alat Peraga
Kampanye

a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon
Anggota Legislatif Kepada Umum

0 0 0

b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Calon Anggota Legislatif

0 0 0

8. Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar
Larangan Kampanye dan Peraturan
Perundang-undangan

0 0 0

9. Pengeluaran Lain-lain

a. Administrasi Bank 0 0 0

b. Pembelian Kendaraan 0 0 0

c. Pembelian Peralatan 0 0 0

d. Pembayaran Utang Pembelian
Barang

0 0 0

e. Pengeluaran Lain

1) Pengeluaran Lainnya 0 0 0

2) Sumbangan ke Parpol Tingkat
Provinsi/Kabupaten/Kota

0 0 0

3) Sumbangan ke Calon Anggota
Legislatif

0 0 0

4) Jasa Kampanye Calon Anggota
Legislatif

0 0 42.149.500

TOTAL PENGELUARAN 93.000 0 42.149.500

C Utang

1. Utang Pembelian Barang 0 0 0

NOMOR AKTIVITAS
BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)



D Saldo

1. Kas di Rekening Khusus Dana
Kampanye

200.040.000 0 0

2. Kas di Bendahara 0

3. Barang 0 0 0

NOMOR AKTIVITAS
BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)

Buol, 12 Januari 2024

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BUOL

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BUOL
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LAPORAN ASURANS INDEPENDEN 

Nomor: 00005/2.0937/1791/DAKAM-2024/BUOL/NASDEM 

 

Kepada Yth: 

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol 

 

Cakupan 

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi 

Tengah berdasarkan kontrak Nomor: 364/PL.01.7-SPK/72/2024, untuk melakukan 

Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap 

kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten 

Buol untuk periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024 terhadap 

peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye, yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik   

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7  

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6863); 

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana   

Kampanye Pemilihan Umum; 

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman 

Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye; 

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman 

Teknis  Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum; 

5. Untuk selanjutnya Undang-undang dan peraturan tersebut diatas kami sebu sebagai    

“Peraturan Dana Kampanye”. 

 

Informasi Hal Pokok 

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 

Laporan Dana Kampanye Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Buol terdiri 

dari: 

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi 

Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo 

pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh 



 

 
 

 

sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan 

sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau 

Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai 

Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol; 

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pmbukuan yang 

memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK 

disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol; dan 

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan 

yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai 

sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa 

kampanye. 

 

Kriteria 

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2023. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan 

diterapkan oleh Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Buol dalam 

penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Nasdem   

Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Buol dalam menyusun Laporan Dana Kampanye 

adalah: 

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) 

a. Pembukaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai 

Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik 

Peserta Pemilu pada Bank Umum. 

2) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui 

ketentuan Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum 

dimulainya masa kampanye. 

3) ayat (4), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan 

RKDK yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum . 

4) ayat (8), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan 

tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor 

RKDK kepada Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan 

tingkatannya. 

b. Pengelolaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1) ayat (6), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk 



 

 
 

 

mengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai 

Politik, 

2) ayat (10), RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau 

dilakukan penggantian, dan 

3) Pasal 36 ayat (1), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib 

ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan 

Kampanye Pemilu. Penutupan, Pasal 38 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

c. Penutupan, Pasal 38 PKPU no 18 tahun 2023 : 

1) ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank 

Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 

(satu) Hari sebelum penyampaian LDK kepada KAP, 

2) ayat (2), Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat 

permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum, dan 

3) Pasal 38 ayat (5), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti 

penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari 

setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum. 

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) 

a. Muatan Informasi, Pasal 47 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, yang memuat 

informasi: 

1) RKDK; 

2) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; 

3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan 

sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye 

4) apabila diterima sebelum periode pembukuan; 

5) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk 

sebelum pembukaan RKDK; 

6) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; 

7) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan 

b. Periode Pembukuan, Pasal 47 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 

(tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan 

ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK. 

2) ayat (6), LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, 

dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai 

dengan tingkatannya. 

3) ayat (7), LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan. 

4) ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK 



 

 
 

 

dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART 

Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. 

5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan: 

a) meninggal dunia; 

b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau 

c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan Kelengkapan dan 

Penyampaian, Pasal 51 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

6) ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi 

Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan 

kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang 

ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal 

pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat 

pukul 23.59 waktu setempat. 

7) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan 

mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka. 

8) ayat (7), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan 

oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada Komisi 

Pemilihan Umum melalui Sikadeka paling lambat 5 (hari) Hari sejak 

menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari 

Komisi Pemilihan Umum , paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. 

9) ayat (5), apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu 

dikembalikan oleh Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan 

tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau 

memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang yang 

terdiri atas: 

a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye; 

b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye; 

c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana 

Kampanye; 

d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; 

e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana 

Kampanye sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye 

f)   Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan 

Pengeluaran; 

g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana 

Kampanye 

h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus  Dana Kampanye; 



 

 
 

 

i)   Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran, dan 

j)   Pasal 47 ayat (4), Penyerahan LADK kepada Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan: 

Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye; 

k) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye; 

l)   Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana 

Kampanye; 

m) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye 

n) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana 

Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye; 

o) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan 

Pengeluaran; 

p) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal 

Dana Kampanye; 

q) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye 

r) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran 

3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) 

a. Muatan Informasi Pasal 49 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, LPSDK memuat 

informasi: 

1) identitas penyumbang 

2) jumlah sumbangan Dana Kampanye 

b. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 52 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan 

tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada Komisi Pemilihan 

Umum dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah 

melalui Sikadeka, 

2) ayat (4), Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye 

sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, dan 

3) Pasal 49 ayat (2), LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas: 

a) LPSDK Pihak Lain Perseorangan; 

b) LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan 

c) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan /atau Badan Usaha  Nonpemerintah. 

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) 

a. Muatan Informasi, Pasal 50 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik 

Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi: 

1) RKDK 

2) Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; 



 

 
 

 

3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan 

sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima 

sebelum periode pembukuan; 

4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu 

termasuk sebelum pembukaan RKDK; 

5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; 

6) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; 

7) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan 

8) Asersi atas Laporan Dana Kampanye. 

b. Periode Pembukuan, Pasal 50 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK 

yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik 

Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK 

kepada KAP yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum. 

2) ayat (6), LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, 

dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik 

sesuai dengan tingkatannya. 

3) ayat (7), LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan. 

4) ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat 

ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai 

Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan 

pendelegasian dari Partai Politik yang bersangkutan. 

5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan: 

a) meninggal dunia; 

b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau 

c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan 

c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 53 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan 

mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka. 

2) ayat (4), Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan 

kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan 

Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah 

pemungutan suara paling lambat pukul 23.59 waktu setempat, 

3) ayat (6), Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan 

LPPDK, Komisi Pemilihan Umum menyampaikan LADK dan LPSDK kepada 

KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit, dan 

4) Pasal 50 ayat (4), Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh 



 

 
 

 

Komisi Pemilihan Umum, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi 

dengan: 

a) Formulir  1,   Laporan   Penerimaan   dan   Pengeluara   Dana Kampanye; 

b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye; 

c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana 

Kampanye; 

d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; 

e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana 

Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan 

Pengeluaran Dana Kampanye; 

f)   Formulir 6, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye 

Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran; 

g) Formulir 7, Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana 

Kampanye; 

h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus  Dana Kampanye; 

i)   Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening 

Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup. 

j)   Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran 

d. Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, sebagaimana diatur dalam PKPU 

nomor 18 tahun 2023: 

1) Pasal 31 ayat (1), Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD 

bersumber dari: 

a) Partai Politik; 

b) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai 

Politik yang bersangkutan; dan 

c) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu: 

i. Perseorangan; 

ii. Kelompok; 

iii. Perusahaan; dan/atau 

iv. Badan usaha nonpemerintah 

2) Pasal 32 ayat (8), Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta 

Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok 

berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan 

perundang- undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat. 

3) Pasal 33 ayat (1), Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat 

pernyataan penyumbang yang menurut informasi identitas Penyumbang dan 

jumlah sumbangan. 

4) Pasal 33 ayat (2), Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, 



 

 
 

 

perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan 

informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan. 

5) Pasal 49 ayat (2) huruf b, Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok 

dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum 

Nonpemerintah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang hukum  dan hak asasi manusia. 

6) Pasal 49 ayat (2) c, Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan 

atau Badan Usaha Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian 

Perusahaan atau badan usaha. 

7) Pasal 36 ayat (3) huruf b, Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang 

dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening 

penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang. 

8) Pasal 36 ayat (5), Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari 

bank yang bersangkutan; Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan 

melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan 

penyumbang. 

e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Pasal 34 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1) ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh 

sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan 

dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa 

yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang 

diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan, dan 

2) Pasal 37 ayat (1), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan 

pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye 

pemilu. 

 

f. Batasan/Kesesuaian Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 

tahun 2023 Pasal 34 ayat (1) dan (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi 

jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang 

dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian 

barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara 

umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di 

bawah ini: 

1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang 

perseorangan; dan 

2) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk penyumbang 

kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah 

g. Sumbangan yang dilarang, Pasal 34 ayat (5) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai 

Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus 



 

 
 

 

mematuhi ketentuan berikut: 

1) Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud; 

2) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum; dan 

3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat 

belas) hari setelah masa Kampanye berakhir. 

h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 41 PKPU nomor 18 tahun 2023: 

1) ayat (1), Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD 

provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu untuk: 

a) Pembiayaan aktivitas kampanye; 

b) Pembayaran hutang; dan 

c) Pengeluaran lain- lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar. 

2) Pasal 34 ayat (4), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas 

kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan 

sumbangan. 

 

Keterbatasan Laporan 

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada 

informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami 

oleh Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Buol. Pada suatu pelaksanaan 

Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara 

sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi 

ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, 

ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana 

Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara 

menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas 

hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh 

Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Buol, sehingga kami tidak melakukan 

pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak 

memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah 

Kabupaten Buol terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan 

Dana Kampanye. 

 

Tanggung Jawab Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Buol 

Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Buol bertanggungjawab atas 

penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode 

penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, 

implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan  laporan. 



 

 
 

 

Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Buol  juga bertanggung jawab atas 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana  Kampanye, 

sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran 

Dana Kampanye Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Buol tertanggal 28 

Februari 2024. 

 

Tanggung Jawab Akuntan Publik 

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa 

pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut 

berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. 

Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): 

“Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis” yang 

ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami 

untuk memenuhi  ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan 

Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam 

Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan 

melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami. 

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan 

dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan pasal 102 ayat (1) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023, kami melaksanakan perikatan ini selama 

30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye 

Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Buol dari Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Buol. 

 

Basis adanya Ketidakpatuhan 

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini 

terhadap kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana 

Kampanye dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Partai Nasdem 

Kabupaten Buol selama periode 17 Desember 2022 sd. 22 Februari 2024, antara 

lain :  

 

1. Asersi A.3 tentang Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) 

Nomor 3 poin (a) yang menyatakan “Kami menutup RKDK pada bank umum 1 

(satu) hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) hari 

sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye pada KAP”. Namun tanggal 

penutupan RKDK Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Buol tidak 

sesuai dengan peraturan, yaitu ditutup tanggal 22 Februari 2024, yang 



 

 
 

 

seharusnya periode penutupan pada tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 

28 Februari 2024. 

2. Asersi B.1 tentang Muatan Informasi LADK yang menyatakan “kami menyusun 

LADK yang memuat Informasi RKDK”. Temuan pada asersi tersebut antara 

lain: 

a) Saldo awal untuk pembukaan RKDK tidak tercatat dalam LADK.  

b) Saldo pada LADK tidak sama dengan RKDK. 

c) Saldo penutupan LADK dan RKDK tidak sama. 

3. Asersi D.1 tentang Muatan Informasi LPPDK yang menyatakan “kami 

menyusun LPPDK yang memuat Informasi saldo akhir pada saat penutupan 

LPPDK”. Temuan pada asersi tersebut  adalah  saldo akhir tidak sesuai antara 

pencatatan pada LPPDK dengan RKDK. 

 

Simpulan 

Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidakpatuhan yang dijelaskan diatas dalam 

semua hal yang material, Asersi Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Buol 

dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, tidak patuh terhadap kriteria yang 

berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum  Nomor 18 tahun 

2023. 

 

Pembatasan Penggunaan Laporan 

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Buol dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah 

disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini 

oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.  

 

Kantor Akuntan Publik 

KAP Effendy dan Rekan 

 

 

Achmad Zaenudin, SE, Ak, CA, CPA 

Nomor Register AP. 01791 

Bekasi, 27 Maret 2024 



G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 
 

 
ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 

PARTAI NASDEM 

DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BUOL 

 
Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

 
1. Nama : RYAN NATHANIEL KWENDY 

Alamat : 
RT. 017, RW. 004, KEL. BUOL, KEC. BIAU, KAB. BUOL, SULAWESI 

TENGAH 

Nomor Induk Kependudukan : 7205062551290002 

Jabatan : Ketua 

 
2. Nama : LAE TONI WANGI 

Alamat : 
RT. 004, RW. 002, DESA KANTANAN, KEC. BOKAT, KAB. BUOL, 

SULAWESI TENGAH 

Nomor Induk Kependudukan : 7205031005770002 

Jabatan : Bendahara 

 
adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota. 

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut: 

 
 

 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) 

1. Pembukaan a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama 

Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening 

Partai Politik Peserta Pemilu. 

Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) 

Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum tentang Dana 
Kampanye Pemilihan Umum 
Nomor 18 Tahun 2023 

 
 
 

PATUH 

b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai 

Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta 

Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum 

dimulainya masa Kampanye 

Pasal 37 ayat (3) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

 
 
 

PATUH 

c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor 

RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU 

Kabupaten/Kota. 

Pasal 37 ayat (8) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

 
 
 

PATUH 



 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

2. Pengelolaan Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang 

berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum 

digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. 

Pasal 36 ayat (2) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

 
 
 

PATUH 

3. Penutupan a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari 

setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 

1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana 

Kampanye kepada KAP. 

Pasal 38 ayat (1) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

 
 
 

PATUH 

b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan 

rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum 

kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah 

menerima surat pernyataan dari Bank Umum. 

Pasal 38 ayat (5) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

 
 
 

PATUH 

B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) 

1. Muatan Informasi Kami menyusun LADK yang memuat informasi: 

a. RKDK; 

b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber 

perolehan; 

c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo 

hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk 

kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode 

pembukuan; 

d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik 

Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; 

e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik 

Peserta Pemilu; dan 

f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Pasal 47 ayat (1) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 

18 Tahun 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATUH 

2. Pembukuan a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan 

yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik 

ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) 

Hari sebelum penyampaian LADK. 

Pasal 47 ayat (2) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

 
 
 

PATUH 

b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan 

keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang 

bersangkutan. 

Pasal 43 ayat (3) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

 
 
 

PATUH 

c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi 

tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan 

pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran 

yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Pasal 43 ayat (6) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

 
 
 

PATUH 



 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

  d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab 

Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. 

Pasal 43 ayat (7) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

 
 
 

PATUH 

3. Penyampaian 

Laporan 

a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU 

Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan 

dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka; 

Pasal 51 ayat (3) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

 
 
 

PATUH 

b. Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14 

(empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal 

pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat 

umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat; 

Pasal 51 ayat (4) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

 
 
 

PATUH 

c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan 
LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui 
Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima 
tanda pengembalian dan berita acara hasil 
pencermatan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat 
pukul 23.59 waktu setempat. 

Pasal 51 ayat (7) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

 
 
 

PATUH 

4. Kelengkapan a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri 

atas: 

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN 

SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG 

DANA KAMPANYE; 

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN 

AWAL DANA KAMPANYE; 

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE 

PENCATATAN PENERIMAAN DAN 

PENGELUARAN; 

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG 

JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA 

KAMPANYE; 

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana 

Kampanye; dan 

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi 

pengeluaran. 

b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh 
KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi 
dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud 
dengan LADK perbaikan yang terdiri atas: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATUH 



 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

  1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN 

SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG 

DANA KAMPANYE; 

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN 

AWAL DANA KAMPANYE; 

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE 

PENCATATAN PENERIMAAN DAN 

PENGELUARAN; 

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG 

JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA 

KAMPANYE; 

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana 

Kampanye; dan 

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi 

pengeluaran. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATUH 

C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) 

1. Muatan Informasi Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU 

yang memuat informasi: 

a. Identitas penyumbang; dan 

b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye. 

Pasal 49 ayat (1) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023 

 
 
 

NIHIL 

2. Penyampaian 

Laporan 

Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota, 

mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) 

Hari setelah masa Kampanye berakhir. 

Pasal 52 ayat (3) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

 
 
 

NIHIL 

3. Kelengkapan Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri 

atas: 

a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan; 

b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan 

c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha 

Nonpemerintah. 

  
 
 
 

NIHIL 

D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) 

1. Muatan Informasi Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: 

a. RKDK; 

b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber 

perolehan; 

Pasal 50 ayat (1) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 

 
 
 

PATUH 



 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

  c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo 

hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk 

kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode 

pembukuan; 

d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik 

Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; 

e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik 

Peserta Pemilu; 

f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat 

dipertanggungjawabkan; 

g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; 

dan 

h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye. 

18 Tahun 2023.  
 
 
 
 
 
 
 
 

PATUH 

2. Pembukuan a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari 

setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan 

ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK 

kepada KAP yang ditunjuk KPU. 

Pasal 50 ayat (2) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

 
 
 

PATUH 

b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan 

keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang 

bersangkutan. 

Pasal 43 ayat (3) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

 
 
 

PATUH 

c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi 

tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan 

pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran 

yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Pasal 43 ayat (6) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

 
 
 

PATUH 

d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab 

Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. 

Pasal 43 ayat (7) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

 
 
 

PATUH 

3. Penyampaian 

Laporan 

a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang 

ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan 

dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka. 

Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) 
Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum tentang Dana 
Kampanye Pemilihan Umum 
Nomor 18 Tahun 2023 

 
 
 

PATUH 

b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima 

belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling 

lambat pukul 23.59 waktu setempat. 

Pasal 53 ayat (4) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

 
 
 

PATUH 

4. Kelengkapan Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri 

atas: 

1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN 

PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

  
 
 

PATUH 



 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

  2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN 

DANA KAMPANYE; 

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA 

KAMPANYE; 

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM 

PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN 

PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN 

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 

7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana 

Kampanye; 

9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan 

bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang 

bersangkutan telah ditutup; dan 

10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi 

pengeluaran. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATUH 

E. Ketentuan Lainnya 

1. Sumber Dana 

Kampanye 

Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, 

DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh 

dari: 

a. Partai Politik; 

b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; 

dan 

c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain 

Pasal 31 ayat (1) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 

18 Tahun 2023. 

 
 
 
 
 

PATUH 

2. Pembatasan/ 

Kesesuaian 

Sumbangan 

Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan 

sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa 

yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon 

pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran 

transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, 

LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal 

sumbangan sebagai berikut: 

a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, 

dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari 

perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua 

miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye. 

b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, 
dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok, 
perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah 
paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima 
miliar rupiah) selama masa Kampanye. 

Pasal 34 Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Umum 

Nomor 18 Tahun 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATUH 



 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

3. Sumbangan yang 

Dilarang 

Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang 

dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang 

maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; 

b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada 

KPU; dan 

c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara 

paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa 

Kampanye berakhir. 

Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 

116 ayat (2) Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum tentang 

Dana Kampanye Pemilihan 

Umum Nomor 18 Tahun 2023. 

 
 
 
 
 
 

PATUH 

4. Pengeluaran 

Dana Kampanye 

Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran 

Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, 

pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai 

berdasarkan harga pasar yang wajar. 

Catatan: 

a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian 

barang dan/ atau pembayaran jasa. 

b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas 

hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari 

pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung 

jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. 

c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk 

membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam 

pemungutan dan penghitungan suara. 

Pasal 41 Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Umum 

Nomor 18 Tahun 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATUH 

 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 
 
 
 
 

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH 
KABUPATEN BUOL 

BUOL, 28 Februari 2024 

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH 
KABUPATEN BUOL 

 

                                                                                                                                                            

(RYAN NATHANIEL KWENDY) (LAE TONI WANGI) 

 



A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 
 

 
PARTAI NASDEM 

 
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 

DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BUOL 

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

Periode 17 Desember 2022 s/d 21 Februari 2024 
 
 

 
NOMOR 

 
AKTIVITAS 

BENTUK DANA KAMPANYE 

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp) 

A.1 Penerimaan sebelum periode 
pembukuan 

0 0 0 

A.2 Penerimaan sumbangan    

1. Partai Politik    

 a. Partai Politik Tingkat Pusat 0 0 0 

 b. Partai Politik Tingkat Provinsi 0 7.500.000 0 

 c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota 0 0 0 

2. Calon Anggota Legislatif    

 a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif 
kepada Parpol 

0 0 0 

 b. Jasa Kampanye Calon Anggota 
Legislatif 

0 0 244.612.500 

3. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 0 0 0 

4. Sumbangan Pihak Lain Kelompok 0 0 0 

5. Sumbangan Pihak Lain Perusahaan 
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah 

0 0 0 

 JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN 0 7.500.000 244.612.500 

     

A.3 Penerimaan Lain-Lain    

1. Bunga Bank 0 0 0 

 JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN 0 0 0 

     

A.4 Penerimaan Barang Hasil Pembelian    

1. Penerimaan Barang Hasil Pembuatan 
Bahan/Design dan/atau Alat Peraga 
Kampanye 

0 0 0 

2. Barang Diterima Dimuka Hasil 
Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat 
Peraga Kampanye 

0 0 0 

 JUMLAH PENERIMAAN BARANG 
HASIL PEMBELIAN 

0 0 0 

     

 TOTAL PENERIMAAN 0 7.500.000 244.612.500 



 
NOMOR 

 
AKTIVITAS 

BENTUK DANA KAMPANYE 

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp) 

     

B Pengeluaran sebelum periode 
pembukuan 

0 0 0 

B.1 Pengeluaran    

1. Rapat Umum 0 0 0 

2. Pertemuan Terbatas 0 0 0 

3. Pertemuan Tatap Muka 0 0 0 

4. Pembuatan/Produksi Iklan di Media 
Massa Cetak, Media Massa Elektronik, 
Media Sosial, dan Media Dalam 
Jaringan 

0 0 0 

5. Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat 
Peraga Kampanye 

0 0 0 

6. Penyebaran Bahan Kampanye Partai 
Politik Kepada Umum dan/atau 
pemasangan Alat Peraga Kampanye 

   

 a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai 
Politik Kepada Umum 

0 0 0 

 b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye 
Partai Politik 

0 0 0 

7. Penyebaran Bahan Kampanye Calon 
Anggota Legislatif Kepada Umum 
dan/atau pemasangan Alat Peraga 
Kampanye 

   

 a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon 
Anggota Legislatif Kepada Umum 

0 0 0 

 b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye 
Calon Anggota Legislatif 

0 0 0 

8. Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar 
Larangan Kampanye dan Peraturan 
Perundang-undangan 

0 0 0 

9. Pengeluaran Lain-lain    

 a. Administrasi Bank 0 0 0 

 b. Pembelian Kendaraan 0 0 0 

 c. Pembelian Peralatan 0 0 0 

 d. Pembayaran Utang Pembelian 
Barang 

0 0 0 

 e. Pengeluaran Lain    

 1) Pengeluaran Lainnya 0 0 0 

 2) Sumbangan ke Parpol Tingkat 
Provinsi/Kabupaten/Kota 

0 0 0 

 3) Sumbangan ke Calon Anggota 
Legislatif 

0 0 0 

 4) Jasa Kampanye Calon Anggota 
Legislatif 

0 0 244.612.500 

     

 TOTAL PENGELUARAN 0 0 244.612.500 

     

C Utang    

1. Utang Pembelian Barang 0 0 0 



 
NOMOR 

 
AKTIVITAS 

BENTUK DANA KAMPANYE 

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp) 

     

D Saldo    

1. Kas di Rekening Khusus Dana 
Kampanye 

0 0 0 

2. Kas di Bendahara 0   

3. Barang 0 7.500.000 0 

 
 
 

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH 
KABUPATEN BUOL 

BUOL, 28 Februari 2024 BENDAHARA 

DEWAN PIMPINAN DAERAH 
KABUPATEN BUOL

 

(RYAN NATHANIEL KWENDY) (LAE TONI WANGI) 
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G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA

DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BUOL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : LUT TALIB PAKER S.Pd.I

Alamat : Desa Lakea 1, Kecamatan Lakea, Kab. Buol

Nomor Induk Kependudukan : 7205021103680002

Jabatan : Ketua

2. Nama : INRIA AKHARULYANI BATALIPU

Alamat : Desa Tayadun, Kecamatan Bokat, Kab. Buol

Nomor Induk Kependudukan : 7204076912810001

Jabatan : Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT
PATUH/
TIDAK
PATUH

1 2 3 4 5

A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

1. Pembukaan a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama
Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening
Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Komisi Pemilihan
Umum tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023

b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai
Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta
Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum
dimulainya masa Kampanye

Pasal 37 ayat (3) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor
RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU
Kabupaten/Kota.

Pasal 37 ayat (8) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.



2. Pengelolaan Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang
berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum
digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

Pasal 36 ayat (2) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

3. Penutupan a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari
setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan
1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana
Kampanye kepada KAP.

Pasal 38 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan
rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum
kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah
menerima surat pernyataan dari Bank Umum.

Pasal 38 ayat (5) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

1. Muatan Informasi Kami menyusun LADK yang memuat informasi: Pasal 47 ayat (1) Peraturan

a. RKDK; Komisi Pemilihan Umum

b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber
perolehan;

tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor

c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo
hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk
kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode
pembukuan;

18 Tahun 2023.

d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik
Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;

e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik
Peserta Pemilu; dan

f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan.

2. Pembukuan a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan
yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik
ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu)
Hari sebelum penyampaian LADK.

Pasal 47 ayat (2) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan
keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang
bersangkutan.

Pasal 43 ayat (3) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi
tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan
pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran
yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 43 ayat (6) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT
PATUH/
TIDAK
PATUH

1 2 3 4 5



d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab
Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Pasal 43 ayat (7) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

3. Penyampaian
Laporan

a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU
Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan
dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;

Pasal 51 ayat (3) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

b. Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14
(empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal
pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat
umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;

Pasal 51 ayat (4) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan
LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui
Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima
tanda pengembalian dan berita acara hasil
pencermatan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat
pukul 23.59 waktu setempat.

Pasal 51 ayat (7) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

4. Kelengkapan a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri
atas:

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye; dan

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh
KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi
dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud
dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT
PATUH/
TIDAK
PATUH

1 2 3 4 5



1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye; dan

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

1. Muatan Informasi Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU
yang memuat informasi:

Pasal 49 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum

a. Identitas penyumbang; dan tentang Dana Kampanye

b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023

2. Penyampaian
Laporan

Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota,
mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu)
Hari setelah masa Kampanye berakhir.

Pasal 52 ayat (3) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

3. Kelengkapan Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri
atas:

a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan;

b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan

c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha
Nonpemerintah.

D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

1. Muatan Informasi Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: Pasal 50 ayat (1) Peraturan

a. RKDK; Komisi Pemilihan Umum

b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber
perolehan;

tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT
PATUH/
TIDAK
PATUH

1 2 3 4 5



c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo
hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk
kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode
pembukuan;

18 Tahun 2023.

d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik
Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;

e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik
Peserta Pemilu;

f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan;

g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK;
dan

h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.

2. Pembukuan a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari
setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan
ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK
kepada KAP yang ditunjuk KPU.

Pasal 50 ayat (2) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan
keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang
bersangkutan.

Pasal 43 ayat (3) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi
tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan
pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran
yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 43 ayat (6) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab
Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Pasal 43 ayat (7) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

3. Penyampaian
Laporan

a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang
ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan
dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.

Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3)
Peraturan Komisi Pemilihan
Umum tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023

b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima
belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling
lambat pukul 23.59 waktu setempat.

Pasal 53 ayat (4) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

4. Kelengkapan Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri
atas:

1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT
PATUH/
TIDAK
PATUH

1 2 3 4 5



2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN
DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA
KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM
PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan
bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang
bersangkutan telah ditutup; dan

10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

E. Ketentuan Lainnya

1. Sumber Dana
Kampanye

Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh
dari:

Pasal 31 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye

a. Partai Politik; Pemilihan Umum Nomor

b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan;
dan

18 Tahun 2023.

c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain

2. Pembatasan/
Kesesuaian
Sumbangan

Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan
sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa
yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon
pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran
transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK,
LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal
sumbangan sebagai berikut:

Pasal 34 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023.

a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari
perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua
miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.

b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok,
perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah
paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima
miliar rupiah) selama masa Kampanye.

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT
PATUH/
TIDAK
PATUH

1 2 3 4 5



3. Sumbangan yang
Dilarang

Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang
dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang
maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:

Pasal 34 ayat (5) dan Pasal
116 ayat (2) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum tentang

a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; Dana Kampanye Pemilihan

b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada
KPU; dan

Umum Nomor 18 Tahun 2023.

c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara
paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa
Kampanye berakhir.

4. Pengeluaran
Dana Kampanye

Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran
Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye,
pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai
berdasarkan harga pasar yang wajar.

Pasal 41 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023

Catatan:

a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian
barang dan/ atau pembayaran jasa.

b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas
hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari
pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung
jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk
membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam
pemungutan dan penghitungan suara.

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT
PATUH/
TIDAK
PATUH

1 2 3 4 5

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

BUOL, 28 Februari 2024

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BUOL

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BUOL

Cap

(LUT TALIB PAKER S.Pd.I) (INRIA AKHARULYANI BATALIPU)
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LAPOFIAN ASURANS INDEPENDEN

Jakarta, 28 Maret 2024

No.  Ftef.: 01,1/Audit/KApeFt`lKT1/Ill/2024

Kepada Yth,
K®tua KPU Kabupafon Buol

Cakupan

Kami   telah   melakukan   perikatan   dengan   Komisi   Pemilihan   Umum   Provinsi   Sulawesi   Tengah
berdasarkan  kontrak  nomor  367/PL.01.7-SPK/72/2024,  tanggal  29  Februari  2024,  untuk  melakukan
Perikatan  Asurans  dengan  keyakinan  memadai  dan  memberikan  kesimpulan  terhadap  kepatuhan
Laporan Dana Kampanye Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Buol untuk periode 17 Desember 2022
sampai  dengan  22  Februari  2024  terhadap  peraturan  perundang-undangan  terkait  pelaporan  Dana
Kampanye, yaitu:

1.   undang:undang, Nomor  7  Tahun  2Q1,7  teT}tang`  Pemilihan   umum  (Lembaran. Ns2ga_ra  RenubJik,
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan  Undang-undang  7 Tahun  2023 tentang  Penetapan  Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Perubahan  atas  Undang-
Undang   Nomor  7  Tahun  2017  tentang   Pemilihan  Umum   menjadi  Undang-Undang   (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia  Tahun   2023   Nomor  54,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 6863);

2.   Peraturan  Komisi  Pemilihan   Umum   (PKPU)   Nomor  18  Tahun  2023  tentang   Dana  Kampanye
Pemilihan Umum;

3.   Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan
dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;

4`   Keputusan Komis4 Pemilihan  Umum I`Lomor 1677 Talun 2023 tentang  Pedoman TeknisT Pelaporan
Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Untuk selanjutnya Undang-undang dan peraturan tersebut di atas kami sebut sebagai "Peraturan Dana
Kampanys".

Inforrnasi Hal Pokok

Berdasarkan  ketentuan  Uu  Nomor  7  Tahun  2023` tentang  Pemilihan  Umum  dan  Peraturan  Komisi
Pemilihan  Umum  Nomor  18  Tahun  2023 tentang  Dana  Kampanye  Pemilihan  Umum,  Laporan  Dana
Kampanye Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Buol terdiri dari:

1.    Laporan  Awal  Dana  Kampanye  (LADK)  adalah  pembukuan  yang  memuat  informasi  Rekening
Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan
penerimaan   dan   pengeluaran   yang   diperoleh   sebelum   pembukaan   Rekening   Khusus   Dana
Kampanye,  dan  penerimaan  sumbangan  yang  bersumber dari  pasangan  Calon  dan/atau  Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai  Peserta
Pemilu sampai dengan 1  (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU Kabupaten Buol;

2.    Laporan pemberi sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh
penerimaan  yang  diterima  setelah   LADK  disampaikan  sampai  dengan   1   (satu)  hari  sebelum
penyampaianLPSLKkeT@`da,KPuKab_usa_ten.Bug_(;dan

Kautor Akunfafi Publlk BUDIANDRU DAN REKAN I Nomor u:ln us8le8: KMKeRI No. 514/KM.1fa020
MepiiB8p ©9 GI®Bal Iffito©rat©d A8surance I Web8lt©: www.k8pBudiandrudafiFekan.com

Branch Jakarta - Kemayoran
Jl.  Utan  Panjang 3 No.10,  RT.7/RW.7,

Utan Panjang, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus lbukota Jakarta 10640

Tlp. 082110000730 Email  :  kapbr}akartal@gmail.com
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3.    Laporan   Penerimaran   dan   Pengeluaran   Dana   Kampanye   (LPPDK)   adalah   pembukuan  yang

memuat  seluruh  penerimaan  dan  Pengeluaran  Dana  Kampanye  yang  dimulai  sejak ditetapkan
sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhimya masa kampanye.

Kriforia Yang Ditorapkan

Kriteria yang  kami  gunakan  dalam  Perikatan  Asurans  ini  adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor  18  Tahun  2023.  Krfteria  tersebut juga  dijadikan  acuan  dan  diterapkan  oleh  Partai  Keadilan
Sejahtera  Kabupaten Buol dalam  penyusunan  Laporan  Dana  Kampanye.  Kriteria yang wajib dipatuhi
oleh Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Buol dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1.     Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

a.      Pembukaan. Pasal 37 PKPU Nomor l8Tahun 2023`

1 )  Ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peseha
Pemilu  yang  terpisah  dari  rekening  pribadi  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  pada  Bank
Umum.

2)  Ayat  (3),  Partai  Politik  Peseta  Pemilu  membuka  RKDK  tidak  melampaui  ketentuan
Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1  (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.

3)  Ayat (4), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang
diferbitkan oleh Komisi Pemilihan  Umum.

4)  Ayat (8), Partai Politik Peserta Pemilu pusat, provinsi dan kabupaten/kota membuka dan
melaporkan   hanya   1   (satu)  nomor  RKDK  kepada   Komisi   Pemilihan   Umum,   Komisi
Pemilihan  Umum  Provinsi,  dan/atau  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten/Kota  sesuai
dengan ting katan nya.

b.      Pengelolaan, Pasal 37 PKPU Nomor l8Tahun 2023:

1)  Ayat (6),  Partai  Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK
dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Paitai Politik.

2)  Ayat  (10),  RKDK  Parfai  Politjk  Peserta  Pemilu  tidak  dapat  ditarik  dan/atau  dilakukan
penggantian, dan

3)  Pasal 36 ayat (1 ), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan
pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

c.      Penutupan, Pasal 38 PKPU Nomor 18 Tahun2023:

1)  Ayat (1),  Paifai  Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum  1  (satu)
Hart, scteJah  penutupan  pembufuan  Lr2rDK  sampai, dengan,  1,  (satu)_ Hari  sebelum
penyampaian LDK kepada KAP.

2)  Ayat   (2),   Penutupan   RKDK   disampaikan   dengan   melampirkan   surat   permohonan
penutupan RKDK kepada Bank Umum, dan

3)  Pasal  37  ayat (5),  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  wajib  menyampaikan  bukti  penutupan
rekening.berupa.surat pemyataap dart Bar]k.Umum,1, (satu) hart setelah menerima_surat.
pernyataan dari Bank Umum.

2.  Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

a.      Muatan lnformasi, Pasal 46 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2023, yang memuat informasi:

1)   RKDK;
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2)  Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan:

3)  Saldo awal  pembukuan  yang  merupakan sisa  saldo  hasil  penerimaan  sumbangan  dan
pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;

4)  Catatan penerimaan dan  pengeluaran  Partai Pal.rdk Peserta Pemilu termasuk sebelum
penbukaan FanDK;

5)  NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan

6)  Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

b.      Periode pembukuan, Pasal 47 PKPU Nomor 18 Tahun 2023:

1)  Ayat (2),  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  mematuhi  pembukuan  LADK yaitu  3  (tiga)  Hari
setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hart sebelum
penyampaian LADK.

2)  Ayat (6),  LADK Partai  Politik Peserta  Pemilu anggota  DPR,  DPRD Provinsi, dan  DPRD
Kabupaten/Kota ditandatanganj oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.

3)  Ayat   (7),   LADK   calon   anggota   DPR,   DPRD   provinsi,   dan   DPRD   kabupateM{cta
ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.

4)  Ayat    (8),    Dalam    hal    Pimpinan    Partai    Politik    berhalangan    tetap,    LADK   dapat
ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta
Pemilu yang bersangkutan.

5)  Ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:

a)  meninggal dunia;
b)  tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
c)  sedang melaksanakan ibadah keagamaan.

c.      Kelengkapan dan penyampaian.  Pasal 51  PKPU Nomor 18 Tahun 2023:

1)  Ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan
Partat Politjk Peserta_ Pemilu pucat, provinsi, dan kabupatenrfuota_ mematur)i penysrahan
LJ\DK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu  14 (empat belas) Hart sebelum hart
pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemjlu dalam bentuk rapat umum, paling lambat
pukul 23.59 wak(u setempat.

2)  Ayat (3),  Partai  Politik Peserta  Pemilu menyampaikan  LADK dengan mengirimkan data
dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.

3)  Ayat (7), Apabila terdapat perbaikan, maka lADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan
Calon dan Tim  Kampanye  nasional kepada  Komisi  Pemilihan  Umum  melalui Sikadeka
paling  lambat 5  (hari)  Hari sejak menerima tanda pengembaljan  dan  berita acara  hasil
pencermatan dari Komisi Pemmhan Umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

4)  Ayat (5), apabila lADK yang disampaikan oleli Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan
oleh   Komisj   Pemilihan   Umum   Komisj   Pemilihan   Umum   Provinsi,   dan/atau   Komisj
Pemilihan  Umum  Kabupaten/Kota  sesuai  dengan  tingkatannya,  maka  Partai   Politik
Peserta  Pemilu  wajib  melengkapi  dan/atau  memperbaiki  dokumen   LADK  dimaksud
dengan LADK perbaikan yang yang terdiri atas:

a)  Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye:
b)  Formulir 2, Daf[ar Penerl'maan Sumbangan Dana Kampanye;
c)   Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
d)  Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dane Kampanye;
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e)  Formulir 5,  Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran  Dana Kampanye sebelum

Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye
f)   Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;

g)  Formulir 7, Surat Pemyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye:
h)  Salinan dan Rekening_ Koran Rekening_ Khusus  Dana Kampanye;
i)    Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran, dan

5)  Pasal 47 ayat (4), Penyerahan LADK kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum    Provinsi,    dan    Komisi    Pemilihan    Umum    Kabupaten/Kota    sesuai   dengan
tingkatannya, yang dilengkapi dengan:

a)  Formulir 1,  Laporan Awal Dana Kampanye;
b)  Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
c)  Formulir 3, Laporan Ak(ivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye:
d)  Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
e)  Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum

Periode Pembukuan Laporan Awal Dane Kampanye;
f)   Formullr 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
g)  Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab alas Laporan Awal Dana Kampanye;
h)  Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
i)    Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

3.  Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

a.   Muatan lnformasi Pasal 49 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2023, LPSDK memuat informasi:

1)  identitas penyumbang; dan

2)  jumlah sumbangan Dana Kampanye.

b.   Kelengkapan dan Penyampaian,  Pasal 52 PKPU Nomor 18 Tahiin 2023:

1)  Ayat  (2),  Partai  Politik Peserta  Pemilu  pusat,  provinsi dan  kabupaten«ota  menyampaikan
LPSDK kepada  Komisi  Pemilihan  Umum dengan  mengirimkan data dan dokumen  LPSDK
yang diunggah melalui Sikadeka,

2)  Ayat (4),  Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan
1 (satu) Hart setelah masa Kampanye berakhir, dan

3)  rasal 49 ayat (2), LPSDK disampatkan secara longkap yang terdiri alas:

a)  LPSDK Pihak Lain Perseorangan;

b)  LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan

c)   LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.

4.  Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

a.   Muatan lnformasi, Pacal 50 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2023,  Partai Politik Peserta Pemilu
menyusun LPPDK yang memuat inforTTiasi:

1)   RKDK;

2)  Saido awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;

3)  Saldo  awal  pembukuan  yang  merupakan  sisa  saldo  hasil  penerimaan  sumbangan  dan
pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabifa diterima sebelum periode pembukuan;
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4)  Catatan   penerimaan  dan   pengeluaran   Partai   Politik  Peserta   Pemilu  termasuk  sebelum

pembukaan RKDK;

5)  NPWP masing-masing Partai Poljtik Peserta Pemilu;

6)  Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;

7)  Saido akhir pada saat penutupan RKDK; dan

8)  Asersi atas Laporan Dana Kampanye.

b.   Periode Pembukuan, Pasal 50 PKPu Nomor 18 Tahun 2023:

1)  Ayat (2),  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  mematuhi  periode  pembukuan  LPPDK yang  dimulai
sejak3,(tiga) hari setelah difetapkan sebagai Partai Politikpeserta.Pemilu dan,ditutup 7 (fujuh)
hart sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum.

2)  Ayat  (6),  LPPDK  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  anggota  DPR,  DPRD  Provinsi,  dan  DPRD
Kabupaten«ota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.

3)  Ayat   (7),   LPPDK   calon   anggota   DPR,    DPRD   Provinsi   dan   DPRD   Kabupaten/Kota
ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.

4)  Ayat (8),  Dalam hal  Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani
oleh   pihak  yang   berwenang   sesuai  dengan  AD/ART  Parfai   Politik  yang   bersangkutan
dibuktlkan dengan siirat keterangan pendelegasian dari Partai Politik yang bersangkutan.

5)  Ayat (10).  Berhalangan tetap meliputi keadaan:

a)  meninggal dunia;

b)  tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen: atau

c)  sedang melaksanakan ibadah keagamaan.

c.   Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 53 PKPU Nomor 18 Tahun 2023:

1)  Ayat  (3),  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  dapat menyampaikan  LPPDK  dengan  mengirimkan
data dan dokumen LPPDK yang diilnggah me[alui Sikadeka.

2)  Ayat (4), Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Peserta
Pemilu Anggofa DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15
(lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

3)  Ayat  (6),   Dalam  hal  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  tidak  menyampaikan   LPPDK,   Komisi
Pemilihan  Umum  menyampaikan  LADK  dan  LPSDK- kepada  KAP melalui  Sikadeka  untuk
dilakukan audit, dan

4)  Pasal  50  ayat  (4),   Penyampaian  LPPDK  kepada  KAP  yang  telah  ditunjuk  oleh  Komisi
Pemilihan Umum, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:

a)  FormuliT 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

b)  Fomulir 2. Daftar Pener[maan Sumbangan Dana Kampanye;

c)  Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye:

d)  Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;

e)  Formulir 5,  Laporan Aktivitas  Penerimaan dan  Pengeluaran  Dana  Kampanye Sebelum
Periods-Pembukuan Laporan-Perierimaan dan PengeLuaran Dana-Kampanye;
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f)   Formulir   6.   Laporan   Penerimaan   dan   Pengeluaran   Dana   Kampanye   Pencatatan

Penerimaan dan Pengeluaran:

g)  Formulir 7, Asersi Alas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

h)  Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;

i)    Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon
bersangkutan telah ditutup; dan

j)    Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

d.   Sumber/Klasifikasi  dan  ldenttas  Penyumbang,  sebagaimana  diatur  dalam  PKPU  Nomor  18
Tahun 2023:

1)  Pasal 31  ayat (1), Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:

a)  Partai Politik;

b)  Calon anggofa DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dart Parfai Politik yang
bersangkutan; dan

c)'  Sumbangan yang sah menurut-hukum dari pihak lain, yaitu:

i.      Perseorangan:

ii.     Kelompok;

iii,   Perusahaan; dan/atau

iv.    Badan usaha nonpemerintah.

2)  Pasal  32  ayat (8),  Kelompok yang  memberikan  sumbangan  kepada  PeseTta  Pemilu  dalam
bentuk uang, barang, dan/afau jasa memupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi
masyaraka(   sesuai   dengan   ketentuan   perundang-undangan   yang   mengatur   mengenai
organ isasi masyarakat.

3)  Pasal  33  ayat  (1),  Sumbangan  dari  pihak  fain  harus  dilengkapi  dengan  surat  pernyataan
penyumbang yang menunJt informasi identitas Penyumbang dan jumlah sumbangan.

4)  Pasal  33  ayat  (2),  Sumbangan  yang  berasal  dari  perseorangan.  kelompok,  perusahaan,
dan/atau  badan  usaha  nonpemerintah  harms  mencantumkan  informasi  identitas  yang  jelas
dan jumlah sumbangan.

5)  Pasal 49 ayat (2) humuf b, Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampiri salinan
keputusan   pengesahan    pendlrian    Badan    Hukum    Nonpemerintah   dari   kenteri   yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

6)  Pasal 49 ayat (2) huruf c, Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan
Usaha Nonpemerintah wajib dilampiri salinan alcta pendirian Perusahaan atau badan usaha.

7)  Pasal 36 ayat (3) huruf b,  Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan
care  memindahkan  dana  dart  nomor  rekening  penyumbang  le  F2KDK  dis8Ttal  identitas
penyumbang.

8)  Pasal  36  ayat  (5),  Identitas  penyumbang  dapat  berupa  surat  keterangan  dari  bank  yang
bersangkutan; Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank,
disertai dengan surat pemyataan penyumbang.
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e.   Pencatatan Penerimaan Sumbangan, PKPU Nomor 18 Tahun 2023:

1 )  Pasal 34 ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan selumuh sumbangan
(mencakup  uang,  barang,  dan/atau jasa yang  dikonversikan  dengan  nilai  uang,  termasuk
utang dan diskon  pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual
beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan, dan

2)  Pasal 37 ayat (1), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih
dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu.

f.   Batasan/Kesesuaian Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2023 Pasal
34  ayat  (1)  dan  (2),  Partai  Politik  Peseita  Pemilu  mematuhi  jumlah  penerimaan  sumbangan
(mencakup uang,  barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang. termasuk utang
dan diskon pembellan barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual bell secara
umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:

1 )  Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan; dan

2)  Rp25.000.000.000,00  (dua  puluh  lima miliar rupiah)  untuk penyumbang  kelompok dan/atau
badan usaha non pemerintah.

9.   Sumbangan yang dilarang, Pasal 34 ayat (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2023, Partai Politik Peserta
Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harms mematuhi ketentuan berikut:

1 )  dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;

2)  wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum; dan

3)  menperahkan sumbangan tersebut ke kas,Negara,paling,lambat t4.(empat_belas) hari sete[ah
nasa Kampanye berakhir.

h.   Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, PKPU Nomor 18 Tahun 2023:

1)  Pasal  41   ayat  (1),  Pengeluaran  Kampanye  Peserta  Pemilu  calon  anggofa  DPR,   DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu untuk:

a)     peTnbiayaan alch/fas kampanye;

b)     pembayaran hutang; dan

c)      pengeluaran lain-lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.

2)  Pasal 34 ayat (4),  Setiap diskon  pembelian  barang  yang melebihi batas kewajaran jual  beli
yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan buktJ yang relevan dan terbatas pada infomasi yang
tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Keadilan Sejahtera
Kabupaten  Buol,  Pada  suatu  pelakcanaan  Perikatan Asurans,  terdapat keterbatasan  yang  melekat,
mjsalnya,   pengujian   secara   sampling   yang   dilakukan   memungkinkan   adanya   kegagalan   dalam
mendeteksi  ketidakpatuhan dan keourangan yang terjadi.  Terdapat keterbatasan  sifat,  seat,  Iingkup,
ragam, dan karakteristik yang melekat pada siimber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga
ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye
tersebut.  Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau  informasi yang diserahkan
dan/atau disediakan oleh  Paifai Keadilan Sejahtera Kabupaten Buol,  sehingga kami tidak melakukan
pemeriksaan alas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan
legal  atas  kepatuhan  Partai  Keadilan  Sejahtera  Kabupaten   Buol  terhadap  peraturan  perundang-
undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

K.ntor Alunfan Publlk BUDIANDRU DAN REKAN I N®mor izln u8cha: KA4KRI No. 514/KM.1C020
Member of Global mtogra€®d A€3urance I Wob8lto: wvow.fapbijdiand"danreken.com
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GIG
Tanggung Jawab Partri K®adilan S®jaht®ra Kabupaton Buol

Partai   Keadilan   Sejahtera   Kabupaten   Buol   bertanggungjawab   afas   penyusunan   Laporan   Dana
Kampanye  yang   sesuai  dengan   peraturan   perundang-undangan  yang   berlaku.   Tanggung  jawab
tersebut juga mencakup penerapan  metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam
laporan,  serta  perancangan,  implementasi,  pemeliharaan  sistem,  dan  proses  yang  relevan  untuk
penyusunan laporan.

Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Buol juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas
Laporan  Penerimaan  dan  Pengeluaran  Dana  Kampanye  Partai  Keadilan  Sejahtera  Kabupaten  Buol
Tanggal 26 Februari 2024.

Tanggung Ja`^/ab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan  Publik,  adalah  untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan
keyakinan memadai terhadap LapoTan Dana Kampanye tersebut berda9arkan prosedur-prosedur yang
kami  lakukan  dan  bukti-bukti  yang  kami  peroleh.  Kami  melakukan perikatan  ini  berdasarkan  Standar
Perikatan  Asurans  3000  (Revisi  2022):  .Perikatan  Asurans  selain  Audit  atau  Reviu  atas  lnformasi
Keuangon-  Historis.   yang'  difetapkan`  oleh`   Institut-  Akuntan'  Publik   Indonesia:    StE]ndar   tersebut
mewajibkan  kami  untuk  memenuhi  ketentuan  Standar  Pengendalian  Mutu  1  dan  Kode  Etik  Profesi
Akuntan Publik temasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang tenibat dalam Perikatan
Asurans ini. Standar ter§ebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan
Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh  personel   profesional   kami  memiliki  kompetensi  dan  pengalaman  yang  diperiukan  dalam
melaksanakan  Perikatan Asurans ini.  Sesuai dengan   pasal  102 ayat (1)  Peraturan  Komisi  Pemilihan
Umum  Nomor 18 Tahun 2023,  kami melaksanakan perikatan  ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender
terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten  Buol
dart KPu Kabupaten Buol.

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Buol dalam Laporan Dana Kampanye
tersebut di  atas,  telah  patuh  dalam  semua  hal  yang  material,  terhadap  kriteria  sebagaimana  djatur
dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.

P®mbata9an P®nggunaan Laporan

Tanggrng jawab kami,dalam meJakukan Perjkatan Asurans,irii r]anya. ke|2ada. KPu Pr.Qyjrfu Sulaw.esi
Tengah dan sesuai dengan Surat Perianjian Kontrak yang telah disepakati. 0leh karena itu kami tidak
bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

RANTOR AKUNTAN PUBLIK

Maman AbdurahrTrari. SE.. All.CPA„, ASEAN CPA„
lzin Akuntan Publik No. AP.  1948
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G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

 

 
ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 

DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BUOL 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

 
1. Nama :  Sutriady JS. Lasuma 

Alamat :  Desa Lamadong II 

Nomor Induk Kependudukan :  7205010212810001 

Jabatan :  Ketua 

 
2. Nama :  Sri Yolanda Abas 

Alamat :  Kelurahan Leok I 

Nomor Induk Kependudukan :  7501164903890001 

Jabatan :  Bendahara 

 
adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota. 

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut: 

 

 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) 

1. Pembukaan a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama 

Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening 

Partai Politik Peserta Pemilu. 

Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) 
Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum tentang Dana 
Kampanye Pemilihan Umum 

Nomor 18 Tahun 2023 

Patuh 

b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai 

Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta 

Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum 

dimulainya masa Kampanye 

Pasal 37 ayat (3) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

Patuh 

c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor 

RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU 

Kabupaten/Kota. 

Pasal 37 ayat (8) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

Patuh 



 

 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

2. Pengelolaan Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang 

berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum 

digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. 

Pasal 36 ayat (2) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

Patuh 

3. Penutupan a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari 

setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 

1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana 

Kampanye kepada KAP. 

Pasal 38 ayat (1) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

Patuh 

b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan 

rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum 

kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah 

menerima surat pernyataan dari Bank Umum. 

Pasal 38 ayat (5) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

Patuh 

B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) 

1. Muatan Informasi Kami menyusun LADK yang memuat informasi: 

a. RKDK; 

b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber 

perolehan; 

c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo 

hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk 

kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode 

pembukuan; 

d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik 

Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; 

e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik 

Peserta Pemilu; dan 

f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Pasal 47 ayat (1) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 

18 Tahun 2023. 

Patuh 

2. Pembukuan a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan 

yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik 

ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) 

Hari sebelum penyampaian LADK. 

Pasal 47 ayat (2) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

Patuh 

b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan 

keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang 

bersangkutan. 

Pasal 43 ayat (3) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

Patuh 

c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi 

tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan 

pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran 

yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Pasal 43 ayat (6) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

Patuh 



 

 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

  d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab 

Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. 

Pasal 43 ayat (7) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

Patuh 

3. Penyampaian 

Laporan 

a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU 

Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan 

dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka; 

Pasal 51 ayat (3) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

Patuh 

b. Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14 

(empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal 

pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat 

umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat; 

Pasal 51 ayat (4) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

Patuh 

c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan 
LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui 
Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima 
tanda pengembalian dan berita acara hasil 
pencermatan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat 
pukul 23.59 waktu setempat. 

Pasal 51 ayat (7) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

Patuh 

4. Kelengkapan a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri 

atas: 

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN 

SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG 

DANA KAMPANYE; 

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN 

AWAL DANA KAMPANYE; 

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE 

PENCATATAN PENERIMAAN DAN 

PENGELUARAN; 

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG 

JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA 

KAMPANYE; 

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana 

Kampanye; dan 

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi 
pengeluaran. 

b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh 
KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi 
dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud 
dengan LADK perbaikan yang terdiri atas: 

 Patuh 



 

 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

  1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 

 
2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN 

SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG 

DANA KAMPANYE; 

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN 

AWAL DANA KAMPANYE; 

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE 

PENCATATAN PENERIMAAN DAN 

PENGELUARAN; 

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG 

JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA 

KAMPANYE; 

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana 

Kampanye; dan 

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi 
pengeluaran. 

 Patuh 

C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) 

1. Muatan Informasi Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU 

yang memuat informasi: 

a. Identitas penyumbang; dan 

b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye. 

Pasal 49 ayat (1) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023 

Patuh 

2. Penyampaian 

Laporan 

Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota, 

mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) 

Hari setelah masa Kampanye berakhir. 

Pasal 52 ayat (3) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

Patuh 

3. Kelengkapan Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri 

atas: 

a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan; 

b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan 

c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha 

Nonpemerintah. 

 Patuh 

D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) 

1. Muatan Informasi Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: 

a. RKDK; 

b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber 

perolehan; 

Pasal 50 ayat (1) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 

Patuh 



 

 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

  c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo 

hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk 

kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode 

pembukuan; 

d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik 

Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; 

e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik 

Peserta Pemilu; 

f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat 

dipertanggungjawabkan; 

g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; 

dan 

h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye. 

18 Tahun 2023. Patuh 

2. Pembukuan a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari 

setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan 

ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK 

kepada KAP yang ditunjuk KPU. 

Pasal 50 ayat (2) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

Patuh 

b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan 

keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang 

bersangkutan. 

Pasal 43 ayat (3) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

Patuh 

c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi 

tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan 

pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran 

yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Pasal 43 ayat (6) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023. 

Patuh 

d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab 

Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. 

Pasal 43 ayat (7) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

Patuh 

3. Penyampaian 

Laporan 

a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang 

ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan 

dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka. 

Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) 

Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum tentang Dana 
Kampanye Pemilihan Umum 
Nomor 18 Tahun 2023 

Patuh 

b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima 

belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling 

lambat pukul 23.59 waktu setempat. 

Pasal 53 ayat (4) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023. 

Patuh 

4. Kelengkapan Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri 

atas: 

1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN 

PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

 Patuh 



 

 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

  2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN 

DANA KAMPANYE; 

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA 

KAMPANYE; 

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM 

PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN 

PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN 

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 

7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana 

Kampanye; 

9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan 

bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang 

bersangkutan telah ditutup; dan 

10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi 

pengeluaran. 

 Patuh 

E. Ketentuan Lainnya 

1. Sumber Dana 

Kampanye 

Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, 

DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh 

dari: 

a. Partai Politik; 

b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; 

dan 

c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain 

Pasal 31 ayat (1) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum Nomor 

18 Tahun 2023. 

Patuh 

2. Pembatasan/ 

Kesesuaian 

Sumbangan 

Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan 

sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa 

yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon 

pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran 

transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, 

LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal 

sumbangan sebagai berikut: 

a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, 

dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari 

perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua 

miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye. 

b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, 
dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok, 
perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah 
paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima 
miliar rupiah) selama masa Kampanye. 

Pasal 34 Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Umum 

Nomor 18 Tahun 2023. 

Patuh 



 

 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

3. Sumbangan yang 

Dilarang 

Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang 

dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang 

maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; 

b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada 

KPU; dan 

c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara 

paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa 

Kampanye berakhir. 

Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 

116 ayat (2) Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum tentang 

Dana Kampanye Pemilihan 

Umum Nomor 18 Tahun 2023. 

Patuh 

4. Pengeluaran 

Dana Kampanye 

Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran 

Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, 

pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai 

berdasarkan harga pasar yang wajar. 

Catatan: 

a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian 

barang dan/ atau pembayaran jasa. 

b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas 

hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari 

pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung 

jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. 

c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk 

membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam 

pemungutan dan penghitungan suara. 

Pasal 41 Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Umum 

Nomor 18 Tahun 2023 

Patuh 

 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

 
 

 
KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH 

KABUPATEN BUOL 

Buol, 26 Februari 2024 

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH 

KABUPATEN BUOL 

 

 
Cap 

(Sutriady JS. Lasuma) (Sri Yolanda Abas) 



A. FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE 

 

 

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 
 

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 

DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BUOL 

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE 

Periode 17 Desember 2022 s/d 05 Januari 2024 
 
 

 
NOMOR 

 
AKTIVITAS 

BENTUK DANA KAMPANYE 

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp) 

A.1 Penerimaan sebelum periode 
pembukuan 

0 0 0 

A.2 Penerimaan sumbangan    

1. Partai Politik    

 a. Partai Politik Tingkat Pusat 0 0 0 
 b. Partai Politik Tingkat Provinsi 0 0 0 
 c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota 0 0 0 

2. Calon Anggota Legislatif    

 a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif 
kepada Parpol 

0 0 0 

 b. Jasa Kampanye Calon Anggota 
Legislatif 

0 0 27.092.500 

3. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 0 0 0 

4. Sumbangan Pihak Lain Kelompok 0 0 0 

5. Sumbangan Pihak Lain Perusahaan 
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah 

0 0 0 

 JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN 0 0 27.092.500 
     

A.3 Penerimaan Lain-Lain    

1. Bunga Bank 0 0 0 
 JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN 0 0 0 
     

A.4 Penerimaan Barang Hasil Pembelian    

1. Penerimaan Barang Hasil Pembuatan 
Bahan/Design dan/atau Alat Peraga 
Kampanye 

0 0 0 

2. Barang Diterima Dimuka Hasil 
Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat 
Peraga Kampanye 

0 0 0 

 JUMLAH PENERIMAAN BARANG 
HASIL PEMBELIAN 

0 0 0 

     

 TOTAL PENERIMAAN 0 0 27.092.500 



 
NOMOR 

 
AKTIVITAS 

BENTUK DANA KAMPANYE 

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp) 
     

B Pengeluaran sebelum periode 
pembukuan 

0 0 0 

B.1 Pengeluaran    

1. Rapat Umum 0 0 0 

2. Pertemuan Terbatas 0 0 0 

3. Pertemuan Tatap Muka 0 0 0 

4. Pembuatan/Produksi Iklan di Media 
Massa Cetak, Media Massa Elektronik, 
Media Sosial, dan Media Dalam 
Jaringan 

0 0 0 

5. Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat 
Peraga Kampanye 

0 0 0 

6. Penyebaran Bahan Kampanye Partai 
Politik Kepada Umum dan/atau 
pemasangan Alat Peraga Kampanye 

   

 a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai 
Politik Kepada Umum 

0 0 0 

 b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye 
Partai Politik 

0 0 0 

7. Penyebaran Bahan Kampanye Calon 
Anggota Legislatif Kepada Umum 
dan/atau pemasangan Alat Peraga 
Kampanye 

   

 a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon 
Anggota Legislatif Kepada Umum 

0 0 0 

 b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye 
Calon Anggota Legislatif 

0 0 0 

8. Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar 
Larangan Kampanye dan Peraturan 
Perundang-undangan 

0 0 0 

9. Pengeluaran Lain-lain    

 a. Administrasi Bank 0 0 0 
 b. Pembelian Kendaraan 0 0 0 
 c. Pembelian Peralatan 0 0 0 
 d. Pembayaran Utang Pembelian 

Barang 
0 0 0 

 e. Pengeluaran Lain    

 1) Pengeluaran Lainnya 0 0 0 
 2) Sumbangan ke Parpol Tingkat 

Provinsi/Kabupaten/Kota 
0 0 0 

 3) Sumbangan ke Calon Anggota 
Legislatif 

0 0 0 

 4) Jasa Kampanye Calon Anggota 
Legislatif 

0 0 27.092.500 

     

 TOTAL PENGELUARAN 0 0 27.092.500 
     

C Utang    

1. Utang Pembelian Barang 0 0 0 



 
NOMOR 

 
AKTIVITAS 

BENTUK DANA KAMPANYE 

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp) 
     

D Saldo    

1. Kas di Rekening Khusus Dana 
Kampanye 

0 0 0 

2. Kas di Bendahara 0   

3. Barang 0 0 0 

 
 
 

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH 
KABUPATEN BUOL 

Buol, 05 Januari 2024 

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH 
KABUPATEN BUOL 

 
 
 

Cap 

(Sutriady JS. Lasuma) (Sri Yolanda Abas) 



















https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


 

 

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN 
00012/2.1034/SPA3000/SS/1162-2/1/III/2024 

 
Kepada Yth. 
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol 
Di Tempat 
 
Cakupan 
Kami telah ditugaskan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan 
Kontrak Nomor 371/PL.01.7-SPK/72/2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan 
keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana 
Kampanye Partai Amanat Nasional Kabupaten Buol untuk periode 17 Desember 2022 sampai 
dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana 
Kampanye yang terdiri dari: 
a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum. 
b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis 

Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum. dan 
c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis 

Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye. 
 
Informasi Hal Pokok 
Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang 
Dana Kampanye Pemilihan Umum, Laporan Dana Kampanye Partai Amanat Nasional 
Kabupaten Buol terdiri dari: 
1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi 

Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo 
pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum 
pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang 
bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan 
pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) 
hari sebelum penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol. dan 

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang 
memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan 
sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Buol. dan 

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan 
yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak 
ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye. 

 
Kriteria 
Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan ketentuan 
pelaksanaannya. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Politik 
Peserta Pemilu dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi 
oleh Partai Amanat Nasional Kabupaten Buol dalam menyusun Laporan Dana Kampanye 
adalah: 
 



 

 

1. Rekening Khusus Dana Kampanye 
a) Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu 

yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank Umum. 
b) Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan 

Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa 
kampanye. 

c) Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang 
diterbitkan oleh KPU. 

d) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota 
membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, 
dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. 

e) Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK 
dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik. 

f) Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK 
terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. 

g) RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan 
penggantian. 

h) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari 
setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum 
penyampaian LDK kepada KAP.  

i) Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan 
RKDK kepada Bank Umum. 

j) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa 
surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan 
dari Bank Umum. 

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) 
a) Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi: 

1) RKDK. 
2) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan. 
3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan 

sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima 
sebelum periode pembukaan. 

4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk 
sebelum pembukaan RKDK. 

5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu. 
6) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. 

b) Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah 
Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum 
penyampaian LADK. 

c) LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 
Kabupaten/Kota ditandatangan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan 
tingkatannya. 

d) LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 
ditandatangani oleh calon yang bersangkutan. 

e) Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani 
oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu 
yang bersangkutan. 

f) Berhalangan tetap meliputi keadaan: 



 

 

1) meninggal dunia. 
2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. atau 
3) sedang melaksanakan ibadah keagamaan. 

g) Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan 
Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi 
penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) 
Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk 
rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. 

h) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan 
dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka. 

i) Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Partai Politik 
Peserta Pemilu kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 5 (hari) Hari sejak 
menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling 
lambat pukul 23.59 waktu setempat 

j) Penyerahan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai 
dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan: 
1) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye. 
2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 
3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye. 
4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye 
5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye 

Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye. 
6) Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan 

Pengeluaran. 
7) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana 

Kampanye. 
8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye. dan 
9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 

k) Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan 
oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan 
tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau 
memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas: 
1) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye. 
2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 
3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye. 
4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye. 
5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye 

Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye 
6) Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan 

Pengeluaran. 
7) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana 

Kampanye  
8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye. 
9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 

3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) 
a) LPSDK memuat informasi sebagai berikut: 

1) identitas penyumbang. 
2) jumlah sumbangan dana kampanye. 



 

 

b) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat 
kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU dengan mengirimkan data dan 
dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka. 

c) Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 
(satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir. 

d) LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas: 
1) LPSDK Pihak Lain Perseorangan. 
2) LPSDK Pihak Lain Perseorangan. 
3) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Non Pemerintah. 

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) 
a) Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi: 

1) RKDK 
2) Saldo awal atau saldo Saldo awal atau saldo: Saldo awal pembukuan yang 

merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk 
kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan. 

3) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk 
sebelum pembukaan RKDK. 

4) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu. 
5) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. 
6) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK. dan 
7) Asersi atas Laporan Dana Kampanye. 

b) Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai 
sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 
7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU. 

c) LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 
Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan 
tingkatannya. 

d) LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 
ditandatangani oleh calon yang bersangkutan. 

e) Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani 
oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan 
dibuktikan dengan surat keterangan pendelegasian dari Partai Politik yang 
bersangkutan. 

f) Berhalangan tetap meliputi keadaan: 
1) meninggal Dunia. 
2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. atau 
3) sedang melaksanakan ibadah keagamaan. 

g) Pengurus Partai Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan 
data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka. 

h) Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota 
Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye 
paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 
23.59 waktu setempat. 

i) Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU, dilampiri dengan 
LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan: 
1) Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye. 
2) Formulir Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 
3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye. 



 

 

4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye. 
5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye 

Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana 
Kampanye. 

6) Formulir 6 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan 
Penerimaan Dan Pengeluaran. 

7) Formulir 7 Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye. 
8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye. 
9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai 

Politik Peserta Pemilu bersangkutan telah ditutup. 
10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 

j) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, KPU 
menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan 
audit. 

k) Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari: 
1) Partai Politik. 
2) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai 

Politik yang bersangkutan. dan 
3) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu Perseorangan, 

Kelompok, Perusahaan dan/atau Badan usaha non Pemerintah. 
l) Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang 

yang menurut informasi Penyumbang dan jumlah sumbangan. 
m) Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau 

badan usaha non pemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas 
dan jumlah sumbangan. 

n) Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk 
uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain 
organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang 
mengatur mengenai organisasi masyarakat. 

o) Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampiri salinan keputusan 
pengesahan pendirian Badan Hukum Non Pemerintah dari Menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 

p) Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha Non 
Pemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha. 

q) Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara 
memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas 
penyumbang. 

r) Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan. 
s) Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, 

disertai dengan surat pernyataan penyumbang. 
t) Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan 

(mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, 
termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas 
kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar 
Penerimaan Sumbangan. 

u) Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu 
sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. 



 

 

v) Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup 
uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang 
dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual 
beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah 
di bawah ini. 
1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang 

perseorangan. dan 
2) Rp25.000.0000.000,00 (dua puluh lima milyar) untuk penyumbang kelompok 

dan/atau badan usaha non pemerintah. 
w) Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan 

DPRD kabupaten/kota yaitu untuk: 
1) Pembiayaan aktivitas kampanye. 
2) Pembayaran hutang. dan 
3) Pengeluaran lain-lain yang dimiliki berdasarkan harga pasar yang wajar. 

x) Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang 
berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan. 

 
Keterbatasan Laporan 
Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada 
informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh 
Partai Amanat Nasional Kabupaten Buol. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, 
terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan 
memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang 
terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada 
sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana 
Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. 
Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan 
dan/atau disediakan oleh Partai Amanat Nasional Kabupaten Buol, sehingga kami tidak 
melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak 
memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Amanat Nasional Kabupaten Buol 
terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye. 
 
Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Amanat Nasional Kabupaten Buol 
Partai Amanat Nasional Kabupaten Buol bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana 
Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung 
jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang 
digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan 
proses yang relevan untuk penyusunan laporan. 
 
Partai Amanat Nasional Kabupaten Buol juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan 
dalam Asersi Partai Amanat Nasional Kabupaten Buol tanggal 10 Februari 2024. 
Tanggung Jawab Akuntan Publik 
Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat 
dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan 
prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan 
perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): “Perikatan Asurans 
selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut 



 

 

Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan 
Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan 
independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar 
tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans 
secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami. 
 
Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan 
dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, kami 
melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami 
menerima Laporan Dana Kampanye Partai Amanat Nasional Kabupaten Buol dari Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Buol. 
 
Simpulan 
Menurut opini kami, Asersi Partai Amanat Nasional Kabupaten Buol dalam Laporan Dana 
Kampanye tersebut di atas, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang 
Dana Kampanye Pemilihan Umum dan peraturan pelaksanaannya. 
 
 
Pembatasan Penggunaan Laporan 
Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Buol dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah 
disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh 
pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya. 
 
 
Hormat kami, 
Kantor Akuntan Publik 
Annas Cahyadi 
 
 
 
 
 
Annas Cahyadi, M.Sc, Ak, CA, CPA 
NRAP: AP.1162 
 
26 Maret 2024 
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LAPORAN ASURANS INDEPENDEN 
Nomor 00008/3.0483/AS.03/KPU/1860-1/1/III/2024 

 
 

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
Provinsi Sulawesi Tengah dan  
Kabupaten Buol. 
 
Cakupan 

Kami telah melakukan perikatan dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Perjanjian 
(Kontrak) Nomor 372/PL.01.7-SPK/72/2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan 
memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Bulan 
Bintang (PBB) untuk periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan 
perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye PKPU No.18 Tahun 2023 tentang Dana 
Kampanye Pemilihan Umum. 
 

Informasi Hal Pokok 
Berdasarkan ketentuan PKPU No.18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Laporan 

Dana Kampanye Partai Bulan Bintang (PBB) terdiri dari: 
1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening 

Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan 

penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana 
Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai 
Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta 
Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU Kabupaten Buol; 

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh 
penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari 
sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kabupaten Buol; dan 

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat 
seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai 
Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye. 

 
Kriteria 

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah PKPU No.18 Tahun 2023 tentang Dana 
Kampanye Pemilihan Umum. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Bulan 
Bintang (PBB) dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai 
Bulan Bintang (PBB) dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah PKPU No.18 Tahun 2023 
tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. 
 

Keterbatasan Laporan 

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang 
tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Bulan Bintang 
(PBB).  
 

Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian 
secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan 

dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang 
melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana 
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Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan 
kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh 
Partai Bulan Bintang (PBB), sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak 
diungkapkan didalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Bulan 
Bintang (PBB) terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana 
Kampanye.  
 
Keterbatasan Lain Yang Dialami Oleh Praktisi 
Berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 273/PL.01.7-SD/05/2024 tanggal 07 
Februari 2024, Poin / Angka 14 pada halaman 5 menyebutkan bahwa dalam hal hasil konsultasi 
sebagaimana dimaksud pada angka 13 ditemukan kendala dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye 
Peserta Pemilu yang harus dikonsultasikan kepada KAP, maka KPU dapat meneruskan hasil konsultasi 
kepada KAP. 
 
Angka 13 halaman 4 menyebutkan untuk memastikan penyampaian LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu 
dan Calon Anggota DPD telah memenuhi kelengkapan dan cakupan informasi sebagaimana dimaksud 
pada angka 3, angka 4, dan angka 6, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota diminta untuk dapat 
menerima konsultasi dari peserta pemilu dalam proses penyusunan LPPDK sebagaimana ketentuan 
Pasal 91 (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tantang Dana Kampanye 
Pemilihan Umum. 
 
Berdasarkan surat KPU tersebut diatas, atas setiap hasil konsultasi Partai Politik Peserta Pemilu 
terhadap KPU menjadi bahan pertimbangan dalam penerimaan LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan 
kelengkapannya yang akan diserahkan kepada Auditor Kami. 
 
Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Bulan Bintang (PBB) 
Partai Bulan Bintang (PBB) bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup 
penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, 
implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. Partai Bulan 
Bintang (PBB) juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan 
terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi  Atas Laporan Penerimaan 
Dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Partai Bulan Bintang Dewan 
Pimpinan Daerah Kabupaten Buol. 
 

Tanggung Jawab Akuntan Publik 
Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan 
keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang 
kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar 
Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): “Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi 
Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan 
kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik 
termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. 
Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans 
secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.  
 

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam 
melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
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Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye 
Peserta Pemilihan Umum, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender 
terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Bulan Bintang (PBB) dari KPU 
Kabupaten Buol. 
 
Simpulan 
Menurut opini kami, Asersi Partai Bulan Bintang (PBB) dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di 
atas, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam PKPU 
No.18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. 
 
Pembatasan Penggunaan Laporan 
Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Kabupaten Buol dan 
sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung 
jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya. 
 
 
Kantor Akuntan Publik 
Adi & Deki Cabang Makassar, 
 
 
 
 
 
 
 
Edy Susanto, S.E., M.Ak., Ak., CA., CTA., CPA (Expert)., CSRS., CSRA., CSP., ASEAN CPA., 
CertDA. 
(AP.1860) 
 
 
Makassar, 25 Maret 2024. 
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LAPORAN ASURANS INDEPENDEN 
00011/2.1084/SPA3000/11/0799-1/1/III/2024 

 
 
Kepada Yth. 
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol 
Di Tempat 
 
Cakupan 
Kami telah ditugaskan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Kontrak 
Nomor 373/PL.01.7-SPK/72/2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan 
memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Demokrat Kabupaten 
Buol untuk periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-
undangan terkait pelaporan Dana Kampanye yang terdiri dari: 
a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan 

Umum. 
b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan 

Dana Kampanye Pemilihan Umum. dan 
c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan 

dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye. 
 
Informasi Hal Pokok 
Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana 
Kampanye Pemilihan Umum, Laporan Dana Kampanye Partai Demokrat Kabupaten Buol terdiri dari: 
1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening 

Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan 
penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana 
Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai 
Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta 
Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Buol. dan 

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh 
penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari 
sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol. dan 

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat 
seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai 
Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye. 

 
Kriteria 
Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan ketentuan pelaksanaannya. 
Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dalam 
penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Demokrat Kabupaten 
Buol dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah: 
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1. Rekening Khusus Dana Kampanye 
a) Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang 

terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank Umum. 
b) Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan Pembukaan RKDK 

yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye. 
c) Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh 

KPU. 
d) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota membuka 

dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU 
Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. 

e) Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK dilengkapi dengan 
surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik. 

f) Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih 
dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. 

g) RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian. 
h) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah 

penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LDK kepada 
KAP.  

i) Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan RKDK 
kepada Bank Umum. 

j) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat 
pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum. 

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) 
a) Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi: 

1) RKDK. 
2) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan. 
3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan 

pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukaan. 
4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum 

pembukaan RKDK. 
5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu. 
6) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 
b) Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah Partai 

Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian 
LADK. 

c) LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 
ditandatangan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya. 

d) LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh 
calon yang bersangkutan. 

e) Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani oleh pihak 
yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. 

f) Berhalangan tetap meliputi keadaan: 
1) meninggal dunia. 
2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. atau 
3) sedang melaksanakan ibadah keagamaan. 
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g) Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan Partai Politik 
Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak 
melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal 
pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu 
setempat. 

h) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen 
LADK yang diunggah melalui Sikadeka. 

i) Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Partai Politik Peserta 
Pemilu kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 5 (hari) Hari sejak menerima tanda 
pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu 
setempat 

j) Penyerahan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan 
tingkatannya, yang dilengkapi dengan: 
1) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye. 
2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 
3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye. 
4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye 
5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum 

Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye. 
6) Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran. 
7) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye. 
8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye. dan 
9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 

k) Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh KPU, 
KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik 
Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan 
LADK perbaikan yang terdiri atas: 
1) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye. 
2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 
3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye. 
4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye. 
5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum 

Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye 
6) Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran. 
7) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye  
8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye. 
9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 

3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) 
a) LPSDK memuat informasi sebagai berikut: 

1) identitas penyumbang. 
2) jumlah sumbangan dana kampanye. 

b) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota 
menyampaikan LPSDK kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang 
diunggah melalui Sikadeka. 

c) Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari 
setelah masa Kampanye berakhir. 

d) LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas: 
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1) LPSDK Pihak Lain Perseorangan. 
2) LPSDK Pihak Lain Perseorangan. 
3) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Non Pemerintah. 

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) 
a) Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi: 

1) RKDK 
2) Saldo awal atau saldo Saldo awal atau saldo: Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa 

saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila 
diterima sebelum periode pembukuan. 

3) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum 
pembukaan RKDK. 

4) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu. 
5) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. 
6) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK. dan 
7) Asersi atas Laporan Dana Kampanye. 

b) Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) 
hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum 
penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU. 

c) LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 
ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya. 

d) LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh 
calon yang bersangkutan. 

e) Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani oleh pihak 
yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan 
surat keterangan pendelegasian dari Partai Politik yang bersangkutan. 

f) Berhalangan tetap meliputi keadaan: 
1) meninggal Dunia. 
2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. atau 
3) sedang melaksanakan ibadah keagamaan. 

g) Pengurus Partai Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan 
dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka. 

h) Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Peserta 
Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 
(lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. 

i) Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU, dilampiri dengan LADK dan 
LPSDK serta dilengkapi dengan: 
1) Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye. 
2) Formulir Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 
3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye. 
4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye. 
5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum 

Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye. 
6) Formulir 6 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan 

Penerimaan Dan Pengeluaran. 
7) Formulir 7 Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye. 
8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye. 
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9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik Peserta 
Pemilu bersangkutan telah ditutup. 

10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 
j) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, KPU menyampaikan 

LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit. 
k) Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari: 

1) Partai Politik. 
2) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang 

bersangkutan. dan 
3) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu Perseorangan, Kelompok, 

Perusahaan dan/atau Badan usaha non Pemerintah. 
l) Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang 

menurut informasi Penyumbang dan jumlah sumbangan. 
m) Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha 

non pemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan. 
 

n) Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk uang, barang, 
dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai 
dengan ketentuan perundang undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat. 

o) Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampiri salinan keputusan pengesahan 
pendirian Badan Hukum Non Pemerintah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 

p) Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha Non Pemerintah wajib 
dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha. 

q) Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari 
nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang. 

r) Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan. 
s) Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan 

surat pernyataan penyumbang. 
t) Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, 

barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon 
pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) 
yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan. 

u) Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum 
digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. 

v) Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, 
barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon 
pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) 
yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini. 
1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan. 

dan 
2) Rp25.000.0000.000,00 (dua puluh lima milyar) untuk penyumbang kelompok dan/atau 

badan usaha non pemerintah. 
w) Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota yaitu untuk: 
1) Pembiayaan aktivitas kampanye. 
2) Pembayaran hutang. dan 
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3) Pengeluaran lain-lain yang dimiliki berdasarkan harga pasar yang wajar. 
x) Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara 

umum, diperlakukan ketentuan sumbangan. 
 

Keterbatasan Laporan 
Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang 
tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Demokrat 
Kabupaten Buol. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, 
misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam 
mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, 
ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga 
ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye 
tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan 
dan/atau disediakan oleh Partai Demokrat Kabupaten Buol, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan 
atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas 
kepatuhan Partai Demokrat Kabupaten Buol terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan 
dengan Laporan Dana Kampanye. 
 
Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Demokrat Kabupaten Buol 
Partai Demokrat Kabupaten Buol bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup 
penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, 
implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. 
 
Partai Demokrat Kabupaten Buol juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Partai 
Demokrat Kabupaten Buol tanggal 22 Februari 2024. 
 
Tanggung Jawab Akuntan Publik 
Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan 
keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang 
kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar 
Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): “Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi 

Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan 

kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik 
termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. 
Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans 
secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami. 
 
Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam 
melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 
(tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Demokrat 
Kabupaten Buol dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol. 
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Simpulan 
Menurut opini kami, Asersi Partai Demokrat Kabupaten Buol dalam Laporan Dana Kampanye tersebut 
di atas, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum 
dan peraturan pelaksanaannya. 
 
Pembatasan Penggunaan Laporan 
Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Buol dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami 
tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya. 
 
 
Hormat kami, 
Kantor Akuntan Publik 
Khairunnas 
 

 

 
 
 
 
 
Drs. Khairunnas DS, Ak., CA., CPA., CPI., ASEAN CPA 
Pemimpin 
 
25 Maret 2024 
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KantorAkunton Publlk
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lzIN USAHA No.  : 353 / KM.1  / 2014

LAPORAN ASuRANS INDEPENDEN
Nomor: 00160/2.0979/DAKAM/1682-1 -1 /I I I/2024

Kepada Yth:
Ketua Kom[sl P®mHlhan Umum

Kabupaten Buol
Unnamod Road, Look I, Nee. Blau, Kabupat®n Buol, Sulawesl T®ngah 9456

Cakupan

Kami   telah   melakukan   perikatan   dengan   Komisi   Pemilihan   Umum   Provinsi   Sulawesi
Tengah    berdasarkan    kontrak    nomor    375/PL.01.7-SPK/72/2024,    untuk    melakukan
Perikatan  Asurans  dengan  keyakinan  memadai  dan  memberikan  kesimpulan  terhadap
kepatuhan  Laporan  Dana  Kampanye  Partai  Perindo  Kabupaten  Buol  untuk  periode  17
Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan
terkait pelaporan  Dana  Kampanye, yaitu:
1.     Undang-Undang  Nomor 7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  (Lembaran Negara

Republik  Indonesia  Tahun  2017  Nomor  182,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang 7 Tahun
2023 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor 1
Tahun 2022 tentang  Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan  Umum  menjadi  Undang-undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2023  Nomor  54,  Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
6863);

2.     Peraturan   Komisi   Pemilihan   Umum  (PKPU)   Nomor  18  Tahun  2023  tentang   Dana
Kampanye  Pemilihan  Umum:

3.     Keputusan   Komisi   Pemilihan   Umum   Nomor  1190  Tahun  2023  tentang   Pedoman
Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;

4.     Keputusan   Komisi  Pemilihan   Umum   Nomor  1677  Tahun  2023  tentang   Pedoman
Teknis Pelaporan  Dana  Kampanye Pemilihan  Umum;

Untuk  selanjutnya  Undang-undang  dan  peraturan  tersebut  diatas  kami  sebut sebagaiPperaturan  Dana Kampanye".

Informasi  Hal  Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 18 Tahun 2023 Laporan
Dana Kampanye Partai Perindo Kabupaten Buol terdiri dari:
1.     Laporan  Awal  Dana  Kampanye  (LADK)  adalah  pembukuan  yang  memuat  informasi

Rekening   Khusus   Dana   Kampanye,   sumber   perolehan   saldo   awal  afau   saldo
pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum
pembukaan  Rekening  Khusus  Dana  Kampanye,  dan  penerimaan  sumbangan  yang
bersumber dari pasangan Calon dan/atau  Partai  Politik  atau  Gabungan  Partai  Politik
dan  pihak  lain  yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan
1  (satu) hari sebelum  penyampaian  LADK kepada  Komisi  Pemilihan  Umum:

2.     Laporan  Pemberi  Sumbangan  Dana  Kampanye  (LPSDK)  adalah  pembukuanyang
memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan
sampai dengan 1  (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada  Komisi  Pemilihan
Umum;  dan

3.     Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan
yang  memuat  seluruh  penerimaan  dan  pengeluaran  Dana  Kampanye  yang  dimulai
sejak   ditetapkan   sebagai    Peserta    Pemilu   sampai   dengan    berakhirnya    masa
kampanye.

JL.  KAJI  NO.  2B-5  JAKARTA  PUSAT00130)  TELP  (021163852854  -6326435  -FAX.  "021)  6326371



Krlteria

Kriteria   yang   kami   gunakan   dalam   Perikatan   Asurans   ini   adalah   Peraturan   Komisj
Pemilihan   Umum   Nomor   18   tahun   2023.   Kriteria   tersebut  juga   dijadikan acuan   dan
diterapkan   oleh   Partai   Perindo   Kabupaten   Buol   dalam   penyusunan   Laporan  Dana
Kampanye.   Kriteria   yang   wajib   dipatuhi   oleh   Partai   Perindo   Kabupaten   Buol dalam
menyusun  Laporan  Dana Kampanye adalah:
1      Rekening  Khusus  Dana  Kampanye (RKDK)

a.     Pembukaan,  Pasal 37 PKPU  nomor 18 tahun 2023:
1)     ayat  (2),   Partai  Politik  Peserta  Pemilu  membuka  RKDK  atas  nama  Partai

Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta
Pemilu  pada  Bank  Umum.

2)     ayat  (3),   Partai  Politik  Peserta   Pemilu   membuka   RKDK  tidak  melampaui
ketentuan   Pembukaan   RKDK  yaitu   paling   lambat   1   (satu)   hari   sebelum
dimulainya masa kampanye.

3)     ayat (4),  Pembukaan  RKDK dilengkapi  dengan  surat pengantar pembukaan
RKDK yang diterbitkan  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum.

4)     ayat (8), Partai politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsidan tingkat
kabupaten/kota   membuka   dan   melaporkan   hanya   1   (satu)   nomor   RKDK
kepada  Komisi Pemilihan  Umum,  Komisi Pemilihan  Umum  Provinsi,  dan/atau
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

b.     Pengelolaan,  Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:
1)     ayat   (6),   Partai   Politik   Peserta   Pemilu   dapat   menunjuk   petugas   untuk

mengelola  RKDK  dilengkapi  dengan  surat  pernyataan  dari  pimpinan   Partai
Politik,

2)     ayat  (10),  RKDK  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  tidak  dapat  ditarik  dan/atau
dilakukan  penggantian,  dan

3)     Pasal  36  ayat (1),  Penerimaan  Dane  Kampanye yang  berbentuk  uangwajib
ditempatkan  pada  RKDK terlebih dahulu  sebelum  digunakan  untuk  kegiatan
Kampanye Pemilu.

c.     Penutupan,  Pasal 38  PKPU  nomor 18 tahun 2023:
1)     ayat (1),  Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum

1  (satu)  Hari setelah penutupan pembukuan  LPPDK sampai dengan  1  (satu)
Hari sebelum penyampaian LDK kepada KAP,

2)     ayat    (2),     Penutupan    RKDK    disampaikan    dengan    melampirkan    surat
permohonan penutupan  RKDK kepada  Bank Umum,  dan

3)     Pasal  37  ayat  (5),   Partai  Politik  Peserta  Pemilu  wajib  menyampaikan bukti
penutupan  rekening  berupa surat pernyataan dari  Bank  Umum  1  (satu)  Hari
setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.

2      LaporanAwal Dana Kampanye (LADK)
a.     Muatan  lnformasi,  Pasal 46 ayat (1)  PKPU  nomor  18 tahun  2023,  yang  memuat

informasi:
1)      RKDK;
2)     Saldo awal  RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
3)     Saldo   awal   pembukuan   yang   merupakan   sisa   saldo   hasil   penerimaan

sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye;
4)     apabila diterima sebelum periode pembukuan:
5)     Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk

sebelum  pembukaan  RKDK:
6)     NPwp masing-masing partai politik peserta pemilu;
7)     Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.



b.     Periode Pembukuan,  Pasal 47 PKPU  nomor 18 tahun 2023:
1)     ayat (2),  Partai  Politik Peserta  Pemilu  mematuhi pembukuan  LADKyaitu

3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan
ditutup  1  (satu)  Hari sebelum  penyampaian  LADK.

2)     ayat  (6),   LADK   Partai   Politik   Peserta   Pemilu   anggota   DPR,   DPRD
Provinsi,   dan   DPRD   Kabupaten/Kota   ditandatangani   oleh   Pimpinan
Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.

3)     ayat   (7),    LADK   calon   anggota    DPR,    DPRD   provinsi,   dan    DPRD
kabupaten«ota ditandatangani oleh calon yang  bersangkutan.

4)     ayat (8). Dalam hal pimpinan partai politik berhalangan tetap, LADKdapat
ditandatangani   oleh   pihak  yang   berwenang   sesuai   dengan   AD/ART
Partai  Politik Peserta  Pemilu yang bersangkutan.

5)     ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:
a)     meninggal dunia;
b)    tidak mampu  melaksanakan tugas secara  permanen;  atau
c)    sedang  melaksanakan  ibadah  keagamaan

c)    Kelengkapan dan Penyampaian.  Pasal 51  PKPU  nomor 18 tahun 2023:
1)     ayat (4),  Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR,  DPRDprovinsi

Pimpinan     Partai    Politik    Peserta    Pemilu    tingkat    pusat,     provinsi,    dan
kabupaten«ota  mematuhi  penyerarian  LADK  tidak  melampaui  waktu  yang
ditetapkan   yaitu    14   (empat   belas)    Hari   sebelum   hari   pertama   jadwal
pelaksanaan  Kampanye  Pemilu  dalam bentuk   rapat   umum,   paling   lambat
pukul 23.59 waktu setempat.

2)     ayat   (3),    Partai    Politik    Peserta    Pemilu    menyampaikan    LADK   dengan
mengirimkan data dan dokumen  LADK yang diunggah melalui Sikadeka.

3)     ayat (7), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh
Pasangan   Calon   dan   Tim    Kampanye   tingkat   nasional   kepada    Komisi
Pemilihan Umum melalui Sikadeka paling  lambat 5 (hari) Hari sejak menerima
tanda pengembalian dan beritaacara hasil pencermatan dari Komisi Pemilihan
Umum ,  paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

4)     ayat  (5),  apabila  LADK yang  disampaikan  oleh  Partai  Politjk  Pesertapemilu
dikembalikan oleh  Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan/atau     Komisi     Pemilihan     Umum     Kabupaten/Kota     sesuai     dengan
tingkatannya,  maka  Partai  Politik  Peserta  Pemilu wajib melengkapi dan/atau
memperbaiki dokumenLADK dimaksud  dengan  LADK  perbaikan  yang  yang
terdiri atas:
a)     Formulir 1,  Laporan Awal  Dana  Kampanye;
b)    Formulir 2,  Daftar Penerimaan  Sumbangan  Dana  Kampanye;
c)     Formulir    3,    Laporan    Aktivitas    Penerimaan    dan    Pengeluaran  Dana

Kampanye;
d)    Formulir 4,  Daftar Persediaan  Barang  Dana Kampanye;
e)    Formulir   5,    Laporan   Aktivitas    Penerimaan    dan    Pengeluaran    Dana

Kampanye sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana  Kampanye;
f)     Formulir 6,  Laporan Awal  Dana  Kampanye  Pencatatan  Penerimaan  dan

Pengeluaran;
g)    Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal  Dana

Kampanye;
h)    Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus   Dana Kampanye;
i)      Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran, dan

5)     Pasal47 ayat (4), Penyerahan LADKkepada Komisi pemilihan umum, Komisi
Pemilihan   Umum   Provinsi.   dan   Komisi   Pemilihan   Umum   Kabupaten/Kota
sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
a)     Formulir
b)     Formulir
c)     Formulir

Kampanye;

Laporan Awal Dana Kampanye;
Daftar Penerimaan  Sumbangan  Dana  Kampanye;

Laporan    Aktivitas    Penerimaan    dan    Pengeluaran  Dana



d)    Formulir 4,  Daftar Persediaan Barang  Dana Kampanye
e)    Formulir   5,    Laporan   Aktivitas    Penerimaan    dan    Pengeluaran    Dana

Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye:
f)    Formulir 6,  Laporan Awal  Dana  Kampanye  Pencatatan  Penerimaan  dan

Pengeluaran;
g)    Formulir  7,  Surat  Pernyataan  Tanggung  Jawab  atas  Laporan  Awal

Dana Kampanye;;
h)    Salinan dan Rekening  Koran Rekening Khusus Dana Kampanye
i)      Bukti-bukti transaksi  penerimaan dan transaksi  pengeluaran

3.     Laporan pemberi sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
a.     Muatan lnformasi Pasal 49 ayat (1) PKPU  nomor 18 tahun 2023,  LPSDKmemuat

informasi:
1)     identitas penyumbang
2)    jumlah sumbangan  Dana  Kampanye

b.     Kelengkapan dan Penyampaian,  Pasal 52  PKPU  nomor 18 tahun 2023:
1 )     ayat (2). Partai politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsidan tingkat

kabupaten/kota   menyampaikan   LPSDK   kepada   Komisi   Pemilihan   Umum
dengan   mengirimkan   data   dan   dokumen   LPSDK  yang   diunggah   melalui
Sikadeka;

2)     ayat  (4),  Penyampaian  LPSDK  dilakukan  mulai  dari  awal  masa  Kampanye
sampai dengan 1  (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, dan

3)     Pasal 49 ayat (2),  LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:
a)     LPSDK pihak Lain  perseorangan;
b)     LPSDK pihak Lain  Kelompok;  dan
c)     LPSDK             Pihak   Lain      Perusahaan    dan/atau

Nonpemerintah
Badan Usaha

4.     Laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
a.     Muatan  lnformasi,  Pasal  50  ayat  (1)  PKPU  nomor  18  tahun  2023,  Partaipolitik

Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang  memuat informasi:
1)      RKDK
2)     Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
3)     Saldo   awal   pembukuan   yang   merupakan   sisa   saldo   hasil   penerimaan

sumbangan  dan   pengeluaran   untuk   kegiatan   Kampanye   apabila   diterima
sebelum periode pembukuan;

4)     Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta  Pemilu termasuk
sebelum pembukaan  RKDK;

5)     NPwp masing-masing partai politik peserta pemilu;
6)     Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
7)     Saldo akhir pada saat penutupan  RKDK;  dan
8)    Asersi atas Laporan  Dana  Kampanye.

b.     Periode Pembukuan,  Pasal 50 PKPU nomor 18 tahun 2023:
1)     ayat  (2),  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  mematuhi  periode  pembukuan  LPPDK

yang  dimulai  sejak   3  (tiga)   hari  setelah   ditetapkan   sebagaj   Partai   Politik
Peserta   Pemilu  dan  ditutup  7  (tujuh)   hari  sebelum   penyampaian   LPPDK
kepada KAP yang ditunjuk Komisi  Pemilihan  Umum.

2)     ayat (6),  LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota  DPR,  DPRD Provjnsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinanpartai Politik sesuai
dengan tingkatannya.

3)     ayat    (7),     LPPDK    calon    anggota    DPR,    DPRD    Provinsi    dan    DPRD
Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang  bersangkutan.

4)     ayat (8).  Dalam  hal  Pimpinan  Partai  Politik berhalangan tetap,LPPDK dapat
ditandatangani  oleh  pihak  yang  berwenang  sesuaidengan  AD/ART  Partai
Politik yang bersangkutan dibuktikandengan surat keterangan pendelegasian
dari Partai Politik yangbersangkutan.



5)     ayat (10),  Berhalangan tetap meliputi keadaan:
a)      meninggal dunia;
b)     tidak mampu  melaksanakan tugas secara permanen;  atau
c)      sedang  melaksanakan  ibadah  keagamaan

c.     Kelengkapan dan Penyampaian,  Pasal 53 PKPU nomor 18 tahun 2023:
1)     ayat  (3),  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  dapat  menyampaikan  LPPDKdengan

mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.
2)     ayat (4),  Pimpinan  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  tingkat pusat,  provinsi,  dan

kabupaten/kota  Peserta  Pemilu  Anggota  DPR  dan  DPRD  menyampaikan
Laporan   Dana   Kampanye   paling   lambat   15   (lima    belas)    hari    setelah
pemungutan  suara  paling  lambat  pukul
23.59 waktu setempat,

3)     ayat (6), Dalam hal Partai Politik Peserta Pemjlu tidak menyampaikan LPPDK,
Komisi   Pemilihan   Umum   menyampaikan   LADK  dan   LPSDK  kepada   KAP
melalui Sikadeka untuk dilakukan audit,  dan

4)     Pasal 50 ayat (4),  Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh
Komisi  Pemilihan  Umum, dilampiri dengan LADK danLPSDK serta dilengkapi
dengan:
a)     Formulir
b)     Formulir
c)     Formulir

Laporan    Penerimaan    dan    Pengeluara    Dana Kampanye;
Daftar Penerimaan Sumbangan  Dana  Kampanye;

Laporan    Aktivitas    Penerimaan    dan    Pengeluaran  Dana
Kampanye;

d)    Formulir 4,  Daftar Persediaan  Barang  Dana Kampanye;
e)    Formulir   5,    Laporan   Aktivitas    Penerimaan   dan    Pengeluaran    Dana

Kampanye   Sebelum   Periode   Pembukuan   Laporan  Penerimaan    dan
Pengeluaran  Dana  Kampanye:

f)      Formulir  6.   Laporan   Penerimaan   dan   Pengeluaran   Dana   Kampanye
Pencatatan  Penerimaan dan  Pengeluaran;

g)    Formulir  7,   Asersi  Atas  Laporan   Penerimaan  dan   Pengeluaran   Dana
Kampanye;

h)    Salinan dan Rekening  Koran Rekening Khusus   Dana Kampanye;
i)      Surat  Pernyataan  dari  Bank  Umum  yang  menyatakan  bahwa  rekening

Pasangan Calon  bersangkutan telah ditutup.
j)      Bukti-bukti transaksi  penerimaan dan transaksi  pengeluaran

d.    Sumber/Klasifikasi dan  ldentitas  Penyumbang,  sebagaimana diatur dalam  PKPU
nomor 18 tahun 2023:
1)     Pasal   31    ayat   (1),   Dana   Kampanye   Pemilu   Anggota   DPR   dan   DPRD

bersumber dari:
a)     Partai politik;
b)    Calon   anggota   DPR,   DPRD   provinsi,   dan   DPRD  kabupatenckotadari

Partai  Politik yang bersangkutan;  dan
c)    Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu:

I        Perseorangan;
il.       Kelompok;
iii.     Perusahaan; dan/atau
iv.     Badan  usaha  nonpemerintah

2)     Pasal  32  ayat  (8),  Kelompok yang  memberikan  sumbangan  kepadapeserta
Pemilu   dalam   bentuk   uang,   barang,   dan/atau  jasa   merupakan   kelompok
berbadan   hukum   selain   organisasi   masyarakat  sesuai  dengan   ketentuan
perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.

3)     Pasal  33 ayat (1),  Sumbangan dari  pihak lain  harus dilengkapidengan  surat
pernyataan  penyumbang yang  menurut informasiidentitas  Penyumbang  dan
jumlah sumbangan.

4)     Pasal  33  ayat  (2),  Sumbangan  yang  berasal  dari  perseorangan,  kelompok,
perusahaan.  dan/atau  badan  usaha  nonpemerintah  harus  mencantumkan
informasi jdentitas yang jelas dan jumlah sumbangan.



5)     Pasal 49 ayat (2) huruf b,  Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok
dilampiri     salinan     keputusan     pengesahan     pendirian      Badan      Hukum
Nonpemerintah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum  dan hak asasi  manusia.

6)     Pasal 49 ayat (2) c, Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau
Badan    Usaha    Nonpemerintah    wajib    dilampiri    salinan     akta     pendirian
Perusahaan atau badan  usaha.

7)     Pasal  36  ayat  (3)  huruf  b,   Penerimaan  sumbangan  Dana  Kampanyeyang
dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang
ke  RKDK disertai  identitas  penyumbang.

8)     Pasal 36 ayat (5),  ldentitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari
bank   yang   bersangkutan;   Sumbangan   Dana   Kampanye   yang   dilakukan
melalui    setoran    tunai    pada    bank,    disertai    dengan    surat    pernyataan
penyumbang.

e.     Pencatatan Penerimaan Sumbangan,  Pasal 34 PKPU nomor 18 tahun 2023:
1)     ayat  (4),   Partai  Politik  Peserta  Pemilu  mencatat  dan   melaporkan  seluruh

sumbangan   (mencakup   uang,   barang,   dan/atau  jasa  yang   dikonversikan
dengan  nilai  uang,  termasuk  utang  dan  diskon  pembelian  barang  atau jasa
yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima
ke dalam Oaf(ar Penerimaan  Sumbangan,  dan

2)     Pasal 37 ayat(1), Dana Kampanyeyang berupa uang, wajibditempatkan pada
RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan  untukkegiatan  kampanye pemilu.

f.     Batasan/Kesesuaian sumbangan, sebagaimana diatur dalam pKPu  nomor 18
tahun  2023  Pasal  34  ayat  (1)  dan  (2),  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  mematuhi
jumlah  penerimaan  sumbangan  (mencakup  uang,  barang,  dan/atau jasa  yang
dikonversikan  dengan  nilai  uang,  termasukutang  dan diskon  pembelian  barang
atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang
dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
1)     Rp2.500.000.000,00  (dua  milyar  lima  ratus  juta  rupiah)  untuk  penyumbang

perseorangan;  dan
2)     Rp25.000.000.000,00  (dua  puluh  lima  milyar  rupiah)  untuk  penyumbang

kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah
9.     Sumbangan yang dilarang,  Pasal 34 ayat (5)  PKPU  nomor 18 tahun 2023,  Partai

Politik   Peserta   Pemilu   yang   menerima   sumbangan   melebihi ketentuan,    harus
mematuhi  ketentuan  berikut:
1)     Dilarang  menggunakan  kelebihan  dana dimaksud;
2)     wajib   melaporkan  sumbangan   tersebut  kepada   Komisi   Pemilihan  Umum;

dan
3)     menyerahkan  sumbangan  tersebut  ke  kas  Negara  paling  lambat  14(empat

belas)  hari setelah  masa Kampanye berakhir.
h.     Batasan  Pengeluaran Dana  Kampanye,  Pasal 41  PKPU  nomor 18 tahun2023:

1)     ayat (1),  Pengeluaran  Kampanye Peserta  Pemilu calon anggota  DPR,DPRD
provinsi,  dan  DPRD kabupaten/kota yaitu  untuk:
a)    Pembiayaan aktivitas kampanye;
b)    Pembayaran  hutang;  dan
c)     Pengeluaran  lain- lain yang dinilai  berdasarkan  harga  pasar yang  wajar,

dan
2)     Pasal   34  ayat  (4),   Setiap  diskon   pembelian   barang  yang   melebihi   batas

kewajaran  jual   beli   yang   berlaku   secara   umum,   diperlakukan   ketentuan
sumbangan.



K®t®rl)atasan  Laporan

Kami  melaksanakan  prosedur  dan  pemerolehan  bukti  yang  relevan  dan  terbatas pada
informasi yang tertuang  pada  Laporan  Dana  Kampanye yang disampaikan  kepada  kami
oleh Partai Perindo Kabupaten Buol. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat
keterbatasan   yang    melekat]    misalnya,    pengujian   secara   sampling   yang   dilakukan
memungkinkan  adanya  kegagalan  dalam  mendeteksi  ketidakpatuhan  dan  kecurangan
yang  terjadi.  Terdapat  keterbatasan  si fat,  saat,   Iingkup,  ragam,  dan  karakteristik  yang
melekat   pada   sumber   dana   sebagai   asal    usul    Dana    Kampanye,    sehingga   ada
kemungkinan  Dana  Kampanye  tidak  tercakup  secara  menyeluruh  dalam  laporan  Dana
Kampanye  tersebut.   Pemeriksaan  kami  juga  terbatas  hanya  pada  dokumen  dan/atau
informasi  yang  diserahkan  dan/atau  disediakan  oleh   Partai   Perindo   Kabupaten   Buol,
sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan afas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam
laporan.    Kami   tidak   memberikan    penentuan    legal   atas   kepatuhan    Partai    Perindo
Kabupaten  Buol terhadap peraturan  perundang-undangan  yang  relevandengan  Laporan
Dana  Kampanye.

Tanggung Jawab Partal Per]ndo Kabupaten Buol

Partai   Perindo   Kabupaten   Buol   bertanggungjawab   atas   penyusunan   Laporan   Dana
Kampanye yang sesuai dengan  peraturan perundang-undangan yang  berlaku.  Tanggung
jawab tersebut juga  mencakup penerapan  metode penilaian,  asumsi,  dan perkiraan yang
digunakan  dalam  laporan,  serta  perancangan,  implementasi,  pemeliharaan  sistem,  dan
proses  yang  relevan  untuk  penyusunan laporan.   Partai   Perindo   Kabupaten   Buol  juga
bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana
Kampanye,  sebagaimana yang  telah  dinyatakan  dalam Asersi  Laporan  Penerimaan  dan
Pengeluaran Dana Kampanye Partai Perindo Kabupaten Buol tertanggal 07 Januari 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung   jawab   kami,   Akuntan   Publik,   adalah   untuk   menyatakan   simpulan   berupa
pendapat   dengan   keyakinan   memadai   terhadap   Laporan   Dana   Kampanye   tersebut
berdasarkan prosedur-proseduryang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami
melakukan   perikatan   ini   berdasarkan   Standar  Perikatan  Asurans  3000  (Revisi  2022):
"Perikatan   Asurans   selain   Audit atau   Reviu   atas   lnformasi   Keuangan   Historis"   yang

ditetapkan oleh lnstitutAkuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk
memenuhiketentuan  Standar Pengendalian  Mutu  1  dan  Kode  Etik  Profesi Akuntan  Publik
termasuk  persyaratan  independensi  bagi  semua  personel  yang  terlibat  dalam  Perikatan
Asurans    ini.    Standar    tersebut   juga    mewajibkan    kami    untuk    merencanakan    dan
melaksanakan  Perikatan  Asurans  secara  memadai  dalam  mendukung  kesimpulan  kami.
Seluruh  personel  profesional  kami  memiliki  kompetensi  dan  pengalaman  yang  diperlukan
dalam  melaksanakan  Perikatan  Asurans  ini.  Sesuai  dengan  pasall02  ayat (1)  Peraturan
Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor 18 Tahun 2023,  kami  melaksanakan perikatan ini selama
30  (tiga  puluh)  hari  kalender  terhitung  sejakkami   menerima   Laporan   Dana   Kampanye
Laporan  Dana  Kampanye Partai Perindo Kabupaten  Buol  dari  Komisi  Pemilihan  Umum.

Simpu'an

Menurut opini kami, Asersi Partai Perindo Kabupaten Buol dalam Laporan Dana Kampanye
tersebut di alas. telah patuh dalam semua hal yang material. terhadap kriteria sebagaimana
diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor  18 tahun  2023.



P®mbatasan Ponggunaan Laporan

Tanggung  jawab  kami  dalam  melakukan  Perikatan  Asurans  ini  hanya  kepada  Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Buol dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah
disepakati.  OIeh  karena  itu  kami  tidak  bertanggung jawab  atas  penggunaan  laporan  ini
oleh  pihak  lain  dan/atau  untuk tujuan  lainnya.

Kantor Akuntan Publlk
Maksl[m Suyamto dan Hlrdjan

Nomor ljin Akuntan Publik: AP.  1682

Jakarta, 28 Maret 2024



G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

PARTAI PERINDO

DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BUOL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SALIM S. MANDULA, S. Sos

Alamat :
RT. 001 RW. 001 Desa Kantanan Kec. Bokat Kab. Buol Prov. Sulawesi
Tengah

Nomor Induk Kependudukan : 7205031708770003

Jabatan : Ketua

2. Nama : MOH. FADLY

Alamat : RT. 015 RW. 003 Kel. Leok 2 Kec. Biau Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah

Nomor Induk Kependudukan : 7205060507830004

Jabatan : Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT
PATUH/
TIDAK
PATUH

1 2 3 4 5

A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

1. Pembukaan a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama
Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening
Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Komisi Pemilihan
Umum tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023

b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai
Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta
Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum
dimulainya masa Kampanye

Pasal 37 ayat (3) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor
RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU
Kabupaten/Kota.

Pasal 37 ayat (8) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
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2. Pengelolaan Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang
berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum
digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

Pasal 36 ayat (2) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

3. Penutupan a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari
setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan
1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana
Kampanye kepada KAP.

Pasal 38 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan
rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum
kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah
menerima surat pernyataan dari Bank Umum.

Pasal 38 ayat (5) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

1. Muatan Informasi Kami menyusun LADK yang memuat informasi: Pasal 47 ayat (1) Peraturan

a. RKDK; Komisi Pemilihan Umum

b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber
perolehan;

tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor

c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo
hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk
kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode
pembukuan;

18 Tahun 2023.

d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik
Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;

e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik
Peserta Pemilu; dan

f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan.

2. Pembukuan a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan
yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik
ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu)
Hari sebelum penyampaian LADK.

Pasal 47 ayat (2) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan
keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang
bersangkutan.

Pasal 43 ayat (3) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi
tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan
pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran
yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 43 ayat (6) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT
PATUH/
TIDAK
PATUH

1 2 3 4 5
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d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab
Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Pasal 43 ayat (7) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

3. Penyampaian
Laporan

a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU
Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan
dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;

Pasal 51 ayat (3) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

b. Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14
(empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal
pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat
umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;

Pasal 51 ayat (4) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan
LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui
Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima
tanda pengembalian dan berita acara hasil
pencermatan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat
pukul 23.59 waktu setempat.

Pasal 51 ayat (7) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

4. Kelengkapan a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri
atas:

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye; dan

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh
KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi
dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud
dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT
PATUH/
TIDAK
PATUH

1 2 3 4 5
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1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye; dan

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

1. Muatan Informasi Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU
yang memuat informasi:

Pasal 49 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum

a. Identitas penyumbang; dan tentang Dana Kampanye

b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023

2. Penyampaian
Laporan

Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota,
mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu)
Hari setelah masa Kampanye berakhir.

Pasal 52 ayat (3) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

3. Kelengkapan Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri
atas:

a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan;

b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan

c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha
Nonpemerintah.

D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

1. Muatan Informasi Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: Pasal 50 ayat (1) Peraturan

a. RKDK; Komisi Pemilihan Umum

b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber
perolehan;

tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT
PATUH/
TIDAK
PATUH

1 2 3 4 5
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c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo
hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk
kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode
pembukuan;

18 Tahun 2023.

d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik
Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;

e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik
Peserta Pemilu;

f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan;

g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK;
dan

h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.

2. Pembukuan a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari
setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan
ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK
kepada KAP yang ditunjuk KPU.

Pasal 50 ayat (2) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan
keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang
bersangkutan.

Pasal 43 ayat (3) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi
tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan
pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran
yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 43 ayat (6) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab
Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Pasal 43 ayat (7) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

3. Penyampaian
Laporan

a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang
ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan
dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.

Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3)
Peraturan Komisi Pemilihan
Umum tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023

b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima
belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling
lambat pukul 23.59 waktu setempat.

Pasal 53 ayat (4) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

4. Kelengkapan Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri
atas:

1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT
PATUH/
TIDAK
PATUH
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2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN
DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA
KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM
PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan
bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang
bersangkutan telah ditutup; dan

10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

E. Ketentuan Lainnya

1. Sumber Dana
Kampanye

Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh
dari:

Pasal 31 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye

a. Partai Politik; Pemilihan Umum Nomor

b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan;
dan

18 Tahun 2023.

c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain

2. Pembatasan/
Kesesuaian
Sumbangan

Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan
sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa
yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon
pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran
transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK,
LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal
sumbangan sebagai berikut:

Pasal 34 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023.

a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari
perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua
miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.

b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok,
perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah
paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima
miliar rupiah) selama masa Kampanye.

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT
PATUH/
TIDAK
PATUH
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3. Sumbangan yang
Dilarang

Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang
dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang
maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:

Pasal 34 ayat (5) dan Pasal
116 ayat (2) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum tentang

a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; Dana Kampanye Pemilihan

b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada
KPU; dan

Umum Nomor 18 Tahun 2023.

c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara
paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa
Kampanye berakhir.

4. Pengeluaran
Dana Kampanye

Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran
Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye,
pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai
berdasarkan harga pasar yang wajar.

Pasal 41 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023

Catatan:

a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian
barang dan/ atau pembayaran jasa.

b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas
hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari
pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung
jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk
membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam
pemungutan dan penghitungan suara.

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT
PATUH/
TIDAK
PATUH

1 2 3 4 5

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Buol, 07 Januari 2024

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BUOL

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BUOL

Cap

(SALIM S. MANDULA, S. Sos) (MOH. FADLY)
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A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI PERINDO

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BUOL

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 17 Desember 2022 s/d 07 Januari 2024

NOMOR AKTIVITAS
BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)

A.1 Penerimaan sebelum periode
pembukuan

0 0 0

A.2 Penerimaan sumbangan

1. Partai Politik

a. Partai Politik Tingkat Pusat 0 0 0

b. Partai Politik Tingkat Provinsi 0 0 0

c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota 0 0 0

2. Calon Anggota Legislatif

a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif
kepada Parpol

0 0 0

b. Jasa Kampanye Calon Anggota
Legislatif

0 0 130.250.000

3. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 0 0 0

4. Sumbangan Pihak Lain Kelompok 0 0 0

5. Sumbangan Pihak Lain Perusahaan
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah

0 0 0

JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN 0 0 130.250.000

A.3 Penerimaan Lain-Lain

1. Bunga Bank 0 0 0

JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN 0 0 0

A.4 Penerimaan Barang Hasil Pembelian

1. Penerimaan Barang Hasil Pembuatan
Bahan/Design dan/atau Alat Peraga
Kampanye

0 0 0

2. Barang Diterima Dimuka Hasil
Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat
Peraga Kampanye

0 0 0

JUMLAH PENERIMAAN BARANG
HASIL PEMBELIAN

0 0 0

TOTAL PENERIMAAN 0 0 130.250.000



B Pengeluaran sebelum periode
pembukuan

0 0 0

B.1 Pengeluaran

1. Rapat Umum 0 0 0

2. Pertemuan Terbatas 0 0 0

3. Pertemuan Tatap Muka 0 0 0

4. Pembuatan/Produksi Iklan di Media
Massa Cetak, Media Massa Elektronik,
Media Sosial, dan Media Dalam
Jaringan

0 0 0

5. Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat
Peraga Kampanye

0 0 0

6. Penyebaran Bahan Kampanye Partai
Politik Kepada Umum dan/atau
pemasangan Alat Peraga Kampanye

a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai
Politik Kepada Umum

0 0 0

b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Partai Politik

0 0 0

7. Penyebaran Bahan Kampanye Calon
Anggota Legislatif Kepada Umum
dan/atau pemasangan Alat Peraga
Kampanye

a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon
Anggota Legislatif Kepada Umum

0 0 0

b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Calon Anggota Legislatif

0 0 0

8. Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar
Larangan Kampanye dan Peraturan
Perundang-undangan

0 0 0

9. Pengeluaran Lain-lain

a. Administrasi Bank 0 0 0

b. Pembelian Kendaraan 0 0 0

c. Pembelian Peralatan 0 0 0

d. Pembayaran Utang Pembelian
Barang

0 0 0

e. Pengeluaran Lain

1) Pengeluaran Lainnya 0 0 0

2) Sumbangan ke Parpol Tingkat
Provinsi/Kabupaten/Kota

0 0 0

3) Sumbangan ke Calon Anggota
Legislatif

0 0 0

4) Jasa Kampanye Calon Anggota
Legislatif

0 0 130.250.000

TOTAL PENGELUARAN 0 0 130.250.000

C Utang

1. Utang Pembelian Barang 0 0 0

NOMOR AKTIVITAS
BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)



D Saldo

1. Kas di Rekening Khusus Dana
Kampanye

0 0 0

2. Kas di Bendahara 0

3. Barang 0 0 0

NOMOR AKTIVITAS
BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)

Buol, 07 Januari 2024

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BUOL

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BUOL

Cap

(SALIM S. MANDULA, S. Sos) (MOH. FADLY)

























G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BUOL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : DR. MOH. NASIR DJ. DAIMARTO, SH,.MH

Alamat : KEL. KALI KEC. BIAU, KAB. BUOL RT 06 RT 02

Nomor Induk Kependudukan : 7205062608690002

Jabatan : Ketua

2. Nama : HAMDI IB. BILGAIS

Alamat :
KEL. BUOL, KEC. BIAU, KAB BUOL LINGKUNGAN BUMI NIPA RT 020
RW 006

Nomor Induk Kependudukan : 7205061612730001

Jabatan : Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT
PATUH/
TIDAK
PATUH

1 2 3 4 5

A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

1. Pembukaan a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama
Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening
Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Komisi Pemilihan
Umum tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023

b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai
Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta
Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum
dimulainya masa Kampanye

Pasal 37 ayat (3) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor
RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU
Kabupaten/Kota.

Pasal 37 ayat (8) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

Patuh

Patuh

Patuh



2. Pengelolaan Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang
berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum
digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

Pasal 36 ayat (2) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

3. Penutupan a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari
setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan
1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana
Kampanye kepada KAP.

Pasal 38 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan
rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum
kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah
menerima surat pernyataan dari Bank Umum.

Pasal 38 ayat (5) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

1. Muatan Informasi Kami menyusun LADK yang memuat informasi: Pasal 47 ayat (1) Peraturan

a. RKDK; Komisi Pemilihan Umum

b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber
perolehan;

tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor

c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo
hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk
kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode
pembukuan;

18 Tahun 2023.

d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik
Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;

e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik
Peserta Pemilu; dan

f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan.

2. Pembukuan a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan
yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik
ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu)
Hari sebelum penyampaian LADK.

Pasal 47 ayat (2) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan
keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang
bersangkutan.

Pasal 43 ayat (3) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi
tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan
pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran
yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 43 ayat (6) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT
PATUH/
TIDAK
PATUH

1 2 3 4 5

Patuh

Patuh

Patuh

Patuh

Patuh

Patuh

Patuh



d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab
Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Pasal 43 ayat (7) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

3. Penyampaian
Laporan

a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU
Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan
dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;

Pasal 51 ayat (3) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

b. Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14
(empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal
pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat
umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;

Pasal 51 ayat (4) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan
LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui
Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima
tanda pengembalian dan berita acara hasil
pencermatan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat
pukul 23.59 waktu setempat.

Pasal 51 ayat (7) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

4. Kelengkapan a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri
atas:

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye; dan

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh
KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi
dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud
dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT
PATUH/
TIDAK
PATUH

1 2 3 4 5

Patuh

Patuh

Patuh

Patuh

Patuh



1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye; dan

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

1. Muatan Informasi Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU
yang memuat informasi:

Pasal 49 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum

a. Identitas penyumbang; dan tentang Dana Kampanye

b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023

2. Penyampaian
Laporan

Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota,
mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu)
Hari setelah masa Kampanye berakhir.

Pasal 52 ayat (3) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

3. Kelengkapan Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri
atas:

a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan;

b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan

c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha
Nonpemerintah.

D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

1. Muatan Informasi Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: Pasal 50 ayat (1) Peraturan

a. RKDK; Komisi Pemilihan Umum

b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber
perolehan;

tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT
PATUH/
TIDAK
PATUH

1 2 3 4 5

Patuh

Patuh

Patuh

Patuh

Patuh



c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo
hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk
kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode
pembukuan;

18 Tahun 2023.

d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik
Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;

e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik
Peserta Pemilu;

f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan;

g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK;
dan

h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.

2. Pembukuan a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari
setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan
ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK
kepada KAP yang ditunjuk KPU.

Pasal 50 ayat (2) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan
keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang
bersangkutan.

Pasal 43 ayat (3) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi
tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan
pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran
yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 43 ayat (6) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab
Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Pasal 43 ayat (7) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

3. Penyampaian
Laporan

a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang
ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan
dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.

Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3)
Peraturan Komisi Pemilihan
Umum tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023

b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima
belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling
lambat pukul 23.59 waktu setempat.

Pasal 53 ayat (4) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

4. Kelengkapan Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri
atas:

1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT
PATUH/
TIDAK
PATUH

1 2 3 4 5

Patuh

Patuh

Patuh

Patuh

Patuh

Patuh

Patuh

Patuh



2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN
DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA
KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM
PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan
bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang
bersangkutan telah ditutup; dan

10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

E. Ketentuan Lainnya

1. Sumber Dana
Kampanye

Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh
dari:

Pasal 31 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye

a. Partai Politik; Pemilihan Umum Nomor

b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan;
dan

18 Tahun 2023.

c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain

2. Pembatasan/
Kesesuaian
Sumbangan

Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan
sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa
yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon
pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran
transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK,
LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal
sumbangan sebagai berikut:

Pasal 34 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023.

a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari
perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua
miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.

b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok,
perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah
paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima
miliar rupiah) selama masa Kampanye.

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT
PATUH/
TIDAK
PATUH

1 2 3 4 5

Patuh

Patuh

Patuh



3. Sumbangan yang
Dilarang

Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang
dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang
maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:

Pasal 34 ayat (5) dan Pasal
116 ayat (2) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum tentang

a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; Dana Kampanye Pemilihan

b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada
KPU; dan

Umum Nomor 18 Tahun 2023.

c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara
paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa
Kampanye berakhir.

4. Pengeluaran
Dana Kampanye

Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran
Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye,
pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai
berdasarkan harga pasar yang wajar.

Pasal 41 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023

Catatan:

a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian
barang dan/ atau pembayaran jasa.

b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas
hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari
pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung
jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk
membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam
pemungutan dan penghitungan suara.

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT
PATUH/
TIDAK
PATUH

1 2 3 4 5

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Buol, 26 Februari 2024

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BUOL

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BUOL

Cap

(DR. MOH. NASIR DJ. DAIMARTO, SH,.MH) (HAMDI IB. BILGAIS)

Patuh

Patuh



A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BUOL

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 17 Desember 2022 s/d 22 Februari 2024

NOMOR AKTIVITAS
BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)

A.1 Penerimaan sebelum periode
pembukuan

0 0 0

A.2 Penerimaan sumbangan

1. Partai Politik

a. Partai Politik Tingkat Pusat 0 0 0

b. Partai Politik Tingkat Provinsi 0 0 0

c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota 1.000.000 0 0

2. Calon Anggota Legislatif

a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif
kepada Parpol

0 0 0

b. Jasa Kampanye Calon Anggota
Legislatif

0 0 136.880.000

3. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 0 0 0

4. Sumbangan Pihak Lain Kelompok 0 0 0

5. Sumbangan Pihak Lain Perusahaan
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah

0 0 0

JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN 1.000.000 0 136.880.000

A.3 Penerimaan Lain-Lain

1. Bunga Bank 1.326 0 0

JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN 1.326 0 0

A.4 Penerimaan Barang Hasil Pembelian

1. Penerimaan Barang Hasil Pembuatan
Bahan/Design dan/atau Alat Peraga
Kampanye

0 0 0

2. Barang Diterima Dimuka Hasil
Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat
Peraga Kampanye

0 0 0

JUMLAH PENERIMAAN BARANG
HASIL PEMBELIAN

0 0 0

TOTAL PENERIMAAN 1.001.326 0 136.880.000



B Pengeluaran sebelum periode
pembukuan

0 0 0

B.1 Pengeluaran

1. Rapat Umum 0 0 0

2. Pertemuan Terbatas 0 0 0

3. Pertemuan Tatap Muka 0 0 0

4. Pembuatan/Produksi Iklan di Media
Massa Cetak, Media Massa Elektronik,
Media Sosial, dan Media Dalam
Jaringan

0 0 0

5. Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat
Peraga Kampanye

0 0 0

6. Penyebaran Bahan Kampanye Partai
Politik Kepada Umum dan/atau
pemasangan Alat Peraga Kampanye

a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai
Politik Kepada Umum

0 0 0

b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Partai Politik

0 0 0

7. Penyebaran Bahan Kampanye Calon
Anggota Legislatif Kepada Umum
dan/atau pemasangan Alat Peraga
Kampanye

a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon
Anggota Legislatif Kepada Umum

0 0 0

b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Calon Anggota Legislatif

0 0 0

8. Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar
Larangan Kampanye dan Peraturan
Perundang-undangan

0 0 0

9. Pengeluaran Lain-lain

a. Administrasi Bank 22.738 0 0

b. Pembelian Kendaraan 0 0 0

c. Pembelian Peralatan 0 0 0

d. Pembayaran Utang Pembelian
Barang

0 0 0

e. Pengeluaran Lain

1) Pengeluaran Lainnya 0 0 0

2) Sumbangan ke Parpol Tingkat
Provinsi/Kabupaten/Kota

0 0 0

3) Sumbangan ke Calon Anggota
Legislatif

0 0 0

4) Jasa Kampanye Calon Anggota
Legislatif

0 0 136.880.000

TOTAL PENGELUARAN 22.738 0 136.880.000

C Utang

1. Utang Pembelian Barang 0 0 0

NOMOR AKTIVITAS
BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)



D Saldo

1. Kas di Rekening Khusus Dana
Kampanye

978.588 0 0

2. Kas di Bendahara 0

3. Barang 0 0 0

NOMOR AKTIVITAS
BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)

Buol, 26 Februari 2024

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BUOL

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BUOL

Cap

(DR. MOH. NASIR DJ. DAIMARTO, SH,.MH) (HAMDI IB. BILGAIS)
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LAPORAN ASURANS INDEPENDEN 
 

Laporan No. 007/ADK-SULTENG07/MSR-JKT/III/2024 
 

Pihak yang dituju 
Ketua KPU Kabupaten Buol 
 
Cakupan 

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol berdasarkan Surat 

Perjanjian Kerja/Kontrak nomor 377/PL.01.7-SPK/72/2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan 

keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Politik 

Peserta Pemilihan Umum Partai Ummat untuk periode 26 Februari 2024 s.d 26 Maret 2024 terhadap 

peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. 

 

Informasi Hal Pokok 

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Laporan Dana Kampanye Partai Politik 

Peserta Pemilu Partai Ummat terdiri dari:  

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat infromasi Rekening Khusus 

Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan 

dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan 

penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan 

Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan  sebagai Peserta Pemili sampai dengan 1 

(satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol; 

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh 

penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari 

sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol; dan 

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat 

seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta 

Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye. 

Kriteria 

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

18 Tahun 2023 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023. Kriteria tersebut juga 

dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Partai Ummat dalam 

penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Peserta Pemilihan Umum Partai 

Ummat dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023. 
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Keterbatasan Laporan 

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang 

pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 

Partai Ummat. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, 

pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan 

dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat 

pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup 

secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada 

dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan 

Umum Partai Ummat, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di 

dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Politik Peserta Pemilihan 

Umum Partai Ummat terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye. 

 

Tanggung Jawab Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Partai Ummat  

Bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan 

perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses 

yang relevan untuk penyusunan laporan. 

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Partai Ummat juga bertanggungjawab atas kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi 

LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu Partai Ummat tanggal 26 Maret 2024 . 

 

Tanggung Jawab Akuntan Publik 

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan 

memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan 

bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 

(Revisi 2022); “Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan 

oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar 

Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan indepedensi bagi semua 

personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan 

dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami. 

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan 

Periktaba Asurans ini. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 dan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 

(tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta 

Pemilihan Umum Partai Ummat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol. . 
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Simpulan 

Menurut opini kami, Asersi  Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Partai Ummat dalam Laporan Dana 

Kampanye tersebut di atas, telah Patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 dan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 1677 Tahun 2023. 

 

Pembatasan Penggunaan Laporan 

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Buol dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak 

bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya. 

 
 

KAP MOHAMMAD SUNUSI & REKAN 

 

 
 
 
 

Mohammad Sunusi, CA.,CPA 
Nomor Registrasi Akuntan Publik : AP. 1488 

 
Jakarta, 26 Maret 2024 



G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

PARTAI UMMAT

DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BUOL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Muhammad Adhan Akbar

Alamat : Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol

Nomor Induk Kependudukan : 7205062702690002

Jabatan : Ketua

2. Nama : IKBAL

Alamat : Dusun I Desa Lokodoka Kecamatan Gadung

Nomor Induk Kependudukan : 7205091005840001

Jabatan : Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT
PATUH/
TIDAK
PATUH

1 2 3 4 5

A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

1. Pembukaan a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama
Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening
Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Komisi Pemilihan
Umum tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023

b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai
Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta
Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum
dimulainya masa Kampanye

Pasal 37 ayat (3) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor
RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU
Kabupaten/Kota.

Pasal 37 ayat (8) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.



2. Pengelolaan Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang
berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum
digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

Pasal 36 ayat (2) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

3. Penutupan a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari
setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan
1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana
Kampanye kepada KAP.

Pasal 38 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan
rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum
kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah
menerima surat pernyataan dari Bank Umum.

Pasal 38 ayat (5) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

1. Muatan Informasi Kami menyusun LADK yang memuat informasi: Pasal 47 ayat (1) Peraturan

a. RKDK; Komisi Pemilihan Umum

b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber
perolehan;

tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor

c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo
hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk
kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode
pembukuan;

18 Tahun 2023.

d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik
Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;

e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik
Peserta Pemilu; dan

f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan.

2. Pembukuan a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan
yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik
ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu)
Hari sebelum penyampaian LADK.

Pasal 47 ayat (2) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan
keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang
bersangkutan.

Pasal 43 ayat (3) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi
tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan
pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran
yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 43 ayat (6) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT
PATUH/
TIDAK
PATUH

1 2 3 4 5



d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab
Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Pasal 43 ayat (7) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

3. Penyampaian
Laporan

a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU
Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan
dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;

Pasal 51 ayat (3) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

b. Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14
(empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal
pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat
umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;

Pasal 51 ayat (4) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan
LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui
Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima
tanda pengembalian dan berita acara hasil
pencermatan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat
pukul 23.59 waktu setempat.

Pasal 51 ayat (7) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

4. Kelengkapan a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri
atas:

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye; dan

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh
KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi
dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud
dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT
PATUH/
TIDAK
PATUH

1 2 3 4 5



1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye; dan

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

1. Muatan Informasi Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU
yang memuat informasi:

Pasal 49 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum

a. Identitas penyumbang; dan tentang Dana Kampanye

b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023

2. Penyampaian
Laporan

Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota,
mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu)
Hari setelah masa Kampanye berakhir.

Pasal 52 ayat (3) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

3. Kelengkapan Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri
atas:

a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan;

b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan

c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha
Nonpemerintah.

D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

1. Muatan Informasi Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: Pasal 50 ayat (1) Peraturan

a. RKDK; Komisi Pemilihan Umum

b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber
perolehan;

tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT
PATUH/
TIDAK
PATUH

1 2 3 4 5



c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo
hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk
kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode
pembukuan;

18 Tahun 2023.

d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik
Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;

e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik
Peserta Pemilu;

f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan;

g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK;
dan

h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.

2. Pembukuan a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari
setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan
ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK
kepada KAP yang ditunjuk KPU.

Pasal 50 ayat (2) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan
keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang
bersangkutan.

Pasal 43 ayat (3) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi
tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan
pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran
yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 43 ayat (6) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab
Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Pasal 43 ayat (7) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

3. Penyampaian
Laporan

a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang
ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan
dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.

Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3)
Peraturan Komisi Pemilihan
Umum tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023

b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima
belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling
lambat pukul 23.59 waktu setempat.

Pasal 53 ayat (4) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

4. Kelengkapan Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri
atas:

1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT
PATUH/
TIDAK
PATUH

1 2 3 4 5



2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN
DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA
KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM
PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan
bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang
bersangkutan telah ditutup; dan

10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

E. Ketentuan Lainnya

1. Sumber Dana
Kampanye

Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh
dari:

Pasal 31 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye

a. Partai Politik; Pemilihan Umum Nomor

b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan;
dan

18 Tahun 2023.

c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain

2. Pembatasan/
Kesesuaian
Sumbangan

Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan
sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa
yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon
pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran
transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK,
LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal
sumbangan sebagai berikut:

Pasal 34 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023.

a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari
perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua
miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.

b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok,
perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah
paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima
miliar rupiah) selama masa Kampanye.

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT
PATUH/
TIDAK
PATUH

1 2 3 4 5



3. Sumbangan yang
Dilarang

Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang
dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang
maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:

Pasal 34 ayat (5) dan Pasal
116 ayat (2) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum tentang

a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; Dana Kampanye Pemilihan

b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada
KPU; dan

Umum Nomor 18 Tahun 2023.

c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara
paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa
Kampanye berakhir.

4. Pengeluaran
Dana Kampanye

Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran
Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye,
pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai
berdasarkan harga pasar yang wajar.

Pasal 41 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023

Catatan:

a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian
barang dan/ atau pembayaran jasa.

b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas
hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari
pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung
jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk
membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam
pemungutan dan penghitungan suara.

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT
PATUH/
TIDAK
PATUH

1 2 3 4 5

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

BUOL, 28 Februari 2024

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BUOL

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BUOL

Cap

(Muhammad Adhan Akbar) (IKBAL)



A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI UMMAT

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BUOL

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 02 Januari 2023 s/d 22 Februari 2024

NOMOR AKTIVITAS
BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)

A.1 Penerimaan sebelum periode
pembukuan

0 0 0

A.2 Penerimaan sumbangan

1. Partai Politik

a. Partai Politik Tingkat Pusat 650.000 0 0

b. Partai Politik Tingkat Provinsi 0 0 0

c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota 0 0 0

2. Calon Anggota Legislatif

a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif
kepada Parpol

0 0 0

b. Jasa Kampanye Calon Anggota
Legislatif

0 0 1.977.500

3. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 60.000.000 0 0

4. Sumbangan Pihak Lain Kelompok 0 0 0

5. Sumbangan Pihak Lain Perusahaan
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah

0 0 0

JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN 60.650.000 0 1.977.500

A.3 Penerimaan Lain-Lain

1. Bunga Bank 0 0 0

JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN 0 0 0

A.4 Penerimaan Barang Hasil Pembelian

1. Penerimaan Barang Hasil Pembuatan
Bahan/Design dan/atau Alat Peraga
Kampanye

0 5.800.000 0

2. Barang Diterima Dimuka Hasil
Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat
Peraga Kampanye

0 0 0

JUMLAH PENERIMAAN BARANG
HASIL PEMBELIAN

0 5.800.000 0

TOTAL PENERIMAAN 60.650.000 5.800.000 1.977.500



B Pengeluaran sebelum periode
pembukuan

0 0 0

B.1 Pengeluaran

1. Rapat Umum 0 0 0

2. Pertemuan Terbatas 10.000.000 0 0

3. Pertemuan Tatap Muka 0 0 0

4. Pembuatan/Produksi Iklan di Media
Massa Cetak, Media Massa Elektronik,
Media Sosial, dan Media Dalam
Jaringan

0 0 0

5. Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat
Peraga Kampanye

5.800.000 0 0

6. Penyebaran Bahan Kampanye Partai
Politik Kepada Umum dan/atau
pemasangan Alat Peraga Kampanye

a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai
Politik Kepada Umum

0 0 0

b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Partai Politik

27.000.000 0 0

7. Penyebaran Bahan Kampanye Calon
Anggota Legislatif Kepada Umum
dan/atau pemasangan Alat Peraga
Kampanye

a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon
Anggota Legislatif Kepada Umum

0 0 0

b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Calon Anggota Legislatif

0 0 0

8. Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar
Larangan Kampanye dan Peraturan
Perundang-undangan

0 0 0

9. Pengeluaran Lain-lain

a. Administrasi Bank 0 0 0

b. Pembelian Kendaraan 0 0 0

c. Pembelian Peralatan 8.450.000 0 0

d. Pembayaran Utang Pembelian
Barang

0 0 0

e. Pengeluaran Lain

1) Pengeluaran Lainnya 0 0 0

2) Sumbangan ke Parpol Tingkat
Provinsi/Kabupaten/Kota

0 0 0

3) Sumbangan ke Calon Anggota
Legislatif

0 0 0

4) Jasa Kampanye Calon Anggota
Legislatif

0 0 1.977.500

TOTAL PENGELUARAN 51.250.000 0 1.977.500

C Utang

1. Utang Pembelian Barang 0 0 0

NOMOR AKTIVITAS
BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)



D Saldo

1. Kas di Rekening Khusus Dana
Kampanye

9.400.000 0 0

2. Kas di Bendahara 0

3. Barang 0 5.800.000 0

NOMOR AKTIVITAS
BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)

BUOL, 28 Februari 2024

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BUOL

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BUOL

Cap

(Muhammad Adhan Akbar) (IKBAL)
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